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¢ PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
WSS 2 SEKRETARIAT DAERAH
; ‘JIn, Raya El Tari Nomor 52
Kupang

NOTA DINAS
Kepada : Yth, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang,
Dari + Penjabat Sekretaris Daerah Provinsl Nusa Tenggara Timur, di
Kupang,.

Tanggal : 29 November 2022,

Nomor : Hk.03.7/543/2022.

Hal ¢ Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Sesuai Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor : 065/52/B02.1 tanggal 24 November
2022, Hal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada
Bapak Naskah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektﬂdp
efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Dagrah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khusugnya
pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Sesuai
Keputusan  Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
438 /KEP/HK/2021 telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa terdapat perubahan dan
penambahan terhadap dokumen Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud di atas, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan itu, mohon kesediaan
Bapak wuntuk menandatangani Naskah Keputusan Gubernur
dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak
dihaturkan limpah terima kasih.

\\#"Johanna S isapaly, 5.H, M.51
N ",' ,i:-r.‘ggg’;b/ﬁa Utama Madya
“NIB°19640110 198903 2 015
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman :rb.nttprov.go.id

Kepada

Dari

Tanggal
2020
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

NOTA-DINAS

: Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur A

di Kupang.

: Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di

Kupang.

: 24 November 2022

: 065/52/B0O2.1
: Biasa
: 1 (satu berkas)

: Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang

Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 438 Tahun -
2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Krastif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur tentang Pencabutan Keputusan Gunernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 438 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kratif Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk di proses selanjutnya.

Demikian untuk maklum, dan atas kerja samanya disampaikan terima -
kasih.

rganisasi Setda Provinsi NTT
jan Tata Laksana, {

97103291999031002
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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 444 /KEP/HK/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Menimbang

Mengingat

a

|

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Dinas Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 438/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa terdapat perubahan dan penambahan terhadap
dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

a.

0 a0

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil;

SOP Penangguhan Cuti;

SOP Penanganan Nota Dinas;

SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
Pegawai Negeri Sipil;

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
SOP Penanganan Pengajuan Perjalanan Dinas;

SOP Penanganan Absensi Pagj;
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SOP Penanganan Absensi Sore;

SOP Penyelenggaraan Rapat;

SOP Permohonan Izin;

SOP Permohonan Izin Belajar;

SOP Penyesuaian ljazah;

SOP Permohonan Ujian Dinas;

SOP Permohonan Barang/Jasa;

SOP Pengeluaran Barang/Jasa;

SOP Peminjaman Barang/Jasa;

SOP Penghapusan Barang/Jasa;

SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 0-10 Juta;
SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 10-50 Juta;
SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 50-200 Juta;

SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai di Atas 200 Juta
(Tender);

SOP Pendistribusian Barang;

SOP Pelaksanaan Kebersihan Kantor;

SOP Penunjukan Langsung

SOP Pengurusan Kartu Istri/Suamij;

SOP Usulan Penerimaan Satya Lencana;

SOP Pengendalian Dokumen;

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja;

SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

SOP Penyusunan Laporan Bulanan-Triwulan-Semester;

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (LKIP);

SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran;

. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

SOP Penerbitan SPP UP/GU/TU/LS Barang Jasa;
SOP Pelaporan Pengeluaran Keuangan;

SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ Fungsional;

SOP  Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan,
Semesteran, Prognosis, dan Laporan Akhir Tahun;

SOP Penyusunan Laporan Keuangan;

SOP Pencairan Gaji Dan Tunjangan;

SOP Penerbitan SPP LS-GT (Gaji dan Tunjangan) ke-13;
SOP Penerbitan SPP Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
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ww. 8OP Pengelolann Retribusi Kawasan Wisata (Lasiana dan
Gua Monyet);

XX.  SOP Dukungan Dana Festival Seni Budaya;
yy.  8OP Penctapan Destinasi Wisata Baru;

zz.  SOP Pengelolaan Food Court Kawasan Wisata (Lasianan dan
(lua Monyet);

aaa, SOP Pengelolaan Toilet Kawasan Wisata (Lasiana dan Gua
Monyet);

bbb. SOP Kegiatan Seksi Pengembangan Atraksi Wisata Alam;

cce.  SOP Kegiatan Scksi Pengembangan Atraksi Wisata Alam;

ddd. SOP Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran
(Swakelola);

cee. SOP Fasilitasi Pendaftaran Produk Ekraf Untuk Mendapat
HKI;

fif.  SOP Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan
Ekonomi Kreatif;

888. SOP Pelaksanaan Kegiatan Festival;

hhh. SOP Parade 1001 Kuda Sandelwood;

iii.  SOP Pelaksanaan Kegiatan Festival Musim Dingin;

lii. SOP Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Festival Budaya
Dalam Daerah di 22 Kabupaten Kota se-NTT;

kkk. SOP Pameran Potensi Pariwisata;

. SOP Festival Pelaksanaan Kegiatan Pameran Fotografi dan
Vidgram;

mmm. SOP  Pelaksanaan Kegiatan Survey Kecenderungan

Wisatawan Secara Luring;

nnn. SOP Pelaksanaan Kegiatan Digital Literasi;

000. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengembilan Data (Tourism
Information Centre (TIO);

ppp. SOP Penanganan Pembuatan RKA TOR Bidang Pemasaran;

qqq. SOP Pelaksanaan Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT dan
Pameran Ekraf;

rrr. SOP Pelaksanaan  Kegiatan  Survey Kecenderungan
Wisatawan Secara Daring;

888. SOP Penyiapan Draft Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding);

ttt. SOP Percontohan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

uuu. SOP Analisa Kebutuhan (need asessment) Sertifikasi Profesi
Sektor Pariwisata dan Sektor Ekonomi Kreatif;

vvv. SOP Sertifikasi Profesi Sektor Pariwisata dan Sektor Ekonomi
Kreatif;

www. SOP Evaluasi Pasca Sertifikasi Sektor Pariwisata dan Sektor
Ekonomi Kreatif;
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XxX. SOP Penyiapan Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS);
YYy. SOP Penerimaan Barang/Jasa;

zzz. SOP Pemeliharaan Kantor dan Rumah Dinas;

aaaa. SOP Penanganan Laporan Gratifikasi;

bbbb. SOP Pelayanan Pada Sentra Pelayanan Terpadu;

ccec. SOP Pelayanan Perijinan dan Sewa Lokasi Pantai Lasiana
Secara Digital,

dddd. SOP Proses Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
ccee. SOP Tata Cara Penerimaan Tamu di Cottage;,
fiif.  SOP Penyediaan Akomodasi Pada Destinasi Wisata Baru;

gegg. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

hhhh.SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

ilii. SOP Pengelolaan Website Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi NTT;

lili. SOP Pemantauan Kinerja Berkala;

kkkk. SOP Penanganan Benturan Kepentingan; dan

lll.  SOP Pengelolaan Informasi Publik.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : 438/KEP/HK/2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pa 29 Desember 2022

&
UR) {UNA TENGGARA TlMURﬂ/
RTOR AUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:
Wakil Gubenur NTT di Kupang.

o/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 444 IKEPIHKI2022
TANGGAL : 29 - 12 - 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomer SOP : 01 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan ;23 Agustus 2021
Tanggal Revisi 14 November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Penanganan Sdrat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana : ——

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi

2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerarapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer;
2. ATK;
3. Buku Agenda Surat Masuk;

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat masuk.

1. Pada Buku Agenda Surat Masuk
2. Disimpan sebagai data manual
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Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan . Sekretaris / Keterangan
Pejabat Kepala Kasubag/Sub Wtisiikiisin w il
Pelaksana | Dinas Kepala | \oordinator | ' o o9 P e o
Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Pengadministrasi Umum menerima surat
masuk, memasang lembar disposisi ( - ) gukut Againuia Surat masuk
mengagendakan surat dalam buku dural mb i Smenit |danlembar
agenda surat masuk, dan meneruskan dan " Disposisi
kepada Kepala Dinas N
2 |Menelaah dan mendisposisi surat masuk
serta memberikan petunjuk kepada — Surat masuk
Sekretaris/Kabid yang dituju untuk 1] dan lembar 10 menit ngégas:i;
tindaklanjut dan dikembalikan ke Disposisi e
pengadministrasi umum.
3 |Pengadministrasi Umum mencatat
disposisi Kadis ke dalam buku kendali — Buku Agenda,
surat masuk dan meneruskan ke l_—l Surat masuk, 5 menit CS’::laBir:a:;;
Sekretaris/Para Kabid yang dituju sesuai Disposisi P
disposisi.
4 [Sekretaris/Para Kabid membaca dan
menelaah serta mendisposisikan surat ke | _-} guragnasu'k' 5 menit gura[t;nasu’k-
Kasubag / Sub Koordinator s i
5 |Kasubag/Sub Koordinator membaca dan +
menelaah surat untuk didisposisi ke staf | l Surat masuk . Surat masuk
. s i . o 5 menit ; £ a
agar dapat ditindaklanjuti sesuai arahan dan Disposisi dan Disposisi
Kepala Dinas.
6 [Pejabat pelaksana menindaklanjuti | Dokumen
sesuai disposisi. i i
po. Q"*’" Surat masuk 25 ment | TINdaKiaNjut,
dan Disposisi bukti
dokumentasi
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Nomor SOP : 102 Tahun 2021
[ Tanggal Pembuatan _|: |23 Agustus 2021
Tanggal Revisi :{14 November 2022
Tanggal Efektif : T p;\ .
Disahkan oleh Kpat ) i Kreatif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR gmh_S
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF pAR\‘N‘.SFf’_
SEKRETARIAT DINAS Ev.ON“DR' r
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM -
Judul SOP Penanganan Surat Kﬂnab_—__/-i/
Dasar Hukum : Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan 2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasl 2010-2025 3. Menguasai Komputer.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operaslonal Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap Il Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

9. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

o

Tenggara Timur
rkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2 ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.
hgatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat 1. Pada Agenda Surat Keluar.
keluar. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahapan Kegiatan Kasubag/ | Pejabat | Sekrotaris/ Koterangan
Kasie Pelaksana Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Memerintahkan pejabat pelaksana Disposisi Surat 5 menit Disposisi Surat
pengadministrasi umum untuk( Mulai ) masuk / petunjuk masuk / petunjuk
menyiapkan bahan kelengkapan surat atasan atasan
keluar dan menyerahkan kepada
kasubag/kasie
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit Bahan
keluar, menyusun konsep surat keluar dan Ya | — ': masuk / petunjuk kelengkapan
menyerahkan kepada Kasubag/kasie e atasan surat keluar dan
konsep surat
keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila ! Bahan kelengkapan |20 Menit Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan kepada L Tidak surat keluar dan keluar
Sekretaris / Kabid Apabila tidak setuju _< / konsep surat keluar
dikembalikan kepada pengadministrasi Ya
umum untuk memperbaiki.
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Konsep surat keluar |20 menit Draf surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada 4
Kepala Dinas, apabila tidak setuju Tidak P W R
dikembalikan kepada Kasubag / Kasie NS
untuk memperbaiki. 1
5. |[Membaca mengoreksi dan menelaah ¢ Draf surat keluar 10 menit Surat keluar
serta menandatangani surat keluar />
kemudian diteruskan kepada Pejabat Tdak | N
Pelaksana Pengadministrasi umum.
6. [Mengarsipkan Surat - Surat keluar, buku |10 menit Surat keluar dan
( Selesal ) agenda surat keluar, dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 03 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan_|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2021 —=—==~_
Tanggal Efekif : //l.gﬁj‘r i j‘f"c;h.‘,\\ —
Disahkan oleh 2

Judul SOP Pengajuan SuntMPegaml Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-  |2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerzh Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022
6. Peraturan Gubemur NTT Nomeor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK.
2. Komputer / Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak padal 1. Buku kontrol cuti pegawai.
pelanggaran regulasi.

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
" Suba
No. S Shgs Pejabat Pelaksana Kepegawaign dan| Kelengkapan Waktu Output PaBrangen
Umum

1 2 3 4 7 8 9 10

1. |Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang - Permohonan 30 menit |Permohonan
telah mendapat persetujuan pejabat satu @ Cuti Cuti, lembar
tingkat dan pejabat dua tingkat diatasnya, dispaosisi
melakukan verifikasi jenis dan sisa cuti
pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag.

2. |Menelazh hasil verifikasi jenis dan sisa cuti Permohonan 10 menit |Permohonan
pemohon. Apazbila sisa cuti yang Cuti, lembar Cuti, disposisi
bersangkutan telah habis, dikembalikan 4 disposisi
kepada pemohon melalui  pejabat e >
pelaksana. Apabila sisa cuti yang AR N
bersangkutan masih ada, memerintahkan
pejabat pelaksana untuk memproses surat v
usulan cuti ke BKD.

3. |Memproses surat usulan cuti ke BKD, Permohonan 1 Jam Surat usulan
mengambil Surat Izin Cuti di BKD, Cuti, disposisi cuti ASN, Surat
menggadakan untuk arsip dan .

menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada
ASN yang mengajukan permohonan Cuti.

| Selesai )

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 04 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2

Tanggal Efektif ] //f;\p.ﬂ PRox.. /)

Disahkan oleh

pefa DinasRErin

iy

Judul SOP Penangguhan Cuti

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemnur

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan QOrganisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Sarjana;

2. Menguasai Komputer;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan cuti Pegawai;
4. Memiliki kewenangan untuk memproses penangguhan cuti.

1.

|Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Absensi Pagi dan Sore

2. SOP Permohonan Cuti

1. Komputer dan Printer
2, ATK

3. Lembar absensi pegawai

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penangguhan Cuti tidak dibuat, maka Hak cuti pegawai tahun yang lalu akan hilang
dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Disimpan dalam bentuk Hard Copy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
"o L i ana Pejabat Pelaksana | Atasan Langsung Kelengkapan Waktu Output Siiingi

1 2 3 4 7 g 9 =z

1. |Menerima surat penangguhan cuti Diterimanya Surat 5 Menit |Surat Penangzuhan
pegawai dari pegawai yang Pebangguhan Cuti cuti
bersangkutan 1 Pegawai

2. |Memeriksa data cuti pada buku Surat Penangguhan 10 menit |Buku administrasi cut
administrasi cuti cuti pegawal

3. |Menyerahkan surat penangguhan Buku administrasi cuti | 30 menit |[Validasi surat
cuti kepada atasan langsung untuk — pegawai penangsuhan cut
mendapat persetujuan YA

4. |Menyiapkan surat keterangan Validasi surat 15 Menit |Konsep surat perm
penangguhan cuti pegawai é penangguhan cuti cuti pegawai

5. |Memvalidasi dan membubuhkan Konsep surat 30 Menit |Draf surat keterangan
paraf pada surat penangguhan cuti ﬁ penangguhan cuti peangguhan cuti
pegawai pegawai

6. |Menyerahkan kembali surat Draf surat keterangan | 10 menit |Penandatanganan
keterangan penangguhan cuti i‘ penangguhan cuti surat keterangan
kepada atasan langsung untuk Penangguhan cuti
ditandatangani pegawai

7. |Surat Keterangan penangguhan Cuti Surat keterangan 1jam Penyerahan surat
selesai :rv:l penangguhan cuti keterangan

penanesuhan cuti
8. |Surat Keterangan penangguhan Cuti Penyerahan surat ljam |Arsip

diserahkan

keterangan cuti

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 05 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan _|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

N2\

N }Nlpnnsgqg,jusasou 009

Judul SOP

Penanganan Nota W

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubermnur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer,

3. Buku Agenda Surat Masuk;
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas, apabila Nota Dinas Kepala Dinas terlambat
diproses maka akan berdampa pada realisasi Nota Dinas.

1, Pada agenda Surat Keluar;
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub ; Keterangan
Ankretaniy Bagian/ Sub Fapim Kadis Kelengkapan Waktu Output
Itk Koordinator Pelskemna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasubag/Sub Koordinator @a_l—_) Surat Masuk, 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
untuk menyiapkan Konsep Nota Dinas. Disposisi, Petunjuk penugasan

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Surat Masuk, 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
menyusun konsep Nota Dinas dan Disposisi, Petunjuk penugasan
menyiapkan kelengkapan bahan nota
dinas.

3. |Menyusun dan menyiapkan konsep Surat Masuk, 1 jam Konsep Nota Dinas &
Nota Dinas beserta kelengkapan bahan Ya Disposisi, Petunjuk bahan kelengkapan
nota dinas. nota dinas

4. |Menalaah, mengoreksi, memaraf dan A Konsep Nota Dinas 10 menit |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas = <V
kepada kepala bagian. X T

5. |Menalaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas 10 menit |Konsep Nota Dinas
mengajukan konsep Nota Dinas Tidak
kepada kepala Dinas. y

a

6. |Menelaah, mengoreksi dan Konsep Nota Dinas 10 menit |Nota Dinas
menandatangani Nota Dinas. Tidak

7. |Menggandakan, mendokumentasikan 5——' Nota Dinas 5menit |Nota Dinas dan bukti
dan mendistribusikan nota dinas. - dokumentasi

Selesai

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

: 06 Tahun 2021

. 23 Agustus 2021

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

: 14 November 2022 _———-_

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

o ABH PRANY

: Tﬁ‘,’ Utama Muda
~'186807131989031009

Judul SOP

Pengajuan surat usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

3.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer,

2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat Pegawai di BKD;
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

2. Komputer/Printer;

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar; 1. ATK;

3. Buku Agenda Kenaikan Pangkat

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan
maka akan berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan;

2. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh BKD paling lambat 3 bulan
sebelum periode kenaikan pangkat pegawai.

2. Disimpan sebagai

1. Pada Agenda Surat Keluar;

data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN
ke BKD dan mengarsipkan.

kenaikan pangkat
dan lampiran
berkas ASN

pangkat dan lampiran
berkas ASN

Pelaksana Mutu Baku
No. 3 Kepala Sub .
e Kepala Dinas| Sekretaris | Bagian Umum Pepleaj::::la Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD m Surat Edaran 15 Menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
tentang Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. ? Disposisi Penanganan Surat
Masuk
2 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
Kasubag untuk menyiapkan Usulan Kenaikan Disposisi dan petunjuk
Pangkat Pegawai.
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
pengelola kepegawaian menyiapkan administrasi t Disposisi dan dan petunjuk
usulan kenaikan pangkat bagi ASN pada dinas petunjuk
periwisata dan ekonomi kreatif
4 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan Ya Surat Edaran, 2 Jam |Konsep surat usulan
pangkat disertai lampiran kelengkapan/berkas Disposisi dan kenaikan pangkat dan
kenaikan pangkat ASN. petunjuk lampiran berkas ASN
5 |Memeriksa konsep surat wusulan kenaikan Konsep surat 20 Menit |Konsep surat usulan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila YW@” usulan kenaikan kenaikan pangkat dan
setuju, memaraf dan menyampaikan ke kabag. pangkat dan lampiran berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk Y lampiran berkas
diperbaiki. ASN
6 [Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Konsep surat 20 Menit |Konsep surat usulan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila Aﬁdik usulan kenaikan kena:tkan pangkat dan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada . pangkat dan lampiran berkas ASN
kepala dinas. Apabila tidak setuju, dikembalikan Y lampiran berkas
untuk diperbaiki. ASN
7 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan Konsep surat 20 Menit |Surat usulan kenajkan
pangkat dan lampiran berkas ASN. Apabila — usulan kenaikan pangkat dan lampiran
setuju, menandatangani dan diproses lebih lanjut pangkat dan berkas ASN
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak - Ya lampiran berkas
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
8 Surat usulan 1Jam |Surat usulan kenaikan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

: 07 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

- 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

: 14 November 2022 ———_

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri
Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap |l Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA,;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer.
2. ATK

3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila Surat Kenaikan Gaji Berkala Terlambat diterbitkan maka akan berdampak pada terlambatnya
PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan terbaru;

2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan paling lambat 1 bulan
: 3 = i

1. Pada Agenda Surat Keluar,
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Kasuba
o Taliap Keglatan Kadis Kepegawaglan e Sekretaris Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelaksana
& Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan kasubag untuk menginventarisir @ Pedoman 15 menit Penugasan
dan memproses PNS yang telah memenuhi Peraturan
syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala. Perundang-
undangan
2. |Menugaskan pejabat pelaksana pengelola Pedoman 30 menit Penugasan,
kepegawaian untuk menginventarisir data PNS Peraturan arahan dan
yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala [__Ll Perundang- petunjuk
dan menyusun konsep surat pemberitahuan undangan dan
kenaikan gaji berkala. penugasan
3. |Menginventarisir data PNS yang memenuhi Penugasan, 2 Jam Konsep Surat
syarat kenaikan gaji berkala kemudian arahan dan PKGB dan syarat
menyusun konsep Surat Pemberitahuan )l l petunjuk kelengkapan
Kenaikan Gaji Berkala (PKGB) dan
menyampaikan kepada kasubag. r
4. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat 10 menit | Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan Tidak = Tidak PKGB dan syarat PKGB dan syarat
administrasi lainnya dan membubuhkan paraf kelengkapan kelengkapan
Ya
5. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat 10 menit | Konsep Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan L PKGB dan syarat PKGB dan syarat
administrasi dan membubuhkan paraf kelengkapan kelengkapan
6. |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat 10 menit Surat
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan L PKGB dan syarat Pemberitahuan
administrasi dan menandatangani kelengkapan Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)
7. |Membubuhkan Cap dan mengiim Surat Surat 1 jam Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaiji berkala kepada Pemberitahuan Pemberitahuan
Kepala BKEUDA Prov. NTT dan PNS yang Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
bersangkutan serta mengarsipkan. Berkala (PKGB) Berkala (PKGB)

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 08 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 November 2022 =~

Tanggal Efektif SRS
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Judul SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

3. SOP Penanganan Surat Masuk.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. Komputer. 3. Buku Agenda Surat Keluar.
2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD., 2. ATK. 4. Stempel.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan.

pensiun pegawai.

1. Apabila Penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun Pegawai terlambat maka akan berdampak

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 8 bulan sebelum jatuh tempo

1. Buku jaga pensiun pegawal.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
No. Tahap Kegiatan Sekretaris Bagi,:m Umum P:I?:::r:a ':;::l: Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasubag untuk menginventaris dan Agenda kerja 15 Menit [Disposisi / Terkait SOP
memproses ASN pada Dinas Pariwisata dan ( Mulai ’ penugasan Penanganan
Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi syarat Surat Masuk
waktu untuk Pensiun. .
2 |Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan ’L Disposisi / 10 Menit |Disposisi /
administrasi usulan pensiun bagi ASN pada penugasan penugasan
dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 |Menyusun konsep surat usulan pensiun disertai lE-__T Disposisi / 2 Jam |Konsep surat
lampiran kelengkapan/berkas pensiun ASN dan < penugasan usulan pensiun
disampaikan kepada kasubag. dan lampiran
4 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan % Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf Ya A Tidak usulan pensiun usulan pensiun
dan menyampaikan ke kasubag umum Apabila dan lampiran dan lampiran
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. berkas ASN berkas ASN
5 [Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf Tidak usulan pensiun usulan pensiun
dan menyampaikan kepada kepala dinas. dan lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk Ya berkas ASN berkas ASN
diperbaiki. ~
6 |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan Konsep surat 20 Menit |Surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, Tidak usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut oleh dan lampiran lampiran berkas
pengelola kepegawaian. Apabila tidak setuju, berkas ASN ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. i E
7 |Memproses surat usulan pensiun ASN ke BKD Surat usulan 1Jam |Surat usulan
dan mengarsipkan. pensiun dan pensiun dan
lampiran berkas lampiran berkas
ASN ASN

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 09 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Penanganan PengajuamPeérnalanan Dinas
Dasar Hukum :

Kualifikas| pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasal Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Fungsional Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah;
3. SOP Perjalanan Dinas.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan : _
1. SOP penanganan Nota Dinas; 1. Komputer. 3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD;
2 SOP Penerbitan ST/SPPD Pejabat Eselon lll, Pejabat Eselon IV, Pejabat Pelaksana Khusus dan Pejabat 2. ATK 4, Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Bila pengajuan perjalanan dinas tidak sesuai prosedur akan berdampak pada keterlambatan penerbitan ST dan
SPPD.

1. Buku Jaga Perjalanan Dinas;

2. Disimpan sebaqai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahap K Keteranga
e Pejabat Pelaksana Koypaia Sul Sekertaris Dinas | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output e
Bagian Umum

1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10

1 |Membuat konsep Surat Tugas dan Perjalanan Disposisi, agenda | 30 menit(Konsep ST dan
Dinas kemudian menyampaikan ke kasubag. m kerja Perjalanan Dinas

2 |Memeriksa dan memaraf surat tugas dan Ya Disposisi, agenda | 5 menit |Konsep ST dan
surat perjalanan dinas yang diajukan. Apabila kerja Perjalanan Dinas
setuju memaraf dan diteruskan kepada
Kasubag apabila tidak setuju dikembalikan Tidak Y
kepada Staf.

3 |Memeriksa dan memaraf surat tugas serta Konsep ST dan 5 menit |Konsep ST dan
surat perjalanan dinas yang diajukan. Apabila Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
setuu memaraf dan diteruskan kepada i
Sekretaris Dinas, Apabila tidak setuju Tidak
dikembalikan kepada Kasubag.

4 |Menelaah, mengoreksi dan menandatangani Konsep ST dan 10 menit |Konsep ST dan
TOR perjalanan dinas yang diajukan. Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas

Tidak

5 |Memproses surat tugas dan surat perjalanan T: Konsep ST dan 5 menit |ST dan Perjalanan
dinas dan menyerahkan kepada ASN yang :ﬁ Perjalanan Dinas Dinas
ditugaskan.

6 |Melaporkan diri dan berdiskusi tentang Konsep ST dan 1 Hari |Teridentifikasinya
tantangan, masalah dan capaian dengan L Perjalanan Dinas tantangan,masalah
pejabat dinas pariwisata  kabupaten, dan capaian.
kemuadian bertemu Kepala Desa, Pokdarwis
serta stakeholder lainnya untuk berdiskusi
tentang pariwisata estate.

7 |Meninjau Destinasi Wisata dan mengamati \ Agenda 2 Hari |Diperoleh informasi
secara serius aspek Aksebility, Atraksi, lengkap tentang
Akomodasi, Amenity dan Awareness. aspek 5A pada desa

8 |JASN yang ditugaskan setelah kembali Agenda 1 jam |Laporan hasil
membuat laporan perjalanan terkait perjalanan perjalanan dinas.
semua yang di dapat di lokasi dan @
menyampaikan kepada atasan langsung. —

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 10 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif AN BA

Disahkan oleh )(é;ialéroiﬁ'é‘fpéﬁlﬁli\_
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Judul SOP Penanganan Absensi Pagl

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

1. Pendidikan minimal SLTA;
Menguasai Tata Naskah Dinas;

Menguasai Komputer;
Menguasai sistematika penanganan absensi.

TN

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Absensi Sore 1. Finger Print; 3. Form absensi dan lembar rekapan,;
2. ATK 4. Komputer/laptop.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila absensi pagi ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelanggaran
regulasi.

1. Lembar rekapan;

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
" Tah iata j Keterangan
o wp gt ASN Fojabat Wasubag Urmm Kelengkapan Waktu Output 9
Pelaksana Kepeg
1 2 3 4 7 8 9 10
1 |Setiap ASN membubuhkan sidik jari pada Mesin Finger Rekaman sidik jari
mesin finger print dan membubuhkan ( Mulai ) Printdan form _ [dan tanda tangan
tanda tangan juga pada absensi manual absensi manual | S Menit |pada absensi
yang telah disediakan manual
2 |Membuat rekapan absensi Data absensi Tersedianya
laporan kehadiran
45 Menit |Para pegawai
setiap bulannya
3 |Mengcek dan menandatangani rekapan Data rekapan Rekapan absensi
absensi absensi _ |yang telah
15 Menit |ditandatangani
Pengarsipan hasil rekapan absensi * Rekapan Arsip rekapan
4 @ absensi 10 Menit |a@bsensi bulanan

Catatan :

Setiap ASN datang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan

Jam kerja ASN:
Senin-Kamis:
07:30 - 16:00
Jumat:

07:30- 16:30

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 11 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif .

Disahkan oleh

Judul SOP Penanganan Absens-Saore—=""

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.
3.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubermnur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubermnur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Peraturan Gubermnur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Menguasai Tata Naskah Dinas;

‘3. Menguasai Komputer,;

4. Menguasai sistematika penanganan absensi.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Absensi Pagi 1. Finger Print; 3. Form absensi dan lembar rekapan;,
2. ATK 4, Komputer/laptop.

Peringatan .

Pencatatan dan pendataan :

Apabila absensi sore ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada pelanggaran regulasi.

1. Lembar rekapan;

2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahap Kegiatan Pejabat |Kasubag Umum Keterangan
n a utput
ASH Pelaksana & Kepeg Eanonaps Srana SHEp
1 2 3 4 7 8 9 10
Setiap ASN membubuhkan sidik jari pada o Rekaman sidik
mesin finger print dan membubuhkan @ Mgsm Finger _ |iari dan tanda
1. |tanda tangan juga pada absensi manual Printdan form S Menit tangan pada
yang telah disediakan absensi manual absensi manual
I_G__| Tersedianya
. : .. |laporan kehadiran
2. |Membuat rekapan absensi Data absensi 45 Menit para pegawai
setiap bulannya
) Rekapan absensi
Mengecek dan menandatangani rekapan Data rekapan P
3. . : 15 Menit |yang telah
absensi absensi ) .
ditandatangani
[
" : 2 : i . |Arsip rekapan
; Sel
4. |Pengarsipan hasil rekapan absensi Rekapan absensi| 10 Menit dbhsaral halanan

Catatan :

Setiap ASN pulang sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan

Jam kerja ASN:
Senin-Kamis:
07:30 - 16:00
Jumat:

07:30- 16:30

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 12 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revis| . 14 November 2022

Tanggal Efektif P = 1

Disahkan oleh
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Judul SOP

Penyelenggaraan Rapat—

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Peminjaman Barang 1. Ruangan rapat; 3. LDC Proyektor;
2. Sound system; 4. Daftar hadir peserta;
5 Notulen rapat.

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :

Rapat merupakan ruang untuk penyampaian, penyatuan pendapat serta pengambilan keputusan
mengenai sesuatu hal. Apabila rapat tidak diadakan maka akan berdampak pada pengambilan
keputusan yang tidak lancar.

1. Buku atau lembar notulen rapat.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiata Kasubag i Keterangan
PR Kepegawian dan| Sekretaris P:;’:::;a Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Penyusunan jadwal rapat 1 Mempersiapkan jadwal 30 Menit |Jadwal rapat
@ rapat sesuai dengan
kebutuhan devisi
2. |Mengundang setiap peserta rapat :E Surat Undangan Rapat | 20 Menit |Tanda terima surat
atau lisan
3. |Pengkordinasian untuk mempersiapkan Ruangan rapat, sound 30 Menit |Perlengkapan rapat
ruangan rapat, sound system, LCD system, LCD proyektor, siap digunakan
Proyektor, daftar hadir, konsumsi, notulen daftar hadir, notulen
rapat serta ATK peserta rapat dan ATK
4. |Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat Kesiapan peserta rapat 5 Menit |Rapat siap dimulai
dan kehadiran peserta rapat
5. |Pelaksanaan rapat. Semua pembahasan ! Notulen Rapat 2Jam |Hasil notulen rapat
dalam rapat akan dicatat oleh notulen
rapat yang bertugas
6. |Membersihkan ruangan rapat dan Peralatan untuk 30 Menit |Ruang rapat yang
menatanya sesuai kondisi semula membersihkan ruang bersih
rapat
7. |Mengetik notulen rapat dan menyusunnya Konsep notulen rapat 45 Menit |Konsep laporan
dalam bentuk konsep laporan hasil hasil pelaksanaan
pelaksanaan rapat rapat
8. |Validasi konsep laporan hasil ' ' Konsep laporan hasil 15 Menit |Laporan hasil rapat
pelaksanaan rapat Hﬁ ,J-—1 pelaksanaan rapat yang valid
9. |Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan Laporan hasil rapat 10 menit |Arsip laporan hasil
rapat yang valid rapat

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP + 13 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 November 2022 ——=_

Tanggal Efektif AWAH PN /) o
Disahkan oleh I inas Par i Kreatif

pEmbina Utama Muda
\\JENIR 198807131989031009

Judul SOP Permohonan lzin

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma lIl;

2. Menguasai Komputer;

3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan pemberian ijin,
4. Memiliki kewenangan untuk proses pemberian ijin.

Peralatan/periengkapan :

Keterkaitan :
1. SOP Permohonan Ujian Dinas; 1. Komputer dan Printer 3 Lembar absensi pegawai
2. SOP Permohonan ljin Belajar. 2. ATK

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP permohonan ijin tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan dianggap tidak
memenuhi aturan administrasi kepegawaian dan dapat dikenakan sanksi administratif.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No Tahap Kegiatan Pemohon Atasan Langsung P:faj:::rt\a Kelengkapan Waktu Output Kerarangsn
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. |Mengajukan permohonan ijin ke atasan i) Surat Permohonan |15 Menit  |Diterimanya
langsung surat
permohonan
2. |Atasan mengoreksl format dan isi surat. Surat Permohonan |15 menit Revisi surat
Setelahnya memberikan persetujuan atau TIDAK permohonan
tidaknya YA
3. |Apabila disetujul, maka surat izin akan diproses Buku administrasl cuti{15 menit  |Tercatatnya
dan dicatat dalam daftar hadir pegawai d: pegawai permohonan ijin
pegawai
4. |Membuat laporan scan dan upload absensi rJ/ Surat permohonan 10 Menit  |Tersedianya
harian kehadiran pegawai Lj laporan absensi
harian
5. |Menandatangani laporan absensi harian Surat keterangan cuti |10 Menit Ditandatanganin
kehadiran pegawai ya laporan
absensi harian
6. |Menerima laporan absensi harian kehadiran Surat keterangan 5 Menit Ditermanya
pegawai yang telah ditandatangani laporan absensi
harian

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP - |14 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: |23 agustus 2021
Tanggal Revisi : |14 November 2022
Tangoal Efektif __|: //“‘::\
Disahkan oleh Kep a3 Dinas- 2
Provinsi Nusa.
:' ‘-\?{‘--‘-J-_‘-_
il PARD
il +{
., 'DR.Drs

Pemtfina Utama Muda
N:P—wadopﬂsasoawos

Judul SOP Permohonan Izin Bela}ar...

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan cdan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemenntahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Dzerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomer 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Panwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan : ;
SOP Permohonan Ujian Dinas; 1. Komputer dan Printer 3 Komputer dan Printer
2. ATK
Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP permohonan Izin Belajar tidak dilaksanakan, maka [zin Belajar pegawai yang

bersangkutan akan terhambat.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kasubag Pejabat Keterangan
Pemohon Kepegawaian | Sekretaris |Kepala Dinas Nelaksama Kelengkapan Waktu Output
dan umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Mengajukan surat dan berkas izin belajar m Pemberian surat 15 Menit |Diterima surat izin
_)q dan berkas belajar

2 |Menerima surat permohonan dan berkas Menerima berkas | 15 Menit |Surat Permohonan

Izin Belajar Surat Permohonan
| |

3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan lzin Surat Permohonan | 30 Menit |Kelengkapan Syarat
Belajar

4 |Membuat Surat Pengantar Permohonan i Kelengkapan syarat| 15 Menit |Konsep surat
Izin Belajar pengantar

5 |Meneliti dan membubuhkan paraf pada > Konsep surat 15 Menit |Draft surat
surat pengantar Pengantar Pengantar

6 |Menandatangani surat pengantar Draf Surat 15 Menit |Penandatanganan

Pengantar surat pengantar

7 |Mengirim surat dan berkas izin Belajar ke Surat Pengantar 30 Menit |Terkirimnya surat

BKD dan Berkas dan berkas
persyaratan persyaratan

8 |Menerima surat persetujuan atau TIDAK Surat dari BKD 1-30 Hari |Proses surat dari

tidaknya untuk izin belajar \> BKD
YA

9 |Menyerahkan Surat Izin Belajar kepada Surat ljin Belajar 15 Menit |Penyerahan Surat

PNS yang bersangkutan m ljin Belajar

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 15 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan _|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi - 15 November 282?'\

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penyesuaian ljazah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Qrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Ill
2. Menguasai Komputer

3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tantang peraturan penyesuaian ijazah
5. Memiliki kewenangan untuk memproses penyesuaian ijazah pegawai

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Permohonan ljin Belajar;
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai.

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Komputer dan Printer

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP permohonan penyesuaian ijazah tidak dilaksanakan, maka penyesuaian ijazah
pegawai yang bersangkutan akan terhambat dan berpengaruh pada golongan ruang.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

5 Pelaksana Mutu Baku
d Kasubag |
No Tahap Kegiatan Pejabat Kepala PNS
hoes : Kepegawaian | Sekretaris yang Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pelaksana Dinas bersangkutan
dan umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 |Menerima surat terkait penyesuaian ijazah ( Mulai ) Menerima surat 30 Menit |Disposisi
penyesuaian ljazah
2 |Menyampaikan kepada para pegawai yang . Disposisi 10 Menit |Daftar pegawai yang
akan melakukan penyesuaian ljazah akan melakukan
penyesuaian ljazah
—
3 |Melzkukan penyampaian berkas kepada Berkas Kelengkapan 10 Menit |Tanda Terima berkas
Kasubag kepegawaian dan Umum
4 |Memeriksa kelengkapan persyaratan SK Pertama & terakhir, 10 Menit |Kelengkapan syarat
penyesuaian ijazzh ljasah, dll
5 |Membuat surat pengantar permohonan ' Kelengkapan syarat 15 Menit |Konsep surat
penyesuzian ijazah pengantar
6 |Meneliti dan membubuhkan paraf b é 't Konsep surat pengantar Draft surat pengantar
7 |Menzandatangani surat pengantar ' Draft surat pengantar lhari |Penandatanganan
surat pengantar
8 |Mengirim surat dan berkas penyesuaian ijazah i Surat pengantar dan lhari |Pengiriman suratdan
ke BKD berkas persyaratan |berkas persyaratan
9 |Menerima SK penyesuaian ijazah Pengiriman surat dan 2jam  |SK Penyesuaian ljasah
berkas persyaratan
10 |Menyerahkan SK penyesuaian ijazah kepada ) * SK Penyesualian ljasah 10 menit |Penyerahan SK
PNS yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 16 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]. 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Permohonan Ujffan-Rinas”

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Il

2. Menguasai Komputer;

3. Memiliki Pemahaman tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Ujian Dinas Pegawai;
5. Memiliki Kewenangan untuk memproses Ujian Dinas Pegawai.

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pemmohonan ljin Belajar; 1. Komputer dan Printer 3. Komputer dan Printer
2. SOP Penyesuaian ljasah. 2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP permohonan Ujian Dinas tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan Ujian Dinas
pegawai yang bersangkutan akan terhambat.

Permohonan ujian dinas digunakan sebagai dasar Penyesuaian ljasah serta analisis

jabatan berdasarkan kepangkatan pegawai

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
he Taliap Kestatan Pejabat thpawelyang | Kssubag Sekretaris | Kelengkapan Waktu Output RerETEngA
Pelaksana | Bersangkutan | Kepegum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima surat Pemberitahuan Diterimanya surat| 1jam Surat
Ujian Dinas pemberitahuan Pemberitahuan
2. |Memberitahukan Jadwal dan syarat — N Surat 1 hari Jadwal dan syarat
Ujian Dinas kepada Pegawai yang Pemberitahuan ujian dinas
bersangkutan
3. |Menerima persyaratan ujian dinas Surat dan berkas 1hari |Kelengkapan berkas
dari pegawai
4. |Merekap daftar pegawai yang 3\ Kelengkapan 1jam Rekap daftar
mengikuti ujian dinas EI: berkas pegawai
5. |Membuat surat pengantar Menyusun Surat 1jam Konsep surat
Pengantar pengantar
6. |Meneliti dan membubuhkan paraf % Konsep surat Draf Surat
pengantar pengantar
7. |Menandatangani surat pengantar \ Draf Surat 1jam Penandatanganan
:ltl Pengantar surat pengantar
8. |Mengirim surat dan berkas ke BKD . Surat Pengantar 1 hari Pengiriman surat
Propinsi é dan Berkas pengantar dan
persyaratan berkas persyaratan
9. |Menerima surat Pemberitahuan Menerima surat | 1-30 hari | Mendistribusikan
Kelulusan dari BKD é pemberitahuan surat pada Pegawai
TIDAK N yang bersangkutan
YA
10. [Menerima Undangan mengikuti é Surat Undangan | 15 Menit | Pelaksanaan ujian
Ujian Dinas i dinas

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 17 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif - .

Disahkan oleh

in’i‘:Utama Muda
7131989031009

ppﬁs

S‘qj;n a6 A

Judul SOP Permohonan Baranghiass™

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan Barang milik daerah;

4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian barang/jasa pemerintah.

Keterkaitan :

Peralatan!per‘lengkapan .

1. SOP Permohonan Barang/Jasa
2. SOP Penerimaan Barang Jasa

1. Komputer dan Printer 3. Buku Administrasi Barang

2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan menyebabkan kurang lengkapnya
barang/jasa operasional

Data disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Keterangan
Bendshara Kasubeg Sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
Barang Umpeg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menginventarissasi barang Buku inventaris barang 1 jam Terinventarisimya
( Mulai ) barang
2. |Membuzt rekapitulasi barang Buku rekapitulasi 1jam  |Tersedianya
barang rekapitulalsi barang
3. |Membust dafiar kebutuhan Barang Daftar barang 1jam  |Tersedianya daftar
E‘ '—l kebutuhan barang
4. |Menyerahkan daftar kebutuhan barang untuk Daftar barang 1 jam Diserahkannya daftar
persetujuan |"J L'| kebutuhan barang
5. |Menyetujui dan menandatangani daftar Daftar barang 30 Menit |Ditandatanganinya
kebutuhan barang : daftar kebutuhan
barang
6. |Menerima daftar kebutuhan barang yang Daftar barang yg 15 Menit  |Diterimanya daftar
telah disetujui telah disetujui kebutuhan barang
7. |Memasukkan rencana kebutuhan barang Daftar barang, RKA 1jam  |Tercatatnya rencana
Y i z kebutuh:
dalam penyusunan RKA selanjutnya @ d:la :Rﬂsamng

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 18 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif /,/,/,\ TN

Disahkan oleh i Hiwi eatif
Judul SOP Pengeluaran Barangl/Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Sarjana;
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;
4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penerimaan Barang 1. Komputer dan Printer 3. Buku Administrasi Barang
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengeluaran Barang tidak dilaksanakan, maka Admnistrasi Pengelolaan
Barang pemerintah akan terhambat.

Pengeluaran Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman pengadministrasian barang dan

menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan barang/jasa selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Pengguna | Kasubag Bendahara | Penyimpan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Barang Kepegum Barang barang
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Mengajukan permintaan barang Surat permohonan | 15 Menit | Diajukannya
( Mulai ) permintaan barang permchonan tertulis
2. |Menerima surat permintaan | Surat permohonan | 10 Menit |Diterimanya surat
| | permintaan barang permchonan
permintaan barang
3. |Membuat berita acara pengeluaran Berita acara 1jam |Dibuatnya berita
barang acara
4. |Menandatangani berita acara Berita acara 15 Menit | Ditandatanganinya
pengeluaran barang berita acara
5. |Mencatat/meregistrasi barang Buku inventaris 15 Menit | Tercatatnya
keluar barang pengeluaran barang
6. |Mengeluarkan barang Mengeluarkan 15 Menit [Dikeluarkannya
barang yang barang
diminta
7. |Penyampaian Barang kepada Menyampaikan 1 jam |Diterimanya barang
Pengguna Barang m barang kepada yang diminta
pengguna

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 19 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022 ——_

[ Tanggal Efektif //_,gw P‘{b?\f\

Disahkan oleh nas P dan Eko

13 pida Ytama Muda
Mffj/s%wwssomos

Judul SOP Peminjamam Barang/Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Perzturan Daerzh Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemenintah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomeor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Sariana;
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelclaan Barang Milik Pemerintah;
4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengeluaran Barang

1. Komputer dan Printer 3. Buku Administrasi Barang

2. ATK

Peringatan -

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Peminjaman Barang tidak dilaksanakan, maka Admnistrasi Pengelolaan
Barang pemerintah akan terhambat.

Peminjaman Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman pengadministrasian barang dan
menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan barang/jasa selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Na. Tahapan Keglatan Keterangan
hap ’ Peminjem Kasubag Sekretaris EROGARATY Kelengkapan Waktu Output ’
Barang Umpeg Barang
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Mengajukan permohonan pinjam barang Surat permohoan 10 menit | Diajukannya surat
Ffm permohonan pinjam
barang
—y—
2. |Menerima surat permohonan pinjam Surat permohoan 10 menit |Diterimanya surat
barang | | permohonan pinjam
barang
3. |Mempertimbangkan dan meneruskan Surat permohoan 15 menit |Diteruskannya surat
surat permohonan pinjam barang | L permohonan pinjam
Ya barang
4. |Menyetujui surat permohonan pinjam j Surat permohoan 15 Menit  |Disetujuinya
baran permohonan pinjam
g Tidak > barang
5. |Membuat Berita Acara Peminjaman Berita acara 30 Menit  |Tersedianya berita
Barang El: acara pinjam barang
6. |Menandatangani Berita Acara . Berita acara 10 menit Ditgndatanganinya
Peminjaman Barang [ s ] ;:rr:?n;c;; b
7. |Mencatat identitas peminjam barang Buku daftar 10 menit |Tercatatnya
dalam buku daftar peminjam | | peminjaman barang identitas peminjam
8. |Menyerahkan barang Identitas 15 menit |Penyerahan barang
peminjamam

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

: 20 Tahun 2021

: 23 Agustus 2021

| Tanggal Pembuatar]
| Tanggal Revisi

: 14 November 2022

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana !

1.
2.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tenfang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB homor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 {entang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubefmur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Ill
2. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penerimaan Barang 1. Komputer dan Printer 3. Buku Administrasi Barang
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan menyebabkan penghapusan barang/jasa tidak
berjalan dengan baik

Data disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kasubag Panitian Keterangan
Umum dan Penghapusan Sekretaris Kadis Gubernur Kelengkapan Waktu Qutput
Kepeg Barang/Jasa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Membuat usulan terkait penghapusan Usulan penghapusan 30 Menit  (Usulap
barang/jasa yang dimaksudkan m barang/jasa penghapusan :

barang/jasa

2. |Panitia penghapusan barang/jasa o Data kerusa.k."m dap 60 Menit  |Data kerusakan
meneliti barang/jasa yang rusak serta berkas administrasi
kelengkapan administrasinya

3. |Hasil penelitian dibuat dalam bentuk Lagoran penelitian/ 60 Menit Lapor‘a.n '
laporan atau berita acara berita acara :::zmanfbema

I .

4. |Pengelola barang/jasa membuat r—'—" Surat pefmohonan 30 Menit  [Surat
permohonan persetujuan rencana persetujuan permoh_onan
penghapusan barang/jasa persefujuan

|

5. |Permohonan diserahkan kepada | A Surat pefmohonan 30 Menit  [Surat

Sekretaris untuk disetujui persetujuan permohonan
persetujuan
1

6. |Permohonan dilanjutkan kepada kepala Y Surat pgrrnohonan 30 Menit Surat pe_zrtetujuan

dinas untuk disetujui persetujuan disetujui
1

7. |Permohonan dilanjutkan kepada l_._._._1 Surat petmohonan 45 Menit  |Surat .
Gubemur sehingga dapat disetujui persetujuan persefujuan
dengan dikeluarkannya persetujuan penghapusan
penghapusan I

8. (Penghapusan barang/jasa dari daftar Surat persetujuan 15Menit  |Data daftar
inventaris penghapusan inventaris yang

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomar SOP . 21 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan|: 23 agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022 _—=—..
Tanggal Efektif : %\1 AH ij:\ P

Disahkan oleh

pifid Utama Muda
$367131989031009

. H'
Judul SOP Pengadaan BamnMan Nilai 0-10 Juta

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang
Penggelolaan Barang Milik Negara /Daerah
3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timuf Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 fentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubermur NTT
Nomer 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

1. Pendidikan minimal SLTA;
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai 0-10
3. Memiliki Kewenangan dalam Pengadministrasian Barang/Jasa dengan Nilai 0-10 Juta.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

Internal 1. Komputer/Laptop 3. ATK dan lain-lain
2. Buku Administrasi Barang

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 0-10 Juta ini tidak dilaksanakan dengan baik maka
akan menghambat pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan terjadi kekurangan fasilitas/jasa yang

Buku Inventarisasi Barang

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
o Tahap Keglatan Penisiols Kepala Sub Kepala Sub Keterangan
9 Baglan Umum Bagian Kelengkapan Waktu Output
Barang/Jasa
dan Kepegawalan| Keuangan

1 2 ) 4 5 6 7 8 9

1 |Mengadakan pengajuan pengadaan Konsep nota 15 Menit |Nota
barang/jasa dengan nilai 0-10 juta Mulai permohonan permchonan
dalam bentuk nota permohonan

2 |Mendisposisikan pengajuan v Disposisi/penuga| 10 Menit |Disposisi/penuga
pengadaan barang/jasa dengan nilai san san
0-10 juta

3 |Meninjau kebutuhan barang/jasa lalu ,L Disposisi / 5 Menit |Dana
mengeluarkan dana sejumlah penugasan
kebutuhan

4 |Menerima dana dan  mulai Dana 20 Menit |Barang/jasa yang
melakukan pengadaan barang/jasa dibutuhkan dan
dengan nilai 0-10 juta nota belanja
(membelanjakan dana sesuai
pengajuan)

5 |Menyerahkan nota belanja ¥ Nota belanja 20 Menit |Disposisi/penuga

Selesai san

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP - 22 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan: 23 agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pengadaan BarnngIJasaengan Nilai 10-50 Juta

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang
Penggelolaan Barang Milik Negara /Daerah

3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa
dengan Nilai 10-50 Juta

3. Memiliki Kewenangan dalam Pengadministrasian Barang/Jasa dengan Nilai 10-50 Juta

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :
Internal 1. Komputer/Laptop 3. ATK dan lain-lain
: 2. Buku Administrasi Barang
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 10-50 Juta ini tidak dilaksanakan dengan baik maka
akan menghambat pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan terjadi kekurangan fasilitas/jasa yang
dapat menurunkan kinerja pegawai

Buku Inventarisasi Barang
Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
: Kepala Sub Bagian Keteranaan
P Tahap Kegiatan Faogaiol Umum dan Kopala Sub Kelengkapan Waktu Output 0
Barang/Jasa K < Bagian Keuangan
epegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Mengadakan pengajuan Konsep surat Surat
pengadaan barang/jasa dengan Mulai pengajuan pengajuan
nilai 10-50 juta
2 |Mendisposisikan pengajuan & Disposisi / KAK, RAB
pengadaan barang/jasa dengan penugasan
nilai 10-50 juta, menyiapkan
KAK dan RAB
3 |Meninjau kebutuhan barang/jasa KAK, RAB Dana
melalui KAK dan RAB lalu -
mengeluarkan dana sejumlah |
kebutuhan
4 |Menerima dana dan mulai [ Dana Barang/jasa
melakukan pengadaan l yang
barang/jasa dengan nilai 10-50 dibutuhkan,
juta (membelanjakan dana : nota belanja
sesuai pengajuan) l dan kuitansi
5 [Menyerahkan nota belanja dan ' Nota belanja dan Nota belanja
kuitansi - kuitansi dan kuitansi
Selesai

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 23 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022 =
Tanggal Efektif e/ / P
Disahkan oleh Kepala Dinas-Parmw i Kreatjf
/b Provinsi Nus
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR !-';T Fi e
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF "o e
SEKRETARIAT DINAS ".‘ % DR Drs 7 ;
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM .:\ o~ Pe naUﬁ!ﬁ'a Muda
N - Fos807134989031009
Judul SOP Pengadaan Barang/Jasa DenganNildi 50-200 Juta
S ——

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentapng Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang
3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025
. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Refofmasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022
. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubermnur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

10.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai 50-200 Juta
dengan Nilai 50-200 Juta

3. Memiliki Kewenangan dalam Pengadministrasian Barang/Jasa dengan Nilai 50-200 Juta

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

Internal 1. Kompuler/Laplop 3. ATK dan lain-lain
2. Buku Administrasi Barang

Peringatan : Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Pengadaan Barang/Jasa Dengan Nilai 50-200 Juta ini tidak dilaksanakan dengan
baik maka akan menghambat pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan terjadi kekurangan
fasilitas/jasa yang dapat menurunkan kinerja pegawal

Buku Inventarisasi Barang
Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Pengelola Umum dan Kopaia Sub Kelengkapan Waktu Output
Barang/Jasa Kepegawalan Baglan Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Mengajakan pengajuan pengadaan = Konsep surat Surat
barang/jasa dengan nilai 50-200 Mulai pengajuan pengajuan
juta

2 |Meninjau pengadaan barang/jasa ’L Disposisi / Disposisi /
dengan nilai 50-200 juta dan penugasan penugasan
menyerahkan SPK.

3 |Meninjau SPK kebutuhan & Disposisi / Dana
barang/jasa lalu mengeluarkan penugasan
dana sejumlah kebutuhan

4 |Menerima dana dan mulai Dana Barang/jasa
melakukan pengadaan barang/jasa Vv yang
dengan nilai 50-200 juta dibutuhkan,
(membelanjakan dana sesuai nota belanja
pengajuan) dan kuitansi

5 |Menyerahkan nota belanja dan Nota belanja dan Disposisi /
kuitansi kuitansi penugasan

Y

Selesai

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP . 24 Tahun 2021
Tanggal Pembuatanl: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efekdif S aH P b.:\
Disahkan oleh Kﬁpala‘ﬁma‘s Panvsaty patif
f ,‘Lf —
il | [——
i J l =,
NN \DR.D
\~:4 ,ss@;’
o Pengadaan BannMn Nilal di Atas 200 Juta (Tender)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang

3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

9. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi

Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10.

1. Pendidikan Sarjana;

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;
3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah,;
4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1, Permohonan Barang;

1. Komputer/Laptop
2. Buku Administrasi Baranggasa.

3. Buku Regulasi;

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengadaan Barang/Jasa di Atas 200 Juta (Tender) tidak dilaksanakan
dengan baik maka proses pengadaan barangfjasa akan terhambat.

Buku Inventansasi Barang
Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahap Keglatan Keterangan
Pengelola Barang | Kepala Dinas PPK Pokja/PBJ Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. |Membuat Kerangka Acuan Kerja Disposisi / KAK
(KAK) l Muist ] penugasan
2. |Mengajukan KAK kepada KAK KAK
Pengguna Anggaran (PA) dalam
hal ini Kepala Dinas
3. |Menetapkan Pejabat Pembuat Disposisi / PPK
Komitmen (PPK) ¥ penugasan
3. |PPK menyiapkan spesifikasi KAK, Surat Disposisi /
teknis (KAK) dan menyurati LPSE Permohonan penugasan
selaku koordinator wilayah untuk  § Tender
pokja melakukan tender. >
Pihak yang memenangkan tender ¢
mulai melaksanakan pekerjaan
berdasarkan kontrak
6. |[Serah terima hasil pekerjaan dari { Dokumen berita Barang/jasa
pemenang tender kepada PPK acara yang
dibutuhkan
7. |Menyerahkan hasil pekerjaan { Dokumen berita Barang/jasa
kepada pengguna . acara yang
s dibutuhkan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP 25 Tahun 2021
[ Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 202
Tanggal Efektif : A "!ro',,\\\\ ~ Z
Disahkan oleh //K }l:}l;);: A2 fan Ekgadfi Krpatif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR [; (_, ol o]
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Y ot AR
SEKRETARIAT DINAS . '~~DR. Drs. Z :
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM N B Brartama Muda
<./ ©' P, 426807131989031009
Judul SOP Pendistribusian Barang
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Minimal pendidikan SLTA
2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 2. Menguasai Penggunaan Microsoft Office
3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022
6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT
7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. [SCF Pendiinam Eawng 1. Komputer/Laptop 3. ATKdanlainian
2. SOP Pengeluaran Barang 2. Aplikasi Microsoft Office
Peringatan : |Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan penditribusian barang tidak berjalan Buku inventarisasi barang
dengan baik

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahap Kegiatan ) Keterangan
Kasunag Houma Pajabat Kabid Kelengkapan Waktu Output
Kepeg Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Penerimaan barang inventaris . .
Mulai Barang ' 15 Menit B.ara'ng inventaris
Inventaris diterima
2. |Pemeriksaan kondisi serta pendataan
jumlah barang inventaris yang ada Ya
(Apabila kondisi barang baik dan :33““19 « dan Data Penerimaan
sesuai dokumen kontrak maka dapat d"":n ans da N gl
diterima namun apabila kondisi k° ;‘m:" 60 Menit arantg I'"":e" das
barang rusak/cacat maka dapat Tidak N orva z;:gme:
dilakukan penolakan barang inventaris genenmaan
tersebut ) arang
3. |Melakukan pendataan y —
inventaris serta penomoran barang . 9 45 Menit |Barang inventaris
inventaris
4. |Penditribusian barang dan para Barang
pen_erima barang waji'b menandatangi ¢ inventaris dan Data
berita acara serah terima berita acara 15 Menit |pendistribusian
serah terima barang
barang
5. |Pengarsipkan berita acara yang telah
i [ ita acara
ditandatangani Badisacais S:rr; :: i
m :erah terima 15 Menit e
e ditandatangani

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 26 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021

Tanggal Revis : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

’. i\llP. 190!071 31989031009

Judul SOP Polaksanaan Koberslhan Kantur

Dasar Hukum ;

Kualifikas| pelaksana ;

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerarapan Standar Operaslonal Prosedur Administras|

4, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daorah Provinsl NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformas| Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsl NTT

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknls Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasl Pemerintahan d
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Poraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Ketudukan, Susunan

Organisasl, Tugas dan Fungsl serta Tata Kerja Dinas Parliwisata dan ekonom|
Kroalif Provinel Nusa Tenggara Timur,

Pendidikan Minimal SLTA

Ketorkaltan ¢

Paralatan/parlangkapan !

Paralatan/porlengkapan keberalhan

Peringatan ;

Panocatatan dan pendataan !

Apabila BOP Ini tidak dilaksanakan, maka aken menyebabkan tidak terpeliharanya rumah dan
kantor dinas

Buku kontrol kebaraihan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
" Keterangan
No Tahap Kegiatan Kasubag Umum & Petugas Kelengkapan Waktu Output
Kepeg Kebersihan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Memerintahkan petugas kebersihan untuk . : ;
melakukan pembersihan, ( Mulai ) !\Iot"a D’“?‘S' . . Dnfstahuinys
Perjanjian Kinerja, . lingkungan kantor
: 5 Menit
Denah Lokasi yang periu
Kebersihan dibersihkan
2. |Melakukan pengecekan lingkungan Petugas
kantor yang perlu dibersihkan dan Denah Lokasi , . kebersihan
melaporkannya Kerja StRphan mendapatkan
informasi
3. |Petugas kebersihan melaksanakan A 4 .
tugasnya Alat kebersihan | 30Menit | _Bersihnya
4, lingkungan kantor
4. |Melaporkan hasil kerja Dokumentasi ; Terlapornya hasil
. 5 Menit :
Kegiatan kerja
5. |Melakukan pengecekan dan evaluasi Pengecekan
kembali lingkungan yang telah m Laporan Petugas 10 Menit Exnitiriaankanlios
dibersihkan Kebersihan ° se%esai |

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 27 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi . 14 November 2022——==_
Tanggal Efektif A‘(N‘ i “?O;_\\\ —
Disahkan oleh

N i 7-Penftina {tama Muda

‘\\NIP.J 6807131989031009

Judul SOP Penunjukan Langsung

Disar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemenntahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata
dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Minimal Diploma llI

2. Menguasai Penggunaan Microsoft Office
3 Memiliki sertifikat Pengadaan barang

4. Memiliki sertifikat keahlian

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop 3. ATK dan lain-lain

2. Aplikasi Microsoft Office

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan kekurangan
kebutuhan atau kekurangan fasilitas penunjang kinerja para staf

Buku Inventarisasi Barang

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiat K
S S Pejabat Pelaksana Kabid Kadis Kelengkapan Waktu Output eterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. i Barang 15 Menit |Barang
1 P_encatatan kebgtuhan operasinal tiap _)( Mulai ) Pengadaan pengadaan
bidang dan seksi diterima
Barang 60 Menit |Data Penerimaan
Pengadaan dan barang
d an
Pejabat yang berwenang memeriksa :g;r:: n tp eﬁggiéﬂ:ﬂz 9
2. |dan menyutujui rancangan kebutuhan S
operasional tiap Bidang dan Seksi Tidak N Earang
Ya
Barang 45 Menit |Barang
3 Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan pengadaan
* |pengadaan langsung sesuai SDP diterima
¢ Barang 15 Menit |Barang
Pembelian dan pembayaran langsung Pengadaan dan pengadaan
4. |kepada penyedia untuk pengadaan berita acara
barang dan jasa (Tender) ::rah terima
rang
: ; J Berita acara 15 Menit |Berita acara
Permintaan penawaran yang disertai serah terima serah terima
dengan klarifikasi serta negoisasi barang barang yang telah
5. [teknis dan harga penyedia untuk (" selesal ) ditandatangani
pengadaan melalui penunjukan
langsung mengunakan SPK

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

07131989031009

Nomor SOP : 28 Tahun 2021

Tanggal Pembuatar]: 23 Agustus 2021 __——.

Tanggal Revisi __|: 14 November 282Z<AH Pp X

Tanggal Efektif ] S N7\

Disahkan oleh n inas-Par eatif

Judul SOP Pengurusan Kartu Istri/Suami

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS)

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Refarmasi Birokrasi 2010-2025

. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dan Printer 3. Berkas Pegawai
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan hak-hak ASN tidak terpenuhi dengan
baik

Buku Kepegawaian dan pengarsipan

Dipindai dengan CamSca

nner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No Tahap Kegiat Administrasi Pejabat R~ Bendahara Keterangan
. S s Hebs Umum & Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Pelaksana Kepeg Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Pendataan ASN yang telah Daftarnama Daftar nama
menikah Mulai ) 30 Menit | pegawai yang
o ) i telah menikah
2. |Pengumpulan berkas oleh ASN Akte nikah atau
yang bersangkutan v Buku nikah, SK
ASN, Pas foto, 15 Menit | Berkas pegawai
dan Laporan
Perkawinan
Jv Pertama (LPP)
3. |Memeriksa kelengkapan berkas K
- . elengkapan
Berkas pegawai | 10 Menit P
4. |Membuat konsep usulan
penerbitan Kartu Istri/Suami Kelengkapan . Surat
dalam bentuk surat permohonan berkas 15Menit | ormohonan
5. |Surat permohonan di paraf oleh v
Kasubag Umum dan : Surat
Kepegawaian Surat permohonan| 15 Menit permohonan
6. |Surat permohonan disetujui dan i Surat
ditandatangani oleh Sekretaris : Surat permohonan) 15 Menit permohonan
7. |Surat permohonan diserahkan L 7 Surt
kepada Bendahara Umum Surat permohonan| 5 Menit Hormohonan
|
8. |Surat permohonan dikirimkan &
kepada BKD Surat permohonan 15-30 hari Penerbitan Kartu
yang telah di paraf Istri/Suami
1
9. |Penyampaian kartu istri/suami ' ASN
kepada ASN yang bersangkutan mendapatkan
serta proses pengarsipan Kartu Istri/Suami | 15 Menit | kartu istri/suami
dan telah
diarsipkan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP 29 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi 14 November 2022
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM )
Y
Judul SOP Usulaﬁl@ﬁedmanﬁgfﬁa Lencana

Dasar Hukum :

——

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal sarjana

2. Memahami Tugas Fungsi dan Pokok

3. Memahami Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian
4. Disiplin dan Berdedikasi Tinggi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer dan Printer
2. ATK

3. Berkas Pegawali

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

pabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat jalannya proses penerimaan penghargaan
Satya Lencana

Buku daftar pegawai penerima penghargaan Satya Lencana

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiat ini i Ket
p Kegiatan Admlmslr.asi Kasubag Umum Pejabat Sekretaris Kelengkapan Waktu Output eterangan
Kepegawaian & Kepeg Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menyiapkan daftar nama pegawai yang
akan  diusulkan guna  menerimal  (* Mulal ) Daftar nama . |paftar nama
pengahargaan Satya Lencana pegawai penerima| 15 Menit pegawai
penghargaan
1
2. |Penerimaan nama pegawai yang akan v
diberikan penghargaan serta . Pengumuman
menginformasikan kepada pegawai yang Surat usulan 15 Menit nama pegawai
bersangkutan I_
3. |Para ASN mengumpulkan setiap l Dokumen ) Kelengkapan
dokumen yang diper‘lukan persyara[an 30 Menit berkas
| |
4. |Menerima berkas pegawai, mengecek 7 »
kelengkapan berkas, dan membuat usulan Kelengkapan .
untuk mendapatkan Satya Lencana berkas SHMPRE- {PReaiuian
T ]
5. |Mengoreksi, melegalisasi berkas serta Y Surat usulan yang
: | . < z
menyetujui pengusulan nama pegawai l Berkas pegawai 15 Menit telah diparaf
6. |[Berkas diberikan kepada Sekretaris untuk v Bark :
disetujui . " erkas pegawai
) Berkas pegawai 15 Menit yang telah di setujui
7. |Penerimaan surat pengajuan pegawai
penerima Satya Lencana, mencatat dalam v
. : ; Pencatatan dan
buku agenda surat keluar, memberikan " Berkas pegawai 15 Menit pengarsipan

nomor, membubuhkan stempel serta

dilakukan pengarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 30 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 November2822==~
Tanggal Efektif / ACAR P’?O;‘;\\

Disahkan oleh

Dina

Judul SOP

Pengendalian Dokumen

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Minimal pendidikan SLTA
2. Menguasai Penggunaan Microsoft Office

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat masuk
2. _SOP Penanganan surat keluar

1. Komputer/Laptop

3. ATK dan lain-lain

2. Aplikasi Microsoft Office

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan ketidaktertiban pada proses
pengarsipan dan penyimpanan dokumen serta sulit untuk mengakses keberadaan dokumen

Buku Kendali Surat

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
. . . Kasubag
No. Tahap Kegiatan Ket.
e g b Pejabat Kepegawaian| Kelengkapan Waktu Output
Dokumen Pelaksana
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mengajukan surat peminjaman m Surat .. |Surat Peminjaman
1. dokumen Ya Peminjaman S Menit diterima
Me”‘.e.” ksa:surat pengajuan * Surat .. |Peminjaman dokumen
2. |peminjaman dokumen untuk Pemini 5 Menit di )
.- . Tidak eminjaman isetujui
ditindaklanjuti |
. - A 2 Form s
Mengisi Form Peminjaman e . |Form Peminjaman
3. Peminjaman 5 Menit o
Dokumen yang telah terisi
| Dokumen
L
4 Penyerahan dokumep gengan Dpkumen yang | .o menit |Dokumen
tenggang waktu peminjaman T dibutuhkan
Y Buku Kontrol
5. |Pemantauan dokumen keluar 15 Menit |Hasil Kontrol Dokumen
Dokumen Keluar
7 |
Pengembalian dokumen dengan Berita acara _ JBeriaacars sacan
6. engisian berita acara serah terima 15 Menit |terima barang yang
P Dokumen telah ditandatangani
1
7. |pengarsipan dokumen kembali Dokumen 5 Menit |Pengarsipan Dokumen

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 31 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh Kep: iwi i Kreatif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR sk
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF \ *\ oD
SEKRETARIAT DINAS N oS —
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI _ N
Judul SOP Penyusunan:RencaiaKerja (RENJA)
|Dasar Hukum : Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal Diploma Ill
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 | 2. Menguasai Komputer
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2. ATK
3.__SOP Penyusunan Rencana Strategis 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Apabila tidak dilaksanakan,
maka proses penyusunan Renja OPD ini tidak akan berjalan lancar.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No Tahap Kegiata Pelaksana Mutu Baku
n - - -
P Reg g:t: Seg:;ns Sub K:;zmabor Fulr;rgnsul:al :';;l; Arilparki Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Memerintahkan penyusunan Rencana Surat Masuk 30 Menit [Disposisi Surat SOP penanganan
Kerja (RENJA) surat masuk
2 |Menugaskan Sub Koordinator PDE f Disposisi Surat 30 Menit  |Disposisi Surat
untuk menyusun dokumen Rencana
Kerja
3 |Membuat format pengumpulan data Disposisi Surat 2 Hari Format Penyusunan
dan informasi tentang Rencana Kerja Dokumen Rencana
Tahunan dafi masing-masing bidang Kerja Dinas
dan sekretariat,
4 |Menyampaikan format pengumpulan Format Penyusunan |30 Menit |Undangan Rapat
data dan informasi tentang Rencana Dokumen Rencana
Kerja Tahunan dari masing-masing Kerja Dinas
bidang dan sekretariat -
S |Mengundang para Kabid, Sekretaris Undangan Rapat 10 Menit |Undangan Rapat SOP
dan Kepala Dinas untuk Rapat Q; Penyelenggaraan
Pembahasan Rencana Kerja Tahunan. ~ |Rapat
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan ¥ v + v & Undangan Rapat 4 Jam Pelaksanaan Rapat [SOP
Rencana Kerja Tahunan. L I I ] I ] Rencana Kerja Dinas |Penyelenggaraan
[ | T [ ] .
7 |Menghimpun format data dan informasi — Pelaksanaan Rapat |1 Jam Draft Rencana Kerja
tentang Rencana Kerja Tahunan dari ﬁ Rencana Kerja Dinas Dinas
masing-masing bidang dan sekretariat.
8 |Menganalisa data dan informasi Draft Rencana Kerja |2 Hari Draft Rencana Kerja
Rencana Kerja Tahunan yang telah Dinas Dinas
terkumpul j'
9 |Membuat konsep Rencana Kerja ‘j Draft Rencana Kerja |1 Hari Draft Dokumen
Tahunan Dinas _H Dinas Rencana Kerja Dinas
10|Mengoreksi Konsep Dokumen \ Draft Dokumen 1 Hari Draft Dokumen
Rencana Kerja Tahunan Dinas Q TIDAK Rencana Kerja Dinas Rencana Kerja Dinas
11[Melakukan perbaikan draft Dokumen YA L— Draft Dokumen 1 Hari Draft Dokumen
Rencana ketja dan Menyampaikan E Rencana Kerja Dinas Rencana Kerja Dinas
kepada Kepala Dinas untuk meminta
persetujuan é

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

12| Penandatanganan Dokumen Rencana Draft Dokumen 1 Harl Dokumen Rencana
Kerja Tahunan Dinas oleh Kepala Rencana Kerja Dinas Kerja Dinas
Dinas
13|Pembuatan Surat Pengantar, ¥ Dokumen Rencana |30 Menit |Surat Pengantar SOP penanganan
Penomoran Surat sekaligus | I Kerja Dinas surat masuk darl
Pengiriman penanganan surat
keluar
14|Penggandaan Dokumen Rencana Surat Pengantar 1 Hari Dokumen Rencana
Kerja Tahunan Dinas | I Kerja Tahunan Dinas
15|Pengiriman Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana |1 Jam Dokumen Rencana
Tahunan Dinas kepada @ Kerja Tahunan Dinas Kerja Tahunan Dinas
BAPPELITBANGDA Prov. NTT dan
pengarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

: 32 Tahun 2021
: 23 Agustus 2021

- 14 November 2022 =~

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

Hyrfa Utama Muda

£6807131989031009
Penyusunan Evaluasi Rinega—="

* ?:‘\

5 PP

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap |l periode 2018-2022

di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

1. Pendidikan minimal Diploma lll
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penyusunan LAKIP 2, ATK
3. SOP Penyusunan Laporan tahunan 3. Printer
4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja program dan
kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses
penyusunan Evaluasi Kinerja OPD ini tidak akan berjalan lancar.

1. Disimpan dalam bentuk softfile dan hardcopy

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
No Tahap Kegiatan Sekretarls | SubKoordinator | Pejabat Kepala Kepala P Kelengkapan | Wakm Output Keterangan
Dinas PDE Pelaksana Blidang Dinas
1 2 3 4 S5 6 7 8 9 10 55 F 11
Memerintahkan penyusunan enanganan
Evaluasi Kinerja @ Surat Masuk
1 |Menugaskan Sub Koordinator Disposisl Surat |5 Menit |Disposisi Surat
PDE untuk melakukan evaluasi
kinrja
2 |Membuat format pengumpulan L Disposis| Surat |30 Menit ;0"""5‘
data dan informasi tentang enyusunan
Evaluasl Kinerja dari masing- Evaluasl Kinerja
masing bidang dan sekretariat Dinas
3 |Menyampaikan format Format 15 Menit |Undangan
pengumpulan data dan Penyusunan Rapat
informasl tentang Evaluasi Evaluasi Kinerja
Kinerja dari masing-masing 1) Dinas
4 |Mengundang para Kabid, ¥ 1 3 Undangan 10 Menit |Undangan
Sekretaris dan Kepala Dinas Rapat |Rapat
untuk Rapat Pembahasan ~
5 Me_l;enksar;;kan Rapat S ¥ ¥ ¥ ¥ Undangan 3Jam Draft Evaluasi |SOP
Pembahasan Evaluasi Kinerja ﬁ l [— J r Rapat Kinerja Dinas |Penyelenggaraan
Rapat
L'|_| i T I T P
6 |Menghimpun format data dan v ¥ A 4 Draft Evaluasl |2 Jam Draft Evaluasi
informasi tentang Evaluasi Kinerja Dinas Kinerja Dinas
Kinerja dari masing-masing Y
7 |Menganalisa data dan informasi ¥ ¥ ¥ Draft Evaluasl |2 jam Draft Evaluasl
Evaluasi Kinerja yang telah Kinerja Dinas Kinerja Dinas
terkumpul
] — 1 -
8 |Mengoreksi Konsep Dokumen Draft Evaluasi |1 Hari Draft Evaluasi
Evaluasi Kinerja Dinas Kinerja Dinas

TIDAK

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

9 [Mengoreksl Konsep Dokumen Draft Evaluasi |1 Harl Draft Evaluasl
Evaluasi Kinerja Dinas Kinerja Dinas Kinerja Dinas
TIDAK
170 |Menyampalkan Konsep YA Draft Evaluasl |1 Jam Draft Evaluasi
Dokumen Evaluasi Kinerja Kinerja Dinas Kinerja Dinas
kepada Kepala Dinas untuk
meminta persetujuan
11 |Penandatanganan Dokumen Draft Evaluasl |10 Menit |Dokumen
Evaluasl Kinerja Dinas oleh ,—J Kinerja Dinas Evaluasl Kinerja
Kepala Dinas Dinas
12 |Pembuatan Surat Pengantar, Dokumen 10 Menit |Surat SOP Penanganan
Penomoran Surat sekaligus Evaluasi Kinerja Pengantar surat masuk dan
Pengiriman Dinas surat keluar
13 |Penggandaan Dokumen Surat Pengantar|30 Menit [Dokumen
Evaluasi Kinerja Dinas Evaluasi Kinerja
Dinas
14 |Pengiriman Dokumen Evaluasi Dokumen 15 Menit |Dokumen

Kinerja Dinas kepada
Bappelitbangda dan Biro
QOrganisasi serta pengarsipan

‘ Selesal )

Evaluasi Kinerja
Dinas

Evaluasi Kinerja
Dinas

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 33 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan __|: 14 November 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI A
Judul SOP Penyusunan Rencand Kinerja Tahunan (RKT)

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1.

Pendidikan minimal Diploma Il

2. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja 2. ATK.
3. SOP Penyusunan Rencana Strategis 3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

RKT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Apabila tidak dilaksanakan,
maka proses penyusunan RKT OPD ini tidak akan berjalan lancar.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Menyampaikan kepada Kepala
Dinas untuk meminta persetujuan

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kepala Sekretaris |Sub Koordinator | Fungsional | Kepala P Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dinas Dinas PDE Umum _Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 |Memerintahkan penyusunan Surat Masuk 30 Menit Disposis| Surat SOP penanganan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) surat masuk
2 |Menugaskan Sub Koordinator PDE Disposisi Surat 30 Menit Disposisl Surat
untuk menyusun dokumen RKT E ]
3 |Membuat format pengumpulan data Disposis| Surat 2 Hari | Format Penyusunan
dan informasi tentang RKT dari Dokumen RKT Dinas
masing-masing bidang dan
sekretariat
4 |Menyampaikan format pengumpulan Format Penyusunan | 30 Menit | Undangan Rapat
data dan informasi tentang RKT dari Dokumen RKT
masing-masing bidang dan Dinas
sekretariat | o
5 |Mengundang para Kabid, Sekretaris Undangan Rapat | 10 Menit | Undangan Rapat SOP
dan Kepala Dinas untuk Rapat 1; Penyelenggaraan
Pembahasan RKT. Rapat
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan < + 3 + Undangan Rapat | 4 Jam | Pelaksanaan Rapat SOP
RKT. | | | | | ! | | Pembahasan Penyelenggaraan
l T | | | Rencana Kiderja Rapat
Tahunan Dinas
7 |Menghimpun format data dan Pelaksanaan Rapat | 1Jam Draft Rencana
informasi tentang RKT dari masing- ﬁ ﬁ Rencana Kerja Kinerja Tahunan
masing bidang dan sekretariat Dinas Dinas
8 [Menganalisa data dan informasi Draft Rencana 2 Hari Draft Rencana
RKT yang telah terkumpul Kinerja Tahunan Kinerja Tahunan
Dinas Dinas
9 [Membuat konsep RKT Dinas I‘J Draft Rencana 1Hari | Draft Dokumen RKT
H Kinerja Tahunan Dinas
Dinas
10 |Mengoreksi Konsep Dokumen RKT Draft Dokumen RKT| 1 Hari | Draft Dokumen RKT
Dinas TIDAK Dinas Dinas
11 |Melakukan perbaikan draft Dokumen > —T] Draft Dokumen RKT| 1 Hari | Draft Dokumen RKT
Rencana Kinerja Tahunan dan EI Dinas Dinas

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Draft Dokumen RKT

Penandatanganan Dokumen RKT
1 Hari | Dok RKT Di

" Dinas oleh Kepala Dinas Dinas N okumen i

13 |Pembuatan Surat Pengantar, Dokumen RKT 30 Menit Surat Pengantar | SOP penanganan
Penomoran Surat sekaligus I ' Dinas surat masuk dan
Pengiriman penanganan surat

keluar

14 |Penggandaan Dokumen Rencana Surat Pengantar 1 Hari |Dokumen RKT Dinas
Kinerja Tahunan Dinas I I

15 |Pengiriman Dokumen Rencana Dokumen RKT 1Jam |Dokumen RKT Dinas

Kinerja Tahunan Dinas kepada
BAPPELITBANGDA Prov. NTT dan

Dinas

pengarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 34 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan 14 Novembert 2022
[ Tenggal Revisi z _r———
Tanggal Efektif ] A0 ~ o
Disahkan oleh / ﬂ{';epaia Dinas- a isath g gtif
,-['l Provmsn
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR ’\ A
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF \ * 4 S el
SEKRETARIAT DINAS ‘\ o, DR. Dr._-.. 7
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI \\ % )\,__ : _ma Utama Muda
o' 7 CNIPS 1856807131989031009
—~——
Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan-Triwulan-Semester
Dasar Hukum : Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal D3
2. Peraiuran Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 2. Menguasai Komputer

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3§ Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubermnur Nemor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022

6. Perafuran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenaaara Timur
8. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kefja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Laporan Bulanan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD. |Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Bulanan ini tidak akan
berjalan lancar,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
et
No Tahapan Keglatan Kepala Sekretaris Sub Koordinator Fungsional Avipaits Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dinas Dinas PDE Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Memerintahkan penyusunan Laporan m Surat Masuk Disposis! Surat ssﬁratp ;::2&2‘:1"
4 bulanan / semester E suiratikokar
2 |Menugaskan sub koordinator PDE untuk Disposisi Surat 5 Menit Disposisi Surat
menyusun laporan bulanan / semester
3 [Membuat format Laporan bulanan / ¥ X Disposisi Surat 1 Jam Format Penyusunan
semester darl masing-masing bidang dan I I | Laporan bulanan /
sekretariat semester
4 Menyamp.ikan format pengumpu'an data Format Penyusunﬂn 15 Menit Format Penyusu“aﬂ
dan informasi Laporan bulanan / semester | ] J Laporan bulanan / Laporan bulanan /
kepada masing-masing bidang dan semester semester
sekretariat.
5 |Menghimpun format data dan informasi 4 Format Penyusunan 1 Jam Format Penyusunan
Laporan bulanan / semester dari masing- r J I Laporan bulanan / Laporan bulanan /
masing bidang dan sekretariat. T T semester semester
6 |Menganalisa dan mengevaluasi data dan Y X Format Penyusunan | 1 .Jam Draft Laporan
informasi Laporan bulanan / semester | ] ] Laporan bulanan / bulanan / semester
yang telah terkumpul | — semester
7 |Membuat Draft Dokumen Laporan Draft Laporan bulanan| 1 Hari Draft Laporan
bulanan / semester | semester bulanan / semester
8 |Mengoreksi Draft Dokumen Laporan "\ Draft Laporan bulanan| 30 Menit | Dokumen Laporan
bulanan / semester </ TID / semester bulanan / semester
9 |Menyampaiakan Dokumen Laporan ;] S— Dokumen Laporan 10 Menit | Dokumen Laporan
bulanan / semester kepada Kepala Dinas E bulanan / semester bulanan / semester
untuk meminta persetujuan
10 |Penandatanganan Dokumen Laporan Dokumen Laporan 5 Menit Dokumen Laporan
bulanan / semester Dinas oleh Kepala 1 bulanan / semester bulanan / semester
Dinas
11 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran ] Dokumen Laporan | 10 Menit Surat Pengantar
Surat sekaligus Pengiriman bulanan / semester
12 [Penggandaan Dokumen Laparan bulanan Surat Pengantar 30 Menit | Dokumen Laporan
/ semester bulanan / semester
13 |Pengiriman Dokumen Laporan bulanan / Dokumen La, i
. poran | 10 Menit | Dokumen Laporan
semester kepada Biro Organisasi dan bulanan / semester bulanan / semester
pengarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP - 35 Tahun 2021

23 Agustur 2021

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif
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Judul SOP
(LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operaslonal Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata dan ekonomi
kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal Diploma IlI
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Rencana Kerja 1. Komputer.
2. SOP Perjanjian Kinerja 2. ATK.
3. SOP Penyusunan Laporan tahunan 3. Printer
4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan kinerja OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai 5OP, maka proses penyusunan LPPD

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pemerintahan dan pengarsipan

Dinas L

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Tahap Kegiatan Kepala Dinas Se;:::ns Sub K:c::mmr Ful'}?nsu'?nm' ::2::; Arslparis Kelengkapan Waktu omput
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Menugaskan Sekretaris Dinas untuk Disposisi Surat 30 menit Disposisi Surat
menyusunan LPPD Dinas Pariwisata dan m
Ekonomi Kreatif
l e - - -
2 |Menugaskan Kasubag PDE untuk Disposisi Surat 30 Menit Disposisi Surat
penyusunan dokumen LPPD
3 |Membuat format pengumpulan data dari Disposisi Surat 1 Hari Format Penyusunan
masing-masing bidang dan sekretariat. LPPD Dinas
4 |Menyampaikan format pengumpulan data Format Pewan 30 Menit Format Pewan
dan informasi kepada masing-masing LPPD Dinas LPPD Dinas
bidang dan sekretariat.
Mengisi format pengumpulan data. '_l..ﬁ Format Penyusunan 1 Minggu Data dan Informasi
LPPD Dinas kinerja bidang sesuai
L I _' Format penyusunan
e 1PPN
5 |Menghimpun format data dari masing- Data dan Informasi 1 Hari Data dan Informasi
masing bidang dan sekretariat kinerja bidang sesuai kinerja bidang sesuai
Format Format penyusunan
6 |Menganalisa dan mengevaluas| data yang Data dan Informasi 1 Minggu Draft LPPD Dinas
telah terkumpul kinerja bidang sesuai
Format
7 |Membuat dokumen LPPD [—'j Draft LPPD Dinas 1 Minggu | Draft Dokumen LPPD
Dinas
8 |Menyampaikan Dokumen LPPD Dinas Draft Dokumen LPPD 1 Jam Draft Dokumen LPPD
Parekraf untuk dikoreksi Dinas Dinas
L
Mengoreksi Dokumen LPPD Dinas I Draft Dokumen LPPD 2 Hari | Dokumen LPPD Dinas
Parekraf Ya ) \ TIDAK Dinas
N
10 |Penandatanganan Dokumen LPPD oleh Dokumen LPPD Dinas 1 Jam | Dokumen LPPD Dinas
Kepala Dinas
11 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran Dokumen LPPD Dinas | 30 Menit Surat Pengantar
Surat sekaligus Pengiriman
12 | Penggandaan Dokumen LPPD [_i_l Surat Pengantar 1 Jam | Dokumen LPPD Dinas
13 |Pengiriman Dokumen LPPD kepada Biro L Dokumen LPPD Dinas | 30 Menit | Arsip Dokumen LPPD

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP . 36 tahun 2021
Tanggal Pembuatan _ |: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efektif ZAACTINN

Disahkan oleh

o

Judul SOP

Pemerintahan (LKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal Diploma lll
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Rencana Kerja 1. Komputer.
2. SOP Perjanjian Kinerja 2. ATK.

3. Printer

4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

LKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai
SOP, maka proses penyusunan LKIP in tidak berjalan lancar,

Disimpan dalam bentuk

Softcopy dan Hardcopy,

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

No Tahap Keglatan | Sekretarls |Sub Koordinator| Fungsional Kepala Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
Kepala Dinas Dinas PDE Umtum Bldang Arsiparis elengkapa pu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Menugaskan Sekretaris Dinas untuk Dispasisi Surat 30 menit Disposis| Surat
menyusunan LAKIP Dinas Pariwisata dan ((_Mulai_)
Ekonomi Kreatif
2 |Menugaskan Kasubag PDE untuk E Disposisi Surat 30 Menit Disposisi Surat
penyusunan dokumen LAKIP
3 [Membuat format pengumpulan data dan ) Disposisi Surat 1 Harl ; ormat Pertyusunan LKIP
informasi kinerja dari masing-masing E:'_l nas
bidang dan sekretariat.
4 |Menyampaikan format pengumpulan data T v Format Penyusunan LKIP |30 Menit Format Peryusunan LKIP
dan informasi kepada masing-masing | —I l I Dinas Dinas
bidang dan sekretanat. [_r_]
5 |Mengisi format pengumpulan data dan Format Penyusunan LKIP |1 Minggu Data dan Informasi
informasi Kinerja. -I:'—| Dinas g“‘m m'
| S S— LAKIP
6 |Menghimpun format data dan informasi Data dan Informasl kinerja |1 Hari Data dan Informasi
kinerja dari masing-masing bidang dan bidang sesuai Format kinerja bidang sesuai
sekretariat penyusunan LAKIP m;t penyusunan
7 |Menganalisa dan mengevaluasi data dan Data dan Informasl kinerja |1 Minggu Draft LKIP Dinas
informasi kinerja yang telah terkumpul bidang mll_::lﬂ:ﬂ
penyusunan
8 |Membuat dokumen LKIP l Draft LKIP Dinas 1 Minggu | Draft Dokumen LKIP
Dinas
9 |Menyampaikan Dokumen LAKIP Dinas Draft Dokumen LKIP Dinas |1 Jam Draft Dokumen LKIP
Parekraf untuk dikoreksi Dinas
10 |Menelaah Dokumen LAKIP Dinas, jika Draft Dokumen LKIP Dinas |2 Hari Dokumen LKIP Dinas
sudah sesuai dinaikkan ke kepala dinas ) 4
untuk ditandatangani, namun jika belum YA <>__III:IAKJ
dikembalikan ke Sub koordinator untuk
dinerhaild
11 |Penandatanganan Dokumen LKIP oleh Dokumen LKIP Dinas 1 Jam Dokumen LKIP Dinas
Kepala Dinas
12 [Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran ' Dokumen LKIP Dinas 30 Menit Surat Pengantar
Surat sekaligus Pengiriman
|
13 |Penggandaan Dokumen LKIP m ]Surzt Pengantar 1 Jam Dokumen LKIP Dinas
14 |Pengiriman Dokumen LAKIP kepada Biro L Dokumen LKIP Dinas 30 Menit Arsip Dokumen LKIP
—— o -
esal

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP : 37 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penyusun;FRﬁEa/rw Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum :

Kualifikas| pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal D3
2. Menguasai Komputer

Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus
Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Renstra OPD akan dijadikan sebagai Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakari, maka proses penyusunan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar;

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No Tahap Kegilatan Pelaksana Mutu Baku _—
& Kepala Sekretaris | Sub Koordinator| Fungsional Kepala elerangan
Dings Dinas PDE Dovs Bidang Arsiparls Kelengkapan | Waktu Output
! 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12
Memerintahkan penyusunan Rencana SOP Penanganan
Strategls Surat Mesuk Disposis| Surat |surat masuk
1
2 |Menugaskan Sub Koordinator PDE untuk Disposisi Surat 5 |Disposisi Surat
melakukan penyusunan dokumen Rencana Menit
Strategls
3 |Membuat format pengumpulan data dan Disposisi Surat | 1 Jam |Format
informas| tentang Rencana Strategis Lima Penyusunan
Tahunan darl masing-masing bidang dan Dokumen
sekretariat Renstra Dinas
4 |Menyampaikan format pengumpulan data i Format 15 |Format
dan Informasl tentang Renstra Lima E E’j Penyusunan Menit |Penyusunan
Tahunan darl masing-masing bidang dan Dokumen Dokumen
sekretariat. Renstra Dinas Renstra Dinas
5 |Mengundang para Kabid, Sekretaris dan Format 10 |Undangan Rapat
Kepala Dinas untuk Rapat Pembahasan Penyusunan Menit
Rencana Strategis Lima Tahunan. Dokumen
¥ Renstra Dinas
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan £ 3 ¥ ¥ ¥ Undangan 2 Jam |Draft Renstra  |SOP
Rencana Strategis Lima Tahunan I l J l l [ l l Rapat Dinas Penyelenggaraan
t I 1 - I ' Rapat
7 |Menghimpun format data dan informasi Draft Renstra | 2 Jam |Draft Renstra
tentang Renstra Lima Tahunan darl masing4 Dinas Dinas
masing bidang dan sekretariat.
8 |Menganalisa data dan informas| Renstra ] Draft Renstra 1 Jam |Draft Renstra
Lima Tahunan yang telah terkumpul Dinas Dinas
9 |Membuat konsep Dokumen Rencana ¥ Draft Renstra 1 Hari |Draft Renstra
Strategis [ I Dinas Dinas
10 |Mengoreksi Konsep Dokumen Rencana DAK Draft Renstra 1 Jam |Draft Renstra
Strategis Dinas Dinas

VA_[iJ

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

"

Menyampaikan Konsep Dokumen Draft Renstra 1 Jam |Draft Renstra
Rencana Strateis kepada Kepala Dinas Dinas Dinas
untuk meminta persetujuan
12 |Penandatanganan Dokumen Rencana |_| Draft Renstra 10 |Dokumen
Strategis Dinas oleh Kepala Dihas I ] Dinas Menit |Renstra Dinas
13 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran e Dokumen 10 |Surat Pengantar |SOP Penanganan
Surat sekaligus Pengiriman | I Renstra Dinas | Menit :3$ km::'rk dan
14 |Penggandaan Dokumen Rencana Strategis ! Surat Pengantar| 30 |Dokumen
Dinas Menit |Renstra Lima
C; ‘ Tahunan Dinas
15 |Pengiriman Dokumen Rencana Strategis Dokumen 15  [Dokumen
Dinas kepada BAPPELITBANGDA Prov. (Selesai ) [RenstraLima | Menit [Renstra Lima

NTT dan pengarsipan

Tahunan Dinas

Tahunan Dinas

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP . 38 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021 __——==.

Tanggal Revisi : 14 November 2027 < hH PRA™S,
Tanggal Efektif : Y 5 \4,’/\\ n
Disahkan oleh // Jgpala Dinas-Pariy o7l Kreatif
i a !' ’ g
P
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR '{\‘ \ B
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NN
SEKRETARIAT DINAS \{jﬁ e
SUB KOORDINATOR SUBSTANS| PROGRAM DATA DAN EVALUASI : :
Judul SOP Penyusunan Usulan Pergeseran / Perubahan Anggaran
|Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal Diploma IlI
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 2. Menguasai Komputer

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 fentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubermnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus
Peringatan . Pencatatan dan Pendataan :

Pergeseran perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaian Pelaksanaan Tugas Pokok dari |Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
fungsi OPD dengan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses
pergeseran/perubahan anggaran ini tidak akan berjalan lancar.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mty Bary Keterarigan
No Tahap Keglatan Kepala Sekretaris | Sub Koordinator Pejabat Kepala Kepala Arslparis Input Waktu Output
Dinas Dinas PDE Pelaksana Bld:nu D";“ - - v = =
1 2 3 4 5 6 - -
posis| am Disposisi Surat SOP Penanganan
1 |Memerintahkan penyusunan m s o i surat masuk dan
‘pergmnlpefubah'ln Anggaran Dinas surat keluar
2 | Menugasikan sub Koordinator PDE uniuk Disposial Surat (R S
melakukan pergeseran / perubahan
anggaran dinas 30 Menit
Disposisi Surat 1 Hari Format Penyusunan
3 mfemb\m format pengumpulan data dan Y. pergeseran / perubahan
o) anggaran
enyam format Format Penyusunan |30 Menit |Format Penyusunan
- :m hfo::ln.:‘ tentang PEgmp—— 1 1 pergeseran/perubahan pergeseran/perubahan
I I I ] anggaran anggaran
pergeseran/perubahan anggaran kepada
Kepala Bidang %__J
F_!. — 1jam Undangan Rapat sSOoP
Mengundang para Kpala Bidang, Format Penyusunan
Sekretaris dan Kepala Dinas untuk Rapat I I pergeseran/perubahan ::::lnnn
Pembahasan pergeseran/perubahan I I — anggaran
5|anggaran. I
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan 7 5 P — Undangan Rapat 4 Jam Draft Usulan pergeseran
pergeseran/ perubahan anggaran I—t—l I—J—| / perubahan anggaran
T 1 — 1 T
7 |Menghumpun format data dan informasi Draft Usulan 1 Hari Draft Usulan pergeseran |SOP Pencarian
tentang pergeseran/ perubahan anggaran pergeseran/perubahan / perubahan anggaran data dan
dari Kepala Bidang anggaran Dinas Dinas informasi
) - penetapan _Klncr]a
8 |Membuat Konsep pergeseran/ Draft Usulan 1 Hari Draft Usulan pergeseran |SOP Penetapan
perubahan anggaran pergeseran/perubahan / perubahan anggaran Kinerja
l_‘ anggaran Dinas Dinas
9 [Mengoreksi Konsep Dokumen 1§ Draft pergeseran/ 1Hari  |Konsep Dokumen
pergeseran/perubahan anggaran Dinas \ perubahan anggaran pergeseran/ perubahan
<|/ TIDAK Dinas anggaran Dinas
10 |Menyampaikan Konsep Dokumen WA " Konsep Dokumen TJam  |Konsep Dokumen
pergeseran/perubahan anggaran kepada pergeseran/ pergeseran/ perubahan
Kepala Dinas untuk memintakan perubahan anggaran anggaran Dinas
persetujuan Dinas
11 |Penandatanganan Dokumen Konsep Dokumen  |1Jam |Dokumen pergeseran/
pergeseran/perubahan anggaran Dinas 3 pergeseran/ |perubahan anggaran
oleh Kepala Dinas é perubahan anggaran Dinas
Dinas

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

i SOP Pena
12 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran Dokumennp:fgeseﬂnnl 30 Menit |Surat Pengantar Lﬂ‘ ng:;:n
Surat sekaligus Pengiriman ;‘e:.nabaha nggaral e mmkke'm
13 |Penggandaan Dokumen Surat Pengantar 1Jam Dokumen pergeseran/
pergeseran/perubahan anggaran Dinas ;nn;:ahan anggaran

14

Pengiriman Dokumen

pergeseran/perubahan anggaran
Dinas kepada Badan Keuangan

Daerah Prov.NTT dan pengarsipan

Dokumen pergeseran/ |30 Menit

mbﬂhﬂﬂ anggaran
Dinas

Dokumen pergeseran/

perubahan anggaran
Dinas

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP : 39 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal D3
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Renstra OPD akan dijadikan sebagai Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan
Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

Keterangan
No Tahap Kegiatan Kepala Sekretaris | Sub Koordinator | Fungsional Kepala Arsiparis | Kelengkapan | Waktu Output g
Dinas Dinas PDE Umum Ridang. ] 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7
Surat Masuk Disposisl Surat SOP Alur surat
Memerintahkan penyusunan Rencana . 2 masulk dan sutat
Kerja Anggaran Dinas keluar
1
2 |Menugaskan Sub Koordinator PDE untuk e | G S
menyusun Dokumen Rencana Kerja
Anggaran Dinas Parekraf
3 |Membuat format pengumpulan data dan Disposis| Surat 30 Menit ;:r:r:::'msumn
informasi Rencana Kerja Anggara dari Anggaran Dinas
masing-masing bidang dan sekretariat
4 |Menyampaikan format pengumpulan data 1 ":mum 15 Mk :m:"h"‘:;‘:“"‘"
dan informasi tentang Rencana Kerja E: E’j Rencana Kerja Anggaran Dinas
Anggaran kepada masing-masing bidang Anggaran Dinas
dan sekretariat.
5 |Mengundang para Kabid dan Sekretaris Emunm 30 Menit |Undangan Rapat -:S:;Pofamnun
dan Kepala Dinas untuk Rapat Rencana Kerja
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran. [ | Anggaran Dinas
I o
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan a4 Undangen Rapst  |2Jem JOsmikt Usulin
Rencana Kerja Anpaaran L X * r Y Seacaoue
| g9 I I I J B | [ l I Anggaran
T 1 i | 1 g
7 |Menghimpun format data dan informasi ~ gﬂﬂ UmK:d- 1 Jam g"ﬂ le;-:'h
" . encana encana
Renz_:antaJ _Kerja Anggaran dari masing- Anggaran Anggaran dari
masing bidang dan sekretariat. masing-masing
T bidang dan
9 |Membuat Konsep Rencana Kerja Draft Usulan 1Jam  |Draft Usulan
Anggaran | Rencana Kerja Rencana Kerja
Anggaran darl Anggaran dari
masing-masing masing-masing
bidang dan bidang dan
Selaetariat sekretariat
10 |Mengoreksi Konsep Dokumen Rencana TIDAK Draft Usulan 1Jam |Dokumen Rencana
Kerja Anggaran Rencana Kerja Kerja Anggaran
Anggaran dari Dinas
masing-masing
w- =2
YA se

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

i Dokumen Rencana |10 Menit |Dokumen Rencana
" Menyampalk?n Konsep Dokumen Kerja Anggaran Kerja Anggaran
Rencana Kerja Anggaran kepada Kepala Dinas Dinas
Dinas untuk memintakan persetujuan [
Dokumen Rencana |5 Menit | Dokumen Rencana
12 | Menelaah Dokumen Rencana Kerja KarjaiAnggaren Kerle Anggarsn
Anggaran , apabila sudah sesuai maka Dinas Dinas
ditandatangani namun apabila belum T
sesuai dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Dokumen Rencana |10 Menit |Surat Pengantar SOP Penanganan
13 Pembuatan‘ Surat Pengantar, Penomoran Kerjs Anggaran surat masuk dan
Surat sekaligus Pengiriman Dinas surat keluar
Surat Pongantar 30 Menit | Dokumen Rencana
14 |Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Kerja Anggaran
Anggaran (RKA) Dinas Dinas
o Dokumen Rencana |10 Menit |Dokumen Rencana
i oo iy ) Kato Argga

Keuangan dan pengarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP " 40 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 Novem
Tanggal Efektif g

Disahkan oleh

Penyusunan Laporan Tahunan

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerzh Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

NTT Tahap |l periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal D3
2. Menguasai Komputer

Tenggara Timur

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus
Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan
Laporan Tahunan sebagal dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.

Disimpan dalam bentuk Softcopv dan Hardcopy.

lApabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Tahunan ini tidak akan berjalan
lan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No Tahapan Keglatan Kepala Sekretarls Sub Koordinator Fungsional Avdipatia m— Waktu Output Keterangan
Dinas Dinas PDE Umum
1 2 3 4 s ] 7 ’ 9 10 < 1"
1 [Memerintahkan penyusunan Laporan OP Penanganan
Tahunan Disposisi Sura surat masuk dan
m Surat Masuk pos t Syste oo
—_— - -
2 |Menugaskan sub koordinator PDE untuk Disposisi Surat 5 Menit  |Disposisi Surat
menyusun laporan tahunan —I
3 |Membuat format Laporan Tahunan dari ¥ 3 Disposisi Surat 1Jam Format Penyusunan
masing-masing bidang dan sekretariat | | | I Laporan Tahunan
4 |Menyampaikan format pengumpulan data ] Format Pehyusu nan |15 Menit |Format Penyusunan
dan informasi Laporan Tahunan kepada l _I Laporan Tahunan Laporan Tahunan
masing-masing bidang dan sekretariat.
5 |Menghimpun format data dan informasi Format Penyusunan |1 Jam Format Penyusunan
Laporan Tahunan dari masing-masing l l Laporan Tahunan Laporan Tahunan
bidang dan sekretariat.
6 |Menganalisa dan mengevaluas| data dan X Y Format Penyusunan |1 Jam Draft Laporan
informasi Laporan Tahunan yang telah r I [ l Laporan Tahunan Tahunan
terkumpul | | [ |
7 |Membuat Draft Dokumen Laporan i Draft Laporan 1 Hari Draft Laporan
Tahunan Tahunan Tahunan
4
8 |Mengoreksi Draft Dokumen Laporan Draft Laporan 30 Menit |Dokumen Laporan
Tahunan TIDAK ] Tahunan Tahunan
9 |Menyampaiakan Dokumen Laporan YA Dokumen Laporan 10 Menit |Dokumen Laporan
Tahunan kepada Kepala Dinas untuk E Tahunan Tahunan
meminta persetujuan
10 |Penandatanganan Dokumen Laporan Dokumen Laporan 5Menit |Dokumen Laporan
Tahunan Dinas oleh Kepala Dinas l Tahunan Tahunan
11 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran Dokumen Laporan 10 Menit |Surat Pengantar'
Surat sekaligus Pengiriman Tahunan
12 |Penggandaan Dokumen Laporan Surat Pengantar 30 Menit |Dokumen Laporan
Tahunan Tahunan
13 [Pengiriman Dokumen Laporan Tahunan : Dokumen Laporan |10 Menit |Dokumen Laporan
kepada BAPPELITBANGDA Prov.NTT (‘selesai ) [ahunan i —
dan

ngarsipan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN

Nomor SOP - 41 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

19

- Penerbitan SPP-UPIGUITU/LS BARANG JASA

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Pravinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provins| Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pendidikan minimal D3;

Menguasai Komputer;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran,
Sub Koordinator Substansi Keuangan;

Bendahara Pengeluaran.

AN

9. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Dokumen SP2D; 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. SOP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS. 2. ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
4. Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berd?(mpak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

SP2D, DPA, BKU, Buku Register SPP UP/ GU/TU/LS Barang dan Jasa,

Y

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku -
eterangan
No Tahap Keglatan Bendahara Kepala [Sub Koordinator PPTK Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran Dinas Substansi Keu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Bendahara Pengeluaran menaikan Nota
Pencairan Dana (NPD) ke Kepala Dinas Berkas NPD 1 Harl Berkas NPD
R remerihen b= o angg e Rencana usulan Rencana usulan
Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran pengajuan SPP 1 Hari pengaiisn e
dan PPK SKPD
3 |Membuat usulan SPP per program dan
; ‘k — SPP UP/GU/TUILS SPP UP/GUITULS
kegiatan kepada PPK SKPD berdasarkan | I Barang Jasa dengan 1 Hari Barang Jasa dengan
SPD lampirannya lampirannya
4 |Meneliti kelengkapan dokumen SPP ] ERPANE. T
oKume
UPIGU”.'U,LS Barang Jasa dan UP/GUITU/LS Barang 2 Jam UP/GU/TU/LS Barang
kesesuaiannya dengan SPD dan DPA Jasa Jasa
SKPD
5 |Membuat rancangan SPM UP/GU/TU/LS \ - . NEO—
Barang Jasa dan menyampaikannya ol
UP/GUITU/LS B 2J UP/GUITU/LS Baran
kepada PA SKPD untuk mendapatkan e e " —-—
otorisasi
6 |Menandatangani SPN dan disampaikan |
kepada bendahara pengeluaran untuk sphg upregn'ust i spng :r:;cg::ms
dipmses arang Jasa 9
7 |Menyampaikan SPM disertai dokumen-
dokumen yang diperlukan yang telah
ditand lany angi!otg:sasi PK SI?PD : SPM UP/GUITULS Pengantar SPP dan | SOP admin Surat
I — Selesai Barang Jasa Ydem kelengkapannya Keluar

disampaikan kepada kuasa BUD untuk
diterbitkan SP2D

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 42 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022

| Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif : A AT TR =

Disahkan oleh egala-DinasPagwisats d eatif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS

SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN

Judul SOP : Pelaporan Pengéﬁmﬁ:ﬁﬁangan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal D3;

2. Menguasai Komputer;

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran;
4. Sub Koordinator Substansi Keuangan;

5. Bendahara Pengeluaran,;

6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penerbitan Dokumen SP2D UP/GU/ TU/ LS Gaiji dan Tunjangan. 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
4. Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pelaporan. Hal ini

karenakan oleh Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan tidak baleh masuk melebihi tanggal 10
bulan berikutnya.

SP2D, DPA, BKU, Daftar Gaji dan Tunjangan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
. Sub : Keterangan
N g
" e i Pel kl:ejabat JFU Koordinator Se;hre;as ns Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
iskasana iy Substansi Keu :
T 7 3 4 3 g 7 _ 8 g 10
1. |Mengentry SP2D LS Gaji, LS Barang,
dan Jasa dan SP2D GU/TU Rutin dan ( Mulai )
Kegiatan, mencatat pengeluaran gaji, Penerimaan Dana, tertib
dan kegiatan sesuai rincian obyek, administrasi pengelolaan Laporan SPJ
menyusun draf laporan fungsional dan uang, kelengkapan 1 Hari Fsggsion ot
kelengkapan dokumen serta dokumen dan draf
menyerahkan ke Sub Koordinator laporan SPJ dana
Substansi untuk diteliti dan disetujui
2. |Memeverifikasi kelengkapan dokumen h‘l
dan membubuhi paraf untuk dinaikkan | I
ke Sekretaris Dinas Draft Laporan 1 Hari Draft Laporan
3. [Memeverifikasi kelengkapan dokumen |_I
dan memaraf untuk dinaikkan ke L
Kepala Dinas
e Draft Laporan 1 Hari Draft Laporan
4. |Memeverifikasi kelengkapan dokumen, 3
Menandatangani Dokumen Terkait, dan Ej
mengembalikan dokumen tersebut. Laporan 1 Hari Laporan
5, [Staf memberikan stempel, agenda, Selesai Laporan Final 1 Hari Laporan Final

arsip, dan menyampaikan ke BPKAD

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI| KEUANGAN

: 43 Tahun 2021

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi : 14 November 2022 ___
Tanggal Efektif oA PN\
Kepd ' reatif

Disahkan oleh

. oa ]
PAZNASATA DAY

Judul SOP : Pelaksanaan VerifikastSPJ Fungsional

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Proyinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

3.
4,

1. Pendidikan minimal D3
Menguasai Komputer

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Sub Koordinator Substansi Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pejabat fungsional umum sebagi tim pengelola keuangan

Nonasw N

Peralatan/perlengkapan :

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan SPJ-GU 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. 'SOP Penyusunan SPJ-TU 2. ATK 6. Lemari File

3. SOP Penerbitan SP2D 3. Printer 7. Map

4. SOP Penerbitan SPP-GU Nihil atas TU 4. Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Layanan
Keuangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Buku Kendali Perbendaharaan serta disimpan dalam bentuk Soft dan Hard Copy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Pejabat Sub Koordinator | Sekretaris | oo okanan Waktu Output Keterangan
Pelaksana (JFU) Substansi Keu Dinas :
1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Meneliti kelengkapan dokumen SPJ
dan keabsahan bukti-bukti
Mulai
pengeluaran yang dilampirkan, @
menguiji kebenaran perhitungan .
1. |atas pengeluaran per rincian obyek SPJ Lengkap | 2 Hari SPJ Lengkap
serta menghitung pengenaan
PPN/PPh
Menguiji kebenaran sesuai dengan oy . .
2. |SPM dan SP2D yang diterbitkan L_‘—l Ketgﬁ‘:aan 2 Hari K‘e’te[;sai‘;'aa"
periode sebelumya dab memaraf
- Ketersedi Ketersediaan
3. |Mengesahkan kebenaran laporan Cj = %rsae:‘alaan 1 Hari Dana
SPJ
g 4 Fungsional
Memberikan stempel, agenda, arsip ;
4. |dan menyampaikan ke BPKAD (Selessl J SPJLengkap| 1Han | yangtelah
disampaikan ke
BPKAD

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 44 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi : 14 November 2022 _
Tanggal Efektif : S AH AN )

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN

Judul SOP : Penyusunan Caporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran,
Prognosis, dan Laporan Akhir Tahun

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022:

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Pendidikan minimal D3

Menguasai Komputer

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
Sub Koordinator Substansi Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendara Pengeluaran Urusan Gaji

O URELON 2

Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penerbitan Dokumen SP2D UP/GU/TU/LS Gaji dan Tunjangan 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
4. Cap Dinas 8. FiIIing_Kabinet
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
ipa‘;zzzi":::g:'::fa"akan' LA N beraampakineda e abanTE ey tige. den SP2D, DPA, BKU, Daftar Gaji dan Tunjangan, Disimpan dalam Soft dan Hard Copy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

- Hag— Pejabat Sub Koordinator | Sekretaris Kepala olandiooas Waktu uitpat ReRRnge
Pelaksana (JFU) | Substansi Keu Dinas Dinas
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10
1 |Menyusun draf laporan bulanan, Laporan realisasi 4 Hari Laporan realisasi
triwulan, semesteran realisasl ( Mulai ' bulanan, triwulan bulanan, triwulan, dan
pelaksanaan anggaran semesteran dan semesteran semesteran
pertama
2 |Menyusun capaian realisasi anggaran Draft Laporan 4 Hari Draft Laporan
dari masing-masing bagian dan EL' Realisasi Realisasi Anggaran
menyusun draf prognosis untuk 8 bulan Anggaran dan dan prognosis untuk 6
berikutnya prognosis untuk 6 bulan berikutnya
bulan berikutnya
3 |Meneliti dan membubuhl paraf laporan Draft Laporan 1 Hari DraftLaporan
realisasi semester pertama APBD dan EH Realisasi Realisasi Anggaran
Prognosis Anggaran dan dan prognosis untuk 6
prognosis untuk 6 bulan berikutnya
bulan berikutnya
4 |Meneliti dan mebubuhi paraf pada ] Legalisasi Laporan 1 Hari Legalisasi Laparan
laporan realisasi semester pertama | _" Realisasi APBD Realisasi APBD dan
APBD serta Prognosis untuk 6 bulan dan Prognosis Prognosis
berikutnya
5 |Menandatangani dokumen laporan v Laporan realisasl 1 Harl Laporan Final
realisasi semester petama APBD seria bulanan, triwulan,
prognosis untuk 6 bulan berikutnya dan semesteran
untuk diarsipkan
6 |Memberikan stempel, agenda, arsip dan F T Arsip Dokumen 1 Hari Laporan Final
menyampaikan ke BPKAD (E‘@ Laporan dan
menyampaikan ke
BPKAD

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 45 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi : 14 November 2022___
Tanggal Efektif : LA P
Disahkan oleh gpafarDinas Pay R eatif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS N :ibing, M. S
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN \':2? P h iﬁa;ﬂtama Muda
P 7131988031009
Judul SOP : Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pendidikan minimal D3

1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat 2. Menguasai Komputer
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 4. Sub Koordinator Substansi Keuangan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan 5. Bendahara Pengeluaran
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provins| Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penerbitan Dokumen SP2D/U/GU/TU/LS Gajl dan Tunjangan. 1, Komputer 5. Aplikasi SIPD
2, ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
4, Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya realisasi program pada tahun
berikutnya.

SP2D, DPA, BKU, Daftar Gaji dan Tunjangan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Keglatan Pejabat Sub Koordinator Sekretaris Kepala Keterangan
Wakt o]
Pelaksana (JHU) Substansi Keu Dinas Dinas Rajenghapan i i
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengumpulkan data dan bahan Dokumen bahan 6 Hari Dokumen bahan
penyusunan laporan serta ( Mulai ’ penyusunan penyusunan laporan
melaporkannya ke Sub Koordinator laporan keuangan keuangan
Substansi Keuangan
2 |Menyusun LRA, Neraca, LO, LPE, dan Dokumen bahan 5 Hari Laporan LRA,
CALK | ] penyusunan Neraca, LO, LPE,
laporan keuangan dan CALK
3 |Meneliti dan melakukan pemeriksaan Laporan LRA, 3 Hari Paraf Laporan
secara menyeluruh terhadap Laporan CLI Neraca, LO, LPE, Keuangan
Keuangan serta membubuhi paraf dan CALK
4 |Meneliti dan melakukan pemeriksaan ! Laporan 1 Hari Laporan Keuangan
secara menyeluruh terhadap Laporan Ej Keuangan yang telah di Tanda
Keuangan serta menandatangani Tangani
laporan tersebut
5 |Menyampaikan Laporan keuangan Berkas Laporan 1 Hari Laporan Keuangan

kepada Kepala Daerah melalui BPKD
sebagai dasar penyusunan laporan

( Selesai ’

yang telah di
sampaikan BPKD,
Inspektorat

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 46 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi . 14 November 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tirhur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

3.

Pendidikan minimal D3

Menguasai Komputer

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
Sub Koordinator Substansi Keuangan

Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji

O ;b wN =

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penerbitan Dokumen SP2D 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. SOP Penerbitan SPM Gaiji dan Tunjangan 2. ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
_4._Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya pembayarn Gaji dan Tunjangan

SP2D, DPA, BKU, Daftar Gaji dan Tunjangan.

Pegawai.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

No Tahap Kegiatan Peiabat Sub Koordinator s Keterangan
Pelaksanan (JFU) | Substansi Keu Dinas Kaltnghapss ety S
1 2 3 4 5 [:] 7 8 9
1 |Input Data pegawai ke Badan Dokumen pengusulan gaji 6 Hari Dokumen pengusulan
Pengelola Keuangan Daerah ( Mulai ' berdasarka SK kenaikan gaji berdasarkan SK
pangkat dan berkala kenaikan pangkat dan
pegawai berkala pegawai
2 |Menerima daftar perhitungan gaji Dokumen pengusulan gaji 5 Hari Daftar Gaji
berdasarkan data pegawai Ej berdasarka SK kenaikan
pangkat dan berkala
pegawai
3 |Pengujian gaji oleh bendahara Dokumen daftar gaji dan 2 Hari Dokumen yang telah
pembantu urusan gaji CH kartu pegawai disetujui dan di tanda
tangani
4 |Verifikasi gaji oleh pejabat X Dokumen daftar gaji dan 1 Hari Dokumen yang telah
penatausahaan keuangan (PPK) E!_I kartu pegawai, SPP, SPM, disetujui dan di tanda
Surat Pernyataan tangani
pengajuan SPP
5 |Dokumen diserahkan kepada Kepala Dokumen daftar gaji dan 1 Hari Menandatangani
Dinas Untuk di Tanda Tangani f I kartu pegawai, SPP, SPM, dokumen Gaji, SPP,
Surat Pemyataan SPM, dan pengantar
pengajuan SPP
6 [Menyampaikan pengajuan daftar gaji, ; Dakumen daftar gaji dan 1 Hari SP2D Gajl
SPP, SPM, dan kelengkapannya Ej kartu pegawai, SPP, SPM,
Surat Pernyataan
pengajuan SPP
7 |Menerima SP2D gaji dan cek untuk Cek Rekening Giro 1 Hari Daftar gaji yang

pencairan pembayaran gaji pegawai

Selesai

bendahara pengeluaran

diterima

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN

Nomor SOP " 47 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif ;

Disahkan oleh

Judul SOP : Penerbitan SPMA&B dan Tunjungan) ke-13

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Pendidikan minimal D3

Peringatan :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat | 2. Menguasai Komputer

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 4. Sub Koordinator Substansi Keuangan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan 5. Bendahara Pengeluaran

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
6. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022;
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Dokumen SP2D; 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. SOP Penerbitan SPM Gaji dan Tunjangan. 2. ATK 6. Lemari File
3. Printer 7. Map
4. Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya pembayaran Gaji-13 serta
Layanan Keuangan Dinas mengalami ketenambatanjugLa.

SP2D, DPA, Daftar Gaji dan Tunjangan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

N Pelaksana Mutu Baku
o Tahap Kegiatan Pejabat Sub Koordinator Kepala Ketscangan
Pelaksanan (JFU) | Substansi Keu Di:as Aiangapem i o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Membuat Daftar Perhitungan Gaji Ke- Menerima daftar gaji Mei 3 Hari Daftar Gaji ke-13
13 yang mengacu pada Gaji bulan Mei ‘ Mulai ) dan Juni load master dari
atau Juni, dilaksanakan setelah ada BPKD
surat edaran Menteri Keuangan
2 |Menguji kebenaran gaji 13 oleh Lﬁ Dokumen pengusulan gaji 5 Hari Daftar Gaji ke-13
Bendahara dan Pengisian Kartu Gaji | I berdasarka SK kenaikan
pangkat dan berkala
pegawai
3 |Membuat SPM berdasarkan Dokumen daftar gaji dan 2 Hari Penandatanganan
berdasarkan Daftar perhitungan gaji 13 CLI kartu pegawai Daftar Gaji ke-13
yang telah dibuat dan diparaf
4 |Mengajukan SPP, SPM, dan berkas Dokumen daftar gaji dan 30 menit Penandatanganan
lainnya untuk ditandatangani kepala | I kartu pegawai, SPP, SPM, Daftar Gaji ke-13
dinas Surat Pemyataan
pengajuan SPP
5 |Menyusun pengajuan Gaji ke-13 ke Dokumen daftar gaji dan 1 Hari Mebubuhi Paraf pada
BPKAD Ej kartu pegawai, SPP, SPM, Dokumen
Surat Pemyataan
pengajuan SPP
6 |Menyampaikan pengajuan daftar gaji, Dokumen daftar gaji dan 1 Hari Dokumen Gaji
SPP, SPM dan kelengkapannya Ej kartu pegawai, SPP, SPM,
Surat Pemyataan
pengajuan SPP
7 |Menerina SP2D Gaiji dan Cek untuk Daftar Gaji lengkap serta 1 Hari Pengantar SPP dan
pencairan pembayaran gaji pegawai arsip kelengkapannya

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP ~48 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efekif : P T
Disahkan oleh AT ISR A Wi Kreatif
Q} P a
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / i
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
SEKRETARIAT DINAS \z
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN N _Peat(pa Utama
N\ A LATPrOB867 131985031009
Judul SOP : Penerbitan SPP Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarig Pemerintahan Daerah;

1.

Pendidikan minimal D3

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perangkat | 2. Menguasai Komputer

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 4. Sub Koordinator Substansi Keuangan
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan 5. Bendahara Pengeluaran

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
6. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022;
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur;
0. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur,
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Dokumen SP2D; 1. Komputer 5. Aplikasi SIPD
2. SOP Penerbitan SPM UP/GU/TUILS. 2. ATK 6. Lemari File

3. Printer 7. Map
4. Cap Dinas 8. Filling Kabinet

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Apablla tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada terhambatnya realisasi program tahun

SP2D, DPA, BKU, Buku Register SPP TPP, Disimpan dalam Soft dan Hard Copy.

berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

" - Pelaksana
. shap Kegiatan Bendahara Sub Koordinator |  Sekretaris Pengguna Keterangan
Pengeluaran Substansl Keu Dinas Angngran Kelengkapan BN Akt
! 2 3 4 5 [ 7 8 [] 10
1 |Menerima Rekapitulasi Absensi Menerima daftar 3 Hari Daftar Gaji ke-13
Pegawal dari Bagian Umum dan ( Mulai ) gaji Mei dan Juni
Kepegawaian load master dani
BPKD
2 |Meneliti Rekapan Daftar Hadir Pegawal Dokumen 5 Hari Daftar Gaji ke-13
untuk prses ke BPKD I pengusulan gaji
— berdasarka SK
Lanalkan nanakal
3 |Koreksi tanda terima oleh Sub Dokumen daflar gaji 2 Harl Penandatangana
Koordinator Substansi r‘—’j dan kartu pegawal n Daftar Gaji ke-
13
4 |Pengajuan konsep TPP ke BPKD untuk ! Dokumen daftar gajif 30 menit |Penandatangana
dilakukan penyesuaian ﬁj dan kartu pegawali, n Daftar Gaji ke-
SPP, SPM, Surat 13
Pemyataan
5 |Menerima konsep TPP yang telah Dokumen daftar gaji 1 Harl Mebubuhi Paraf
dikoreksi oleh BPKAD untuk pembuatan CH dan kartu pegawal, pada Dokumen
SPP, SPM, dan Kwitansi sesuai koreksi SPP, SPM, Surat
Pemyataan
6 |Meneliti dan mebubuhi paraf TP, SPP, Dokumen daftar gaji 1 Hari Dokumen Gaji
SPM , dan Kwitansi untuk pengajuan ke l Hl dan kartu pegawal,
BPKD SPP, SPM, Surat
7 |Meneliti dan mebubuhi paraf pada TP, Daftar Gaji lengkap 1 Harl Pengantar $PP
SPP, SPM, dan Kwitansi untuk o | serta arsip dan
pengajuari ke BPKD kelengkapannya
8 |Pengajuan SPP, SPM, Daftar TPP, dan ) Dokumen daftar gajil 30 menit |Penandatangana
Kwitansi ke Kepala Dinas untuk dan kartu pegawai, n Daftar Gali ke-
ditandatangani E’j SPP, SPM, Surat 13
_Pemyataan
9 |Pengajuan SPP, SPM, Daftar TPP, dan ] Dokumen daftar gaji 1 Hari Mebubuhi Paraf
Kwitansi ke BPKD @ dan kartu pegawai, pada Dokumen
SPP, SPM, Surat
Pemyataan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BIDANG DESTINASI
SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN BUATAN

Nomor SOP 149 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |: 23 Agustus 2021
Tanggal Revis| : 14 November 2022
Tang_gal Efektif
Disahkan oleh

f

i

\‘-;/

Judul SOP : Pengelolaan Retribusi Kmsa\lw/m (Lasiana dan Gua Monyet)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT
Tahap Il periode 2018 - 2022.
Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 fetang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tarif Retribusl Izin
Trayek, Refribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelzksanaan Standar Operasional Prosedur
Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan

3. Memahami Teknis Pengelolaan Retribusi
4, Mampu Mengoperasikan Komputer

Keterkaitan :

IPoraIaunfT’erlcngkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar 1. ATK 4, Karcis Retnbusi
2. SOP Penanganan Sewa Lapak 2. Komputer 5. Peralatan Kebersihan
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada pendapatan
daerah dari Retribusi tempat rekreasi

1. Data Terget Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas Parekraf Provinsi NTT
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Buku Ekspedisi

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan
e Sub Koordinator :;Tr:; Pelaksana |KepalaDinas| Kelengkapan Waktu Output Keterangan
- 2 3 4 5 ] 7 ] 2 o
1 |Mengajukan kebutuhan Karcis Retribusi
kepada Bac!an Pendapatan dan A‘set Prov. m DPA 15 menit Petunjuk Kerja
NTT melalui Pemegang Barang Dinas
|
2 |Memberikan arahan kepada Sub L3 ;
Koordinator terkait pelaksanaan tugas Renstra,Renja 8. | o ot Disposisi Kabid
pengelolaan retribusi DPA
3 |Menerima dan mendistribusikan karcis
serta memberikan arahan kepada petugas Buku Karcis 15 Menit Buku Karcis
lapangan
4 |Petugas Lapangan membersihkan lokasi Buku Karcis, _
serta menjaga keamanan dan melakukan 4 Porsiatan ) Kel;ersnl;an,kgamana
pemungutan retribusi harian berdasarkan Kebersihan-dan 8 jam n Daa:mﬁnﬂ'maan
kategori karcis Koamenag (Uang)
5 |Petugas Lapangan membuat rekapan data
kunjungan dan menyetorkan hasil _
pungutan kepada Bendahara Penerima e M Dg‘;:‘g;l;’:g;’;:ﬁ"
Dinas Parekraf setiap minggu pada hari Uku Karcis, Uang ! et
senin dengan mengetahui kepala seksi
dan kepala Bidang destinasi
6 |Bendahara Penerima menyetorkan )
penerimaan ke kas daerah dan membuat Bukti ERERERSES
bulan dengan tembusan kepada kepala laporan
Bidang Destinasi
7 |Kepala Bidang melaporkan hasil retribusi > Bukti Laporan Realisasi
kepada kepala dinas setoran,Agenda dan Penerimaan daerah
| laporan
8 |Menatausahakan administrasi penerimaan Bukti ey
i i i . ealisasi
asli daerah dan kunjungan wisatawan @ setoranAgendadan | 15 Menit P:Zp:r;rangaRn d;erah
laporan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA
SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN BUATAN

Nomor SOP . 50 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan [ 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2021

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Judul SOP : DUKUNGAN DANA FESTNAL SENI BUDAYA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1.

Memahamai Tupoksi Dinas;

2. Peraturan Presiden Nomor B1 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2. Memahami Jenis Festival Budaya di NTT;
2010-2025 3. Cermat dan Teliti;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Than 2012 tentang Pedoman Penyusunan 4. Mampu Mengoperasikan Komputer.
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Dukungan Dana Festival Seni Budaya 1. Komputer,
2. Internet,
3. ATK;
4. Kamera/Alat Perekam pendukung lainnya;
5. DPA-SKPD Tahun 2021, Dokumen terkait.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan mengganggu jalannya administrasi pencairan dana 1. Pendataan Jadwal kegiatan Festival Seni Budaya,
bantuan Festival Seni Budaya 2. Pengolahan Data Festival Seni Budaya di NTT;
3. Bahan untuk pembuatan Calender of Event;
4, Hard Copy dan Soft File.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Kabupaten/Kota se-NTT dan diteruskan ke
Kadis untuk diberikan disposisi surat

Pelaksana
No. Tahapan Keagi Sub Koordinator :
P agatan Pelaksana Substansi Peng. | Kabid Destinasi ; P E!m.as K Keterangan
Bidang Wisata Budaya Makietirls Kepala Dinas ariwisata elengkapan Waktu Output
dan Buatan Kab/Kota
1. | Membuat Juknis , RAB dan KAK kegiatan
Mulal ATK, Komputer/
@ Laptopp 1Jam Dokumen
2. | Mengetik surat pemberitahuan ke Dinas ,
Pariwisata seluruh Kabupaten/Kota se- NTT K
AmLa;’:'f”‘e” 10 Menit Surat Keluar
3. | Mengkoreksi konsep surat pemberitahuan.
Apabila setuju memparaf dan menyerahkan TIDAK YA
kepada Kabid. Apabila tidak setuju diskusikan . Surat Keluar
kepada Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki. Y S TN Lembar Disposisi
4. | Pelaksana Bidang, menerima surat yang telah
ditanda tangani Kadis, kemudian mengirimkan i YA Amplop Surat
surat ke Dinas Pariwisata seluruh e / 5“;"3, "] 30 Menit Surat Keluar
Kabupaten/Kota se- NTT 4+
5 | Kepala Dinas menelaah, mengoreksi. Apabila
sefuju menandatangani dan menindaklanjuti TIDAK YA Surat yang telah
surat keluar. Apa bila tidak setuju dikembalikan di Tanda 2 Jam Surat Keluar
kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki. Tangani
6 | Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTT ¥
menerima surat dan mengirimkan data serta Amplop Surat .
jadwal pelaksanaan Festival Seni Budaya pEmail 5 menit Surat Masuk
7 | Dinas Pariwns:;tg 1an Ek;af.PE;Ipv. N;I;-Msata Surat Masuk,
menerima surat balasan dari Lnas - Amplop Surat, | g oo Lembar disposisi
Selesai Email 9 Kadis untuk
ditindaklanjuti

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 51 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022 _—_

Tanggal Efektif % TAH Ppn\

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BIDANG DESTINASI PARIWISATA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Judul SOP : Penetapan Destinﬁw" ta Baru

Kualifikasl Pelaksana :

Dasar Hukum :
1. Undang - undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
S. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l priode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Penierintah Provinsi NTT.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggar Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
8. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Ill
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK 4. Buku Agenda Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer. 5. Stampel

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Penetapan Destinasi Wisata

Disimpan dalam bentuk Hard dan Soft File

Baru

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Tahap Kegiatan
Sub Koordinator | Pejabat Pelaksana| Kepala Bidang Ke;::::: ::;“ Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. |Memerintahkan pejabat pelaksana
untuk membuat Kerangka Acuan Mulai
Kegiatan (KAK) dan Rincian Anggaran DPA-SKPD Tah ;
Biaya (RAB) Penetapan Destinasi 2021 - 30 Menit Pettgg;ﬁnﬁ:fnsan.
Wisata Baru seksi Sarana dan
Prasarana.
2. |Pejabat Pelaksana Membuat Konsep
Surat Keluar, melalui persetujuan ,
Kepala Seksi dilanjutkan ke Kepala Petunjuk Atasan,
Bidang.  Apabila  tidak _setuju ATK, . Bahan Kelengkapan
dikembalikan kepada Pejabat Komputer/Laptop konsep Surat Keluar
Pelaksana untuk diperbaiki. Dokumen
3. |Kepala Bidang mengoreksi konsep
surat keluar, SK. Apabila setuju /\ -
memaraf dan meneruskan kepada s . .
Kepala Dinas, apabila tidak disetujui Y Surat 30 Menit Draft Surat Keluar
maka dikembalikan kepada Kepala
Seksi.
4. |Kepala Dinas menelaah, mengoreksi.
Apabila setuju menandatangani dan
menindaklanjuti surat keluar. Apa bila Tidak Amplop Surat
tidak setuju dikembalikan kepada &fgm e‘;’a 30 Menit Surat Keluar
Kepala Bidang untuk diperbaiki. Ya
5. |Pejabat Pelaksana :
. : Dokumentasi,
g‘af‘“rgnd:";’“;g‘akg"al:- '“ezga_r:;;’:a“ Selesai Amplop Surat, e Mengarsipkan dan
- ina s Internet Mendistribusikan
Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Nomor SOP : 52 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan - 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi . 14 November 2022=—=._

Tanggal Efektif

,,\vﬂ AR P'?cﬁ\

Disahkan oleh

" ale g

g-X3awasan Wisata (Lasiana dan Gua

Pengelolaan
Monyet).

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il priode 2018-2022.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggar Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma IlI
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

4. Buku Agenda Surat Keluar
5. Stampel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Food

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Soft file

Court

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PELAKSANA MUTU BAK
No. Tahap Kegiatan Sub Pejabat Kepala Kepala Dinas Keterangan
Koordinator | Pelaksana Bidang Parekraf Kelengkapan e Shitput
1 2 K] 4 5 ] 4 8 9 10
1. |Memerintahkan pejabat @
pelaksana untuk membuat MOU s Petunjuk
Pengelolaan Food Court seksi Atasan, 30 Menit Petunjuk Atasan,
Sarana dan Prasarana. Dokumen Dokumen
2. |Pejabat Pelaksana Membuat )
MOU  melalul  persetujuan L
Kepala Seksi dilanjutkan ke "</ ATK, Bahan
Kepala Bidang. Apabila tidak Komputer/Lapto 1 Jam Kelengkapan
setuju dikembalikan kepada P konsep MOU
Pejabat Pelaksana untuk
diperbaiki.
3. |Kepala Bidang mengoreksi 4
konsep MOU. Apabila setuju J/ Ya
memaraf dan meneruskan Tidak N\ Bahan
kepada Kepala Dinas, apabila ‘( Kelengkapan | 30 Menit Draft MOU
tidak disetujui maka MOU
dikembalikan kepada Kepala
Seksi
4. |Kepala Dinas menelaah, ,
mengoreksi. Apabila setuju / >
menandatangani dan Tidak "\ _
menindaklanjuti MOU. Apabila Ya Mou 30 Menit Mou
tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Bidang untuk
5. |Pejabat Pelaksana 1 Kelengkapan 1 Jam Dokumentasi,
mengdokumentasikan, aler kegiatan Mengarsipkan dan
mengarsipkan dan Laporan Mendistribusikan
mendistribukan laporan kegiatan Kegiatan Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP

: 53 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan

: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi

. 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA

W NIP1P6807131989031009

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Judul SOP

: Pengelolaan Talle_ttl(awaép-Wisata (Lasiana dan Gua Monyet)

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il priode 2018-2022.

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggar Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal Diploma Ili
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Peralatan/perlengkapan :

Keterkaitan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK 4, Buku Agenda Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2.  Komputer. 5. Stampel

3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Soft file

Toilet

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No. Tahap Kegiatan i
B Sub Koordinator| Pejabat Pelaksana Kepala Bidang Ke:::::r:;as Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 g
1. |[Memerintahkan pejabat pelaksana untuk
membuat MOU Pengelolaan Toilet seksi Sarana : g
Hdan Prassrana. Mulal Petunjuk Atasan, 30 Menit Petunjuk Atasan,
Dokumen Dokumen
2. |Pejabat Pelaksana Membuat MOU melalui v
persetujuan Kepala Seksi dilanjutkan ke Kepala \ Ya
Bidang. Apabila tidak setuju dikembalikan ATK, tJam Bahan Kelengkapan
kepada Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki. Komputer/Laptop konsep MOU
3. |Kepala Bidang mengoreksi konsep MOU. Apabila
setuju memaraf dan meneruskan kepada Kepala X
Dinas, apabila tidak disetujui maka dikembalikan Tidak / vl Bahan Kelangkapan 30 Menit Draft MOU
kepada Kepala Seksi \ ( i
4
4. |Kepala Dinas menelaah, mengoreksi. Apabila W
setuju menandatangani dan menindakianjuti Tidak /
MOU. Ap_abila tidak set_uju dikembalikan kepada MOU 30 Menit MOU
Kepala Bidang untuk diperbaiki
Ya
5. |Pejabat  Pelaksana  mengdokumentasikan, Dokumentasi
'Ir:;e?agtaar:mkan dan mendistribukan laporan m keKiE:g‘nglL(:p:rr‘an - Mengarsipkan dan
g g Kegia!a’; Mendistribusikan

Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Dasar Hukum :

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI
SEKSI PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM

Nomor SOP__ " 54 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan __|: 14 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif =

Disahkan oleh 23 ] eatif

5 !ﬁ’ama Muda
P 196807131989031009

Judul SOP

Kegiatan Seksi Pengemmbangan Atraksi Wisata Alam

1

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kualifikasi pelaksana :

2.
3.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018 - 2022.

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tetang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.
Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer; 4. Stempel,

2. SOP Penangana Surat Keluar 2. ATK; 5 Buku terkait.
3. Buku Agenda Surat Keluar,;

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Sunday Lasiana Beach

Disimpan dalam Soft Copy dan Hard Copy

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

= RSN Sub Koordinator Fejbat Kepala Bidang Kepeta Dinas Kelengkapan Waktu Output e
Pelaksana Parekraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |memerintahkan Pejabat Pelaksana Bahan 1 Jam Petunjuk Atasan,
untuk mempersiapkan kebutuhan ‘ Mulal ’ Kelengkapan Dokumen
adminitrasi dan kelengkapan untuk Kegiatan Sunday
melaksanakan kegiatan Sunday Lasiana Beach
Lasiana Beach
2. |Menyiapkan adminitrasi dan Petunjuk Atasan, 1 Hari Kelengkapan Bahan
Kelengkapan Kegiatan Sunday A Dokumen Kegiatan Sunday Lasiana
Lasiana Beach Beach
3. |Melaksanakan Kegiatan Sunday Kelengkapan 12 Bulan Kegiatan terlaksana
Lasiana Beach Bahan Kegiatan
Sunday Lasiana
Beach
4. |Menyusun laporan hasil kegiatan \ Kegiatan 2-5Hari Semua File, Dokumen ,
Sunday Lasiana Beach yang Terlaksana Dokumentasi terkait
ditandatangani Kepala Dinas kegiatan Sunday Lasiana
Beach
5. |Kepala Dinas Menandatangani L Semua File, 1-2Jam Laporan Kegiatan Sunday
Laporan Kegiatan Sunday Lasiana Dokumen , Lasiana Beach
Beach Dokumentasi
terkait kegiatan
Sunday Lasiana
6. |Mengarsipkan Laporan Sunday v Laporan Sunda 20 menit Mengarsipkan dan
Lasiana Beach ™ Lasiana Beach Mendistribusikan Laporan
‘ Selesai Kegiatan Sunday Lasiana
Beach Ke Sub Bagian
Umum, Sub Bagian PDE
dan Sub Bagian
Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Peraturan Gubemur NTT Nomer 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Nomor SOP : 55 Tahun 2022
[Tanggal Pembuatan__|: 14 November 2022
Tanggal Revisi =
Tanggal Efekiif AT '
Disahkan oleh fﬁft’galabm Kreatif
S/ | Provinsi
e TR
A Q\‘;EF{;\:{;
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KON Kt
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF —~Dr Drs
BIDANG DESTINASI 0,):: nd Utama Muda
SEKSI PENGEMBANGAN ATRAKS| WISATA ALAM Ten NP1968807131989031009
[Judul SOP : Keglatan Seksi Péngembangan Atraksl Wisata Alam
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 1. Pendidikan minimal SLTA,
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- | 2. Menguasai Tata Naskah Dinas;
2025. 3. Menguasai Komputer.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018 - 2022.
6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tetang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
7. Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubemur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.
8.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer;

2. SOP Penangana Surat Keluar 2. ATK;
3. Buku Agenda Surat Keluar;
4. Stempel,
5. Buku terkait.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Sunday Lasiana
Beach

Disimpan dalam Soft Copy dan Hard Copy

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MUTU BAKU

PELAKSANA
Sub Koordinator Keterangan
No. Tahap Kegiatan Substansi Pejabat Kepala Dinas Kkt Waktu — 9
Pengenmbangan Putaosai Kepala Bidang Sekretaris Parekraf gkapal P
Wisat Atraksl| Alam

1 F] 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

1. [Memerintahkan pejabat pelaksana DPA-SKPD Tahun 30 Menit Petunjuk Atasan,
untuk membuat Kerangka Acuan @ 2021 Dokumen
Kegiatan (KAK) dan Rincian
Anggaran Biaya (RAB) Sunday
Lasiana Beach seksi
Pengembangan Atraksi Wisata
Alam.

2. |Pejabat Pelaksana Membuat Petunjuk Atasan, 1Jam Bahan
Konsep Surat Keluar, SK melalui Dokumen Kelengkapan
persetujuan Kepala Seksi C —y konsep Surat
dilanjutkan ke Kepala Bidang. — Keputusan (SK)
Apabila tidak setuju dikembalikan dan Surat Keluar
kepada Pejabat Pelaksana untuk
diperbaiki.

3. |Kepala Bidang mengoreksi konsep Bahan 30 Menit Draft Surat
surat keluar, SK. Apabila setuju Kelengkapan Keputusan (SK)
memaraf dan meneruskan kepada /\ konsep Surat dan Surat Keluar
Sekretaris apabila tidak disetujui Tidak N Ya Keputusan (SK)
maka dikembalikan kepada Kepala X dan Surat Keluar
Seksi

4. |Sekretaris mengoreksi konsep surat ' Draft Surat 30 Menit SK Keglatan dan
keluar, SK. Apabila setuju memaraf Tidak P o Keputusan (SK) surat keluar
dan meneruskan kepada Sekretaris ANy dan Surat Keluar
apabila tidak disetujui maka Ya
dikembalikan kepada Kepala Bidang

5. |Kepala Dinas menelaah, SK Kegiatan dan 30 Menit Surat Keputusan
mengoreksi. Apabila setuju surat keluar (SK) dan Surat
menandatangani dan l:j Keluar
menindaklanjuti surat keluar, SK.

Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki

6. |Pejabat Pelaksana . Kelengkapan 1 Jam Dokumentasi,
mengdokumentasikan, s kegiatan Laporan Mengarsipkan dan
mengarsipkan dan mendistribukan Kegiatan Mendistribusikan

laporan kegiatan Lapcran Kegiatan i

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP - 56 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan |: 14 November
Tanggal Revisi ri—
Tanggal Efektif N o\ 5
Disahkan oleh KepélaDinas Pariwiga eatif
(’1 1 ProvinsiNGsa
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ] SARIMEATA 2
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF \ *"\k Ceanutt </l
BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF \‘.:--—DRf.Drs M. Si
SEKSI JARINGAN PEMASARAN ::w 33. 5 ngj;ai;«gagoamog
Judul SOP PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA JARINGAN PEMASARAN
(SWAKELOLA)

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2019 tentang Kepariwisataan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Kepariwisataan Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penvusunan Peranakat Daerah Provinsi Nusa Tenaaara Timur

7. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

10.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memahami Tata Naskah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
2 Memahami Sistematika Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran
3. Memiliki Kemampuan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Jaringan Pemasaran (Swakelola)

1. ATK

2. Komputer.

3. Printer.

4. Jaringan Intemet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penanganan prosedur pelaksanaan kegiatan kerjasama jaringan pemasaran
(swakelola) terhambat maka akan berdampak pada terlambatnya jadwal pelaksanaan kegiatan

1. Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
2. Didistribusikan sebagai Laporan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

NO.

TAHAPAN KEGIATAN

SUB KOORDINATOR

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG SEKSI JARINGAN PELAKSANA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
PEMASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10
1 |Memerintahkan Kepala Bidang untuk
menyiapkan kelengkapan kegiatan (surat ‘ Mulai ’
menyurat dan membuat tim kerja DPA SKPD 1Jam Disposisi
pelaksana kegiatan)
2 |Memerintahkan Sub Koordinator beserta
staf untuk menyiapkan kelengkapan I ]
kegiatan ( surat-surat dan membuat SK ) ’ ;
Tim Kerja Pelaksana Kegiatan) Disposisi Kadis 1 Hari Draft SK Tim Kerja Kegiatan
3 |Melakukan identifikasi calon tim kerja,
pihak-pihak yang terlibat/mitra kerja dan l——dﬁ ,iﬁ
sasaran kegiatan/peserta sesuai dengan
kriteria untuk pelaksanaan kegiatan dan I Draft SK Tim Kerja Kegiatan 15 Hari Laporan Hasil Identifikasi
melaporkan kepada atasan langsung
4 |Melaporkan hasil identifikasi calon tim
kerja, pihak-pihak yang terlibat/mitra W
kerja dan sasaran kegiatan/peserta 1' | Draft SK Kepala Dinas
sesuai dengan kriteria untuk Laporan Hasil Identifikasi 1hari |tentang Tim Kerja Pelaksana
pelaksanaan kegiatan untuk penetapan Kegiatan
SK Tim Kerja Pelaksana Kegiatan
5 |Menandatangani penetapn SK Tim Kerja
Pelaksana Kegiatan Draft SK Kepala Dinas SK Kepala Dinas tentang
tentang Tim Kerja Pelaksana 1Jam Tim Kerja Pelaksana
Cj Kegiatan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

8 [Menylapkan seluruh kebutuhan Surat-Menyurat dan 15 Han Draft Berkas-Berkas: KAK
kelengkapan administrasi/non l l koordinasi pihak-pihak terkait Kegiatan, TOR Pelaksana
administrasi kegiatan termasuk l I dalam/luar SK Tim Kerja Kegiatan, Peserta,
koordinasi dengan pihak-pihak terkait L Pelaksana Kegiatan, Narasumber/Instruktur, Mitra
dalam /luar SK Tim Kerja Pelaksana l Administrasi KAK, RAB dan Kerja Penyedia Jasa,
Kegiatan Kelengkapan kegiatan lainnya Absensi, dokumentasi

administrasi penunjang
kegiatan

7 |Melaksanakan Kegiatan Berkas-Berkas: KAK

v 3 Kegiatan, TOR Pelaksana
| | Kegiatan, Peserta,
Narasumber/Instruktur, Mitra 1-3 hari Hasil Penyelenggaraan
Kerja Penyedia Jasa, Keglatan
Absensi, dokumentasi
administras| penunjang
kegiatan
8 |Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan  J 4
I ] Hasil Penyelenggaraan 5 Harl Draft Dokumen Laporan
[ | Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan

9 |Melakukan Monitoring dan .Evaluasl Draft Dokumen Laporan
terhadap pelaksanaan kegiatan Draft Dokumen Laporan ahar | Pelaksanaan Kegiatan serta
Kemucian membLt isporan den 1; Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Monitoring dan
melaporkan kepada kepala dinas Evaluasl Kegiatan

10 |Menganalisa dan menelaah Laporan
Kegiatan untuk ditandatangani dan Draft Dokumen Laporan Dokumen laporan
dikembalikan ke bidang teknis kegiatan Pmmbokume Momtomgwm ::ﬂa 1 Hari Pal:k;a:gndkggiataq g‘ar:‘g

n n sudah ditandatangani ole
Evaluasi Kegiatan Kepala Dinas
11 |Menggandakan, Mendokumentasikan, Dokumen Laporan 1 hari Dokumen diarsipkan di
Mendistribusikan dan mengarsipkan ] Pelaksanaan Kegiatan yang Bidang Teknis dan
dokumen A sudah ditandatangani Kepala didistribusikan ke Sub.
Dinas. Koordinator Keuangan dan

Sub. Koordinator PDE

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP “57 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan _|: 14 November 2022
Tanggal Rewsi P e
Tanggal Efektif /,’/ S AR '-"'Ob\\
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG INDUSTR! DAN EKONOMI KREATIF
SEKSI| USAHA EKONOMI KREATIF 19
Judul SOP Fasilitasi Pendaftaran Produk Ekraf Untuk Mendapat HKI
Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar|
Operasional Prosedur Administras| Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Provinsl Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonoml Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.

Memahami tata naskah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT;

2. Memahami tentang proses penyelenggaraan Fasilitasi Pendaftaran HKI;
3
4. Memiliki kemampuan membuat surat menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Memiliki kemampuan mengadministrasi;

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.
4. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. ATK
2. Komputer/Printer/Scanner.
3. DPA,TOR,RAB

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan terhambatnya proses fasilitasi
pendaftaran produk ekonomi kreatif untuk mendapatkan HKI/ hak ciptanya.

Data disimpan dalam bentuk Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MUTU BAKU

PELAKSANAAN
KEP, .Dep. ra
EPALA BIDANG KOORDINATOR PELAKSANA KADIS dan Publikasi SENTRA HAKI | PENGUSUL | KELENGKAPAN WAKTU OuUT PUT
Mengarahkan subkkordinator
— D
pelaksanaan kegiatan DPA SKPD 1 Jam Disposisi
Menyiapkan kelengkapan dan J,
administrasi kegiatan KAK, RAB, Surat
< Disposisi 1 minggu meyurat dan naskah
MOU
M ima laporan terkai
essason niseninaiog KAK, RAB, Surat Naskah KAK, RAB,
kegitan meyurat dan naskah 1 hari Surat meyurat dan
MOuU naskah MOU
Mengadakan sosialisasi
terkait HKI dan tata cara
pengajuan (kerja sama Agenda kerja 1 hari Berkas MOU
dengan Kemenkumham)
Mengumpulkan syarat Agenda Kerja Berkas pengajuan paten
Administrasi dan Substansi
dari ketentuan pengajuan HKI 1-2 minggu
beserta dokumen draft
Menelaah syarat administrasi \ Tidak Agenda kerja Berkas pengajuan paten
dan substantif dokumen draft k .
yang diusulkan K 1 -2 minggu
Ya
Mengajukan berkas Draft Pengelola Surat Pengantar dan
(dokumen draft) yang Pengajuan Paten permchonan paten
merupakan persyaratan Y Hasil UMKM
pengajuan HKI ke Direktorat B E
Jenderal Hak Kekayaan L | 1 minggu
Intelektual Hukum dan HAM

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

8. |Melakukan pembayaran Naskah Pengajuan |12 harl Dokumen Hasil
berdasarakan surat perintah Hak Paten Hasil Penelusuran
pembayaran permohonan UMKM
pendaftaran merek yang
diajukan

9. [Memantau proses pengajuan v v v v Naskah Pengajuan Surat perintah
Hak Paten UMKM sampali I I l Hak Paten Hasil pembayaran yang telah
keluamya HKI darl UMKM UMKM 12 harl divalidasl

10 |Membuat laporan Hasil pelaksanaan Draft dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan » D kegiatan pelaksanaan keglatan

11. |Menelaah laporan kegiatan Draft dokumen
untuk ditandatangani dan Ej laporan pelaksanaan Dokumen laporan final
dikembalikan ke bidang kegiatan pelaksanaan keglatan

yang sudah
ditandatangani

12 Menggaa:rdak_an. W Dokumen laporan Dokumen
mendismlbuakan dan F— final pelaksanaan didistribusukan dan
mengarsip dokumen - kegiatan yang sudah diarsipkan

ditandatangani

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKSI USAHA EKONOMI KREATIF

Nomor SOP :58 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |: 14 November 2022

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektf /7 m”‘ "'Rn 1\ /7 i

Disahkan oleh . ot -

Judul SOP PENYUSUNAN PERAT BAE RAH-TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF

[Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi

1. Memahami tata naskah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Nusa Tenggara Timur,

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Menguasal Komputer;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasl 2010-2025 3. Memiliki kemampuan mengadministrasl;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar | 4. Memiliki kemampuan membuat surat menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor @ Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provins| Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsin Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasl Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/printer/scanner
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP pembuatan TOR dan RAB di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. DPA, RAB, KAK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan

Disimpan dalam bentuk dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

mengarsipkan dokumen

pelaksanaan kegiatan
yang suah

ditandatangani

didistribusi ke PDE

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan
N Sahagen Kegintan ::::::: Sub koordinator| Pelaksana | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 8
1 ) 3 4 [ 8 9 10 11
1 |Mengarahkan sobkoordinator untuk (M b )I DPA SKPD 1jam Disposisi
menyiapkan pelaksanaan kegiatan i
2 |Menyiapkan berkas-berkas administrasi dan h 4 Disposisi 1 minggu |Format KAK, RAB, Surat
kelengkapan pelaksanaan kegiatan (_! menyurat, SK, dll
3 |Melakukan koordinasi dengan perangkat l : Draft SK Tim Penyusun |1 minggu |SK Tim Penyusun
daerah-perangkat daerah terkait serta ZH_I rancangan Perda Rancangan Perda
melaksanakan rapat persiapan
4 |proses pengumpulan bahan data naskah '—L N SK Tim Penyusun 1 bulan Naskah Akademik
akademik e Rancangan Perda
5 |Rapat pembahasan naskah akademik & - & 1 Naskah Akademik dan |1 hari Rancangan Perda
| ] | \ 4 ] draft rancangan Perda
| § 1 | ]
6 |Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 4 L Draft laporan 1 hari Draft laporan
kegiatan l | TR pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
dan dokumen hasil
evaluasi
7 |Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Draft laporan 1 minggu |Draft laporan
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
dan dokumen hasil dan dokumen hasil
- evaluasi evaluasi
8 Menelaah laporan kegiatan untuk Draft laporan Dokumen laporan final
ditandatangani dan dikembalikan ke bidang pelaksanaan kegiatan pg|aksa naan kegiatan
dan dokumen hasil
I oaunliaael
9 [Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen laporan final |1 jam Dokumen diarsipkan dan

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP : 59 Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Tanggal Pembuatan _ |: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dl

NAS
PARINIS ATADAN
" EXONCH: AREATY

Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterkaitan
1. SOP Penanganan Surat Masuk.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah

LT s
Judul SOP Festival Pelaksw Festival
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4,

Peralatan/perlengkapan :

2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK 5. Meja
2. Komputer/Printer. 6. Kursi

3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4, Surat Masuk dan 8. Jaringan Internet

Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur Kegiatan Festival maka akan berdampak pada Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
jﬁtersediaan anggaran dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

ketiga terkait pelaksanaan kegiatan

yang sudah ditandatangani

lainnya

Sub
No. Tahap Kegiatan Kepala Koordinator Keterangan
kapan Waktu 9
Bidang Kepala Dinas Promost Pelaksana Pihak Ke lll |Kelengkapa Output
Pariwisata
2 3 4 5 3 7 ] 10 11 12

Memerintahkan Sub Koordinator berserta staf|
untuk membuat SK Panitia Pelaksana Kegiatan E«j DPA SKPD thar | SKPanitia Pelaksana Keglatan
Melakukan indentifikasi pihak ke 3 yang sesual
dengan kriteria untuk pelaksana kegiatan, SK Panitia Pelaksana 2 minggu -
kemudian melaporkan kepada atasan langsung Kegiatan 1 bu?gn Laporan hasil identifikasi
melaporkan hasil identifikasi pihak ke 3 kepada
Kepala Dinas untuk tindak lanjut SK Penetapan é

: ) draft SK Penetapan Pihak ke 3
Pihak Ketiga Penyelenggara Kegiatan laporan hasil identifikasi 1jam penyelenggara kegiatan
Menandatangani SK Penetapan Pihak Ketiga
Penyelenggara Kegiatan draft SK Penetapan Pihak SK Penetapan Plhak ke 3

ke 3 penyelenggara 1jam penyelenggara kegiatan yang
keglatan sudah ditandatangani
Menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi/non =y - -
administrasi termasuk koordinasi dengan pihak ta i , berkas peserta
SI:: aions P:':.P'::;T;:na 2 minggu - | kegiatan, tanda terima SK, dan
penyelengg 1 bulan |dokumen administrasi pendukung

mendistribusikan dan mengarsipkan dokumen.

Melaksanakan kegiatan festival KAK, RAB, berkas peserta
kegiatan, tanda terima SK, dan
—] e 1-3 hari Terselenggaranya kegiatan
pendukung lainnya
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

[— '] I'_ _I Hasil penyelenggara P draft Dokumen laporan

T ] kegiatan 99 pelaksanaan kegiatan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap — draft Dokumen laporan
pelaksanaan I_(eglatan kernudiain membuat é draft dokumen laporan 2 hari pelaksanaan kegiatan serta

laporan dan dilaporkan ke kadis pelaksanaan kegiatan dokumen hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan
10, |Menelaah laporan kegiatan untuk ditandatangani
dan dikembalikan ke bidang drek Dokuman':.pom:m Dokumen laporan final
s 2y k_egl i g 1 hari |pelaksanaan kegiatan yang sudah
dokumen hasil monitoring di tandatangani
dan evaluasi kegiatan
. [Menggandakan, mendokumentasikan, ‘
Dokumen laporan final 20 .
" Dokumen diarsipkan ke Bidang

polkeanaan kegiaten yang | 1 Jem don didistribusikan PDE

sudah di tandatangani

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 60 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022
Tanggal Efektif P

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Judul SOP

Dasar Hukum

N7 W A4
Parade 1001 K/uu(ﬁuqa_woon
Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK 5. Meja
Komputer/Printer. 6. Kursi

Buku Agenda 7. Telepon Selular
Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar

2.
3.
4,

Peringatan :

-»

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
pelaksanaan kegiatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PARADE 1001 KUDA SANDELWOOD

Pelaksana Mutu Baku
Kasie Keterangan
Tahap Kegiatan Bidang| Promosi Staf Sekretaris | Kepala Dinas Arslp Kelengkapan Waktu Output
Pariwisata
F] 3 4 5 6 7 8 10 11 12
Membuat Program Kerja Agenda Kerja 1Jam |Program Kerja
Mulai

. |[Membuat Rancangan Rencana Kerja Anggaran Ya Draf RKA dan KAK 1hari  |RKA dan KAK

dan Karangka Acuan Keglatan L—D O
- 1
. |Membuat Petunjuk Teknis Kegiatan sebagai Draft Petunjuk 1harl  |Petunjuk Teknis
pedoman pelaksanaan kegiatan &_L Teknis
Ys
Merekap Rincian Angggaran Biaya (RAB) dan . ‘i I Dokumen 4 jam [Rincian
mengoreksi Karangka Acuan Kegiatan (KAK) = Pelaksana Angggaran Biaya
sesual sesual Dokumen Pelaksana Anggaran i Anggaran dan Draft (RAB) dan
(DPA) > KAK Karangka Acuan
Kegiatan (KAK)
Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara / Rencana Anggaran 2Jam  |Detail anggaran
EO terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Tidak Kegiatan Pameran Lokal
Ya

. |[Mempersiapkan bahan/administras! pelaksanaan —— | Bahan/Administras| 2hari |Adm surat,
kerjasama dengan Penyelengggara/EQ dan < ;, n (Draft Surat Menyurat, MOU, Panduan
berkoordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten > Draft MOU, draft Buku Kegiatan, Baliho,

. Panduan, Baliho, Spanduk)
- Spanduk)

. |berkoordinasi dengan Penyelenggara dan MOU dan Baliho, 3hari  |Baliho, Spanduk,
Pencetakan bahan kelengkapan pendukung Spanduk, Umbul- Umbul-umbul
pelaksanaan kegiatan. | IL.. umbul, Buku dan Buku

Panduan Kegiatan Panduan
Kegiatan

. |Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban = Administrasi dan Bhari  |Administrasi dan
Pelaksanaan Kegiatan | i* SPJ SPJ
= . i Tidak

[ Kva::at:' kegiatan dan Membuat Laporan Ya | T Dokumentasi dan 2hari  |Laporan dan

eg Laporan Dokumentasi
Q Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Nomor SOP : 61 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kep# e ; Eeam
O ;
. Ofs. Zett iping, M.SI

25807134989031009

VOGFr"" 2

Judul SOP Pelaksanaan Keg -Fesfival Musim Dingin

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah|
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

4. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. ATK 5. Meja
Komputer/Printer. 6. Kursi

Buku Agenda 7. Telepon Selular
Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar

Cal S

Peringatan -

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Kegiatan Festival Musim Dingin Fatuna}ns'us tidak
dipatuhi maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran dan ketidaktepatan waktu

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

pelaksanaan kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN FESTIVAL

Pelaksana Mutu Baku
N Tah. iz Kete
0.
. Kepala Bidang| "O"N | poieana | Sekretaris | KepalaDinas | Pinak Ketiga | Kelengkapan |  Waktu Output e
Pariwisata
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Membuat Program Kerja Agenda Kerja 1Jam |Program Kerja
‘ Mulai :
Membuat Rancangan Rencana Kerja Anggaran Ya Draf RKA dan KAK 1harl  |RKAdan KAK
dan Karangka Acuan Kegiatan O
| —)
Membuat Petunjuk Teknis Kegiatan sebagai Draft Petunjuk 1hari  |Petunjuk Teknis
pedoman pelaksanaan kegiatan Q Lodas. Teknis
Ya
Merekap Rincian Angggaran Biaya (RAB) dan . | l Dokumen 4Jam |Rincian
mengoreksi Karangka Acuan Kegiatan (KAK) - Pelaksana Anggaran Angggaran Biaya
sesuai sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran dan Draft KAK (RAB) dan
(DPA) - Karangka Acuan
Kegiatan (KAK)
Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara / J Rencana Anggaran 2 jam Detail Konsep
EO terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Tidak Kegiatan sesuai Juknis dan
Ya l komponen
lainnya
Mempersiapkan bahan/administrasi pelaksanaan o, v Bahan/Administrasi 2 hari Adm surat , SPK
kerjasama dengan Penyelengggara / EC dan O - I=—J (Draft Surat Panduan
berkoordinasi dengan Dinas Teknis Kabupaten Menyurat, draft SPK, Kegiatan, Baliho,
B draft Buku Panduan, Spanduk)
- Baliho, Spanduk)
berkoordinasi dengan Penyelenggara dan '-'r SPK dan Baliho, 3 hari Baliho, Spanduk,
Pencetakan bahan kelengkapan pendukung Spanduk, Umbul- Umbul-umbul dan
pelaksanaan kegiatan. : > umbul, Buku Buku Panduan
E Panduan Kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan dan Menitoring Administrasi dan 3hari |Terselenggarany
Pelaksanaan Kegiatan Ijj SPJ a Kegiatan
Festival dan
Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan kegiztan Administrasi SPJ, 7hari  |Administrasi SPJ
Dokumentasi dan Kegiatan
Laporan Dokumentasi dan
Laporan Kegiatan
10 |Pengarsipan La; - i
I arsipan Laporan @ Laporan 1Jam |Laporan Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Nomor SOP : 62 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi

%ﬁgustus 2021
1 Novem%
Tanggal Efektif "\ "

Disahkan oleh

Pelaksanaanmbﬁkungan Festival Budaya Dalam

Judul SOP Daerah di 22 Kabupaten.Kota se-NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1 Pendidikan minimal D3

2. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan
2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemeintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK 5. Meja

2. Komputer/Printer. 6. Kursi

3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Internet
Keluar

Peri ngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dipatuhi maka output yang dihasilkan tidak
berdampak pada peningkatan kompetensi aparatur.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasie
- P:;’::'m KepalaDinas | Promosi ::"::: Kelengkapan Waktu Output ol
Pariwisata
1 2 3 4 & 8 9 10 11
Agenda Kerja 1 Jam Program Kerja
1. |Membuat Program Kerja - :
| I— RKA dan KAK 1jam Rencan Kerja
, Anggaran dan
2. |Membuat RKA dan KAK Kegiatan Tidak Karangka Acuan
Ya Keglatan
— Proposal Festival 1Jam Rekapan Festival
5. |Rekapitulasi Festival Budaya di 22 Dinas Pariwisata Budaya 22
) WKahupmeana se-NTT Kabupaten/Kota se- Kabupaten/Kota se-
NTT NTT
Rekapan Festival 3 jam SK Gubemur dan
Membuat Surat Keputusan Budaya 22 Kepala Dinas
4 Gubemur dan Kepala Dinas sebagai Kabupaten/Kota se-
" |Dasar dalam memberikan NTT
Dukungan pada Festival Budaya
1 dan KAK
5 Membuat Rincian Anggaran Biaya Ya e o S
" |dan Karangka Acuan Kegiatan ;_l
Rekapan Festival 1jam Timeline Kegiatan
) . ms Budaya 22
6. |Membuat Timeline Kegiatan Kabupaten/Kota se-
NTT
1
Pembagian Tugas dalam rangka Draf Uraian Tugas [15menit  |Pembagian Tugas
7. |mendukung persiapan sampai
pelaksanaan kegiatan
Pemantapan 10 menit  |Laporan Persiapan
8. |Koordinasi akhir ]l I persiapan akhir
: Administrasi 2 hari Bukti Tanda Terima
9 Mendistribusikan Administrasi I
" |kegiatan
dokumentasi dan 2 han Laporan dan
Menggandakan, SPJ Dokumentasi
10. [mendokumemtasikan dan @ Kegiatan
mengarsipkan laporan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 63 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan . 23 Agustus 203 822
anggal Revisi : 14 November
Tanggal Efektif /m
Disahkan oleh i ANas Panwisatd
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA :
BENHFRONOBIPN SATA Judul SOP Pameran Polansl

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parnwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemeintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK 5. Meja
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Printer. 6. Kursi
3. SOP Pameran Potensi Panwisata 3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur ini tidak dipatuhi maka output yang dihasilkan tidak Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
berdampak optimal pada peningkatan kompetensi aparatur.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Kabid  |Sub Koordinator
No Uraian Prosedur Analisa Pasar | Pelaksana |Kepala Dinas| Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Pemasaran Pariwisata
1 2 3 4 5 6 i 8 9
Mengecek Kasie dalam Membuat Program Kerja
1 kegiatan Pameran Potensl P amt:“ 1 l sl ', Draft Program Kerja 1 jam Program Kerja
Merancang RKA/TOR kegiatan Pameran Potensi
2 |Pariwisata serta petunjuk Teknis kegiatan dan I _Il E;:‘nﬁjﬁ;gg e i 1 harl ':‘(W‘;rgﬂ
menyerahkan ke Staff untuk dikerjakan. - "
Membuat RKA/TOR dengan menggunakan petunjuk
teknis dari Kasie : Draft RKA/ TOR dan Petunjuk Teknis
3 | a. Membuat SK keglatan. Kegiatan Draft Petunjuk 1 Minggu ; Kegiatan
p, Menyusun RAB sesual dengan DPA Dinas Pariwisata Teknis Keglatan
* dan Ekonomi kreatif Prov. NTT
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, - Draft RKA/ TOR dan
4 |memaraf dan disampaikan ke Kabid, Apabila tidak setuju / \ Kegiatan Draft Petunjuk 1jam Pa;:(arair;g:t -
dikembalikan ke Staff untuk di perbaik. e W Teknis Keglatan -
Mengoreksl pembuatan RKA/TOR apabila setuju, v
memaraf dan disampaikan ke Kadis untuk Tanda tangan,
5 |Apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasie untuk di F(\ 1 Draft SK Keglatan 1jam 8K Keglatan
perbaikl. [}A i
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, Tanda | ! n
6 |Tangan, Apabila tidak setuju dikembalikan ke Kabid T 1 < Draft Kegiatan 1jam RAB Kegiatan
untuk di perbaiki. . A
t ! t
Apabila setuju maka di lanjutkan dengan kegiatan | | ) Rab dan Time line
7 [Pameran Potensi Pariwisata i I 1 I | |Praft Kegiatan 1 hari Kegiatan
[ ! | -
8 |Kegiatan Pameran Potensi Pariwisata | | | -?-::: :?,,A,BK.K?&“ i St Tk::lgin :agd;rt‘an
I | ]
Staf informasi pemasaran melaporkan kepada Kasie dan l | | Draft RAB Kegiatan dan RAB Ke
L g e B giatan dan
9 |Kabid serta Kadis tentang hasil yang sudah A AL o e S - 1 hari v 3
dilaksanakan. P Time line Kegiatan Time line kegiatan
Laporan dan
10 [Membuat dan mendokumentasikan laporan kegiatan | Selesai I Dokumentasi dan SPJ 1 hari dokumentasi
Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP 64 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi ovember 2024—_

Z” <AH P <
Tanggal Efektif it %
Disahkan oleh Kep

PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR i~
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A 5'c

BIDANG PEMASARAN PARIWISATA RN T
SEKSI PROMOSI PARIWISATA Judul SOP slo:;lval P.lakugga_;n){gﬁn Pameran Fotografi dan
ram
{Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan
2025

3. Peraturan Menteni PAN dan RE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor © Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

§. Peraturan Daerah Nomeor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusz Tenaaara Timur

€. Peraturan Gubemur Nusz Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas a Lingkungan Pemenntah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubemur Nusz Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan gan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemenntah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

€ Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusz Tenggara Timur Tahag |l Periode 2018-2022

§.  Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

Susunan organisasi, tugas dan fungsi sena tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaltan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK 5. Meja
2. SOP Penanganan Surat Keluar, 2. Komputer/Printer. 6. Kursi
3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Internat
Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memeriukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP Pelaksanaan Risimpan dalam benkk 3 adhe o
Keglatan Pameran Fotografi dan Vidgram tidak sesual prosedur maka tidak dapat berjalan optimal dan
output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan kompetensl aparatur,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasie Informasi Persyaratan/
Kabid P Pelaksana Kepala Dinas File Kelengkapan Waktu Output
1 2 ] 4 5 6 7 8 9
Mengecek Kasie dalam Membuat Program Mulal i i j
1 |Kerja Pameran Fotografi dan Vidgram Draft Program Kerja hjam | Fogramiage
Merancang RKA/TOR Pameran Fotografi dan Draft RKA/ TOR dan RKA/TOR
2 |Vidgram serta petunjuk Teknis kegiatan dan Petunjuk Teknis 1 hari Kegiat
menyerahkan ke Staff untuk dikerjakan, Kegiatan egiatan
Membuat RKA/TOR dengan menggunakan
petunjuk teknis dari Kasie :
Membuat jadwal Pameran Fotografi
8 dan Vidgram Draft RKA/ TOR dan _ .
3 Membuat Tim SK Tim Juri dan Tim [:j Kagistan.Dreft {har | Potuniuk Teknis
b. Pelaksana kegiatan Pameran Fotagrafi Petunjuk Teknis Kegiatan
dan Vidgram Kegiatan
Menyusun RAB sesuai dengan DPA
c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif
Prov. NTT
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila Draft RKA/ TOR dan
4 setuju, memaraf dan disampaikan ke Kabid, ﬁ':] Kegiatan Draft 1jam Paparan Materi
Apabila tidak setuju dikembalikan ke Staff Petunjuk Teknis Kegiatan
untuk di perbaiki. Kegiatan
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila =
setuju, memaraf dan disampaikan ke Kadis i y 5
5 untuk Tanda tangan, Apabila tidak setuju [:_1 Deak SKiKagiatan e SN
dikembalikan ke Kasie untuk di perbaiki.
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila Tidak P
6 [setuju, Tanda Tangan, Apabila tidak setuju Draft SK Kegiatan 1 jam RAB Kegiatan
dikembalikan ke Kabid untuk di perbaiki. Ya
Pelaksanaan kegiatan Pameran Fotografi dan Administrasi dan : RAS Sagete)
! Vidgram DZ ’D.: Dokumentasi D o e o
e kegiatan
Membuat dan mendokumentasikan laporan Lapora dan
J oiiopman PO @ DokumentasidanSPJ | 1hari | dokumentasi \
Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP 65 Tahun 2021

[Tanggal Pembuatan __|: 23 Agustus 2021

anggal Revisi . 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKS| PROMOSI PARIWISATA Judul SOP Pelaksanaar, Mecenderungan Wisatawan
Secara Luring S

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan
2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Daerah Nomeor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenaaara Timur

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK. 5. Meja
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Printer. 6. Kursi
3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dipatuhi maka output yang dihasilkan tidak Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

berdampak pada peningkatan kompetensi aparatur.

& i - -

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Kasie Analisa
Pariwisata
2 3 4 5 [] 7 9 10 11 12
. |Membuat Program Kena Survey Kecenderungan Agenda Kerja TJam |Program Kerja
Wisatawan Seks| Analisa Pasar Panwisata [__}-J—{__}O——@
Tidak
. |\dentifikasi Kegiatan Survey Kecenderungan daftar kegiatan 1 hari Rekapan kegiatan
Wisatawan yang akan dilakukan Survey Survey
Kecenderungan Kecenderungan
' Ya Wisatawan Wisatawan
Membug! Surat Keputusan Kepaia Dinas tentang Draf SK 2 jam SK Kepaia Dinas
Tim Kefa sebaga dasar calam pembagian] [ je—t—d  Jo—o Parskraf Prov. NTT
Tugas kegiatan Survey  Kecenderungan T Tidak
VWisaiawan <>
Membust RinCian Anggarar Biaye dan Karangka Ya Dokumen 1 jam Rincian Anggaran
Acuan Kegiatan L N, Pokase Biaya dan KAX
Tidak
&ﬂ:unm kegialan Survey Kecengerungan Ya Administrasi dan 2 han Bukz Tanca Tenma
Lawan
LT e
1
Membua! Laporan hegatan Survey dokumentasi dan 2han  |Laporan dan
Hecenderungan Wisslawan Laporan Coxumentasi
Kegatan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP - 66 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan - 23 Agustus 2021
angcal Revisi - 14 November 20
Tangcal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA \4;_“. IP1% ;;
SEKSI INFORMASI PEMASARAN PARIWISATA Judul SOP Pelaksanaan P Sy Lasasl

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

-

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Perzturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah

Provinsi Nusa Tenagara Timur
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemenintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemernintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahag Il Periode 2018-2022

Perzturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK 5. Meja

2. Komputer/Printer. 6. Kursi

3. Buku Agenda 7. Telepon Selular

4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Digital Literasi tidak dipatuhi
mai_:aakmberdampakpadaketerseaiaananggarandan ketidaktepatan waktu pelaksanaan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Lkegiztan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
. . Kabid Kasie Kla
o Uraian Prosedur infomnaes P Persyaratan/Kelengkapan| Waktu Output
Pemasaran | porocoran Dinas
1 2 3 4 6 7 8 9
Mengecek Kasie dalam Membuat Program Kerja
1 |penyusunan narasi destinasi, event tarian dan adat istiadat di Muisl Draft Program Kerja 1 jam Program Kerja
destinasi wisata.
Merancang RKA/TOR penyusunan narasi destinasi, event 1
2 |tarian dan adat istiadat di destinasi wisata serta petunjuk j. 3 g:;‘nﬁlﬁ:kﬁz Koiatan | 1hari [RKATTOR Kegiatan
Teknis kegiatan dan menyerahkan ke Staff untuk dikerjakan.
Membuat RKA/TOR dengan menggunakan petunjuk teknis
dari Kasie :
) Draft RKA/ TOR dan : ]
3 |8 Membuat SK kegiatan. . Kegiatan Draft Petunjuk | 1Minggu | Fetuniuk Teknis
b. menyiapkan jurnal, artikel, buku dan internet. Teknis Kegiatan Kegiatan
= Menyusun RAB sesuai dengan DPA Dinas Pariwisata dan
* Ekonomi kreatif Prov. NTT
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, memaraf F/\ Draft RKA/ TOR dan Pacaikiated
4 |dan disampaikan ke Kabid, Apabila tidak setuju dikembalikan Kegiatan Draft Petunjuk 1jam plzegi s
ke Staff untuk di perbaik. \4.,.. Teknis Kegiatan
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, memaraf 5 \ l
§ |dan disampaikan ke Kadis untuk Tanda tangan, Apabila tidak | Draft SK Kegiatan 1jam SK Kegiatan
setuju dikembalikan ke Kasie untuk di perbaiki. r} A i |
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, Tanda I | L
6 |Tangan, Apabila tidak setuju dikembalikan ke Kabid untuk di T < Draft Kegiatan 1 jam RAB Kegiatan
perbaik. I |
. % Tidak
I ! .
7 |Apabila setuju maka di lanjutkan dengan pengambilan data I | Draft Kegiatan 1hari | Rab ::;i::::f line
I I I
8 Pengaml?irgn data penyusunan narasi destinasi, event tarian I I I Draft RAB Kegiatan dan &harl Kegiatan dan Time
dan adat istiadat di destinasi wisata di 22 Kab/Kota | | I Time line Kegiatan - line kegiatan
; ; :
g Staf informas| pemasaran melaporkan kepada Kasie dan l I 57 | |Dmn RAB Kegiatan dan RAB Kegiatan dan
Kabid serta Kadis tentang hasil yang sudah dilaksanakan, RIS e (G i Time line Kegiatan 1 hari Time line kegiatan
Laporan dan
10 ‘Membuat dan mendokumentasikan laporan kegiatan Dokumentasi dan SPJ 1 hari dokumentasi
Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Peringatan

Nomor SOP : 67 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021
anggal Revisi : 14 November 202
Tanggal Efektif |
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
SEKSI INFORMASI PEMASARAN PARIWISATA Judul SOP Pelaksanaa
Centre (TIC)
Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Keglatan
2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenaaara Timur
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK 5. Meja
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Printer. 6. Kursi
3. Buku Agenda 7. Telepon Selular

4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Internet
Keluar

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Data TIC tidak

dipatuhi maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran dan ketidaktepatan waktu
elaksanaan kegiatan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasie Pejabat
No Uraian Prosedur S Kepala File Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
Pemasaran | porocaran | Pelaksana Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mengecek Kasie dalam Membuat Program Kerja
1 [Pengambilan Data TIC. - Draft Program Kerja 1 jam Program Kerja
- Merancang RKA/TOR Pengambilan Data TIC serta petunjuk I —Il Draft RKA/ TOR dan Petunjuk 1hai |RKA/TOR Kegiatan
Teknis kegiatan dan menyerahkan ke Staff untuk dikerjakan. Teknis Kegiatan
Membuat RKA/TOR dengan menggunakan petunjuk teknis
dari Kasie : Draft RKA/ TOR dan Kegiatan i
3 | a. Membuat SK kegiatan. Draft Petunjuk Teknis 1 Minggu P"",’(';‘;;:"”"
p, Menyusun RAB sesual dengan DPA Dinas Pariwisata dan Kegiatan
* Ekonomi kreatif Prov. NTT
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, memaraf -/\ Draft RKA/ TOR dan Keglatan Paparan Materi
4 |dan disampaikan ke Kabid, Apabila tidak setuju dikembalikan Draft Petunjuk Teknis 1 jam ‘:(ae AR
ke Staff untuk di perbaiki. Ny fro Kegiatan 9
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, memaraf L \ '
5 |dan disampaikan ke Kadis untuk Tanda tangan, Apabila tidak | Draft SK Kegiatan 1 jam SK Kegiatan
setuju dikembalikan ke Kasie untuk di perbaik. } A‘ i
Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, Tanda | l L
6 |Tangan, Apabila tidak setuju dikembalikan ke Kabid untuk di ' I < Draft Kegiatan 1 jam RAB Kegiatan
perbaiki. . :
T T T
Apabila setuju maka di lanjutkan dengan pengambilan data - = l_—l : Rab dan Time line
7 TIC. | I y ! Draft Kegiatan 1 hari kegiatan
t i t
P bil c. | | Draft RAB Kegiatan dan Kegiatan dan Time
o B : | | Timeline Kegiatan 4t line kegiatan
9 Staii informasi pemasaran melaporkan kepada Kasie dan ' I A L l Draft RAB Kegiatan dan 1 hari RAB Kegiatan dan
Kabid serta Kadis tentang hasil yang sudah dilaksanakan. 8 oot e s Timeline Kegiatan . Time line kegiatan
Laporan dan
10 [Membuat dan mendokumentasikan laporan kegiatan. | Seiesal l Dokumentasi dan SPJ 1 hari dokumentasi
Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 68 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi - 14 November 2022____
Tanggal Efektif LA AN o
Disahkan oleh pla-bma pyRatE ot Kreatif
& r
Q] ’
| PARWISATALAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF %z =
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA B 94!
SEKSI PROMOSI PARIWISATA Judul SOP Penanganan PémbystamKiA TOR Bidang Pemasaran
Dasar Hukum Kualifikasl pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1 Pendidikan minimal D3
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan
2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenaaara Timur
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 201 8-2022
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK 5. Meja
2. SOP Penanganan Surat Keluar. 2. Komputer/Printer. 6. Kursi
3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Internet
Keluar
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembuatan RKA/TOR Bidang Pemasaran

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran dan ketidaktepatan waktu
elaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

: Kasie Analisa <
No Tahap Kegiatan P.:;::an ) Pasar P:l:l:::r:a Kepala Dinas| Arsiparis Persyazt;.n;mhno—q Waktu Output
Pariwisata

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. |Mengecek Kasie dalam Membuat Program Keja Draft Program 1jam Program Kerja
RKA/TOR. Kerja

2. |Merancang RKA/TOR Kasie Analisa Pasar a— Draft RKA/TOR |1 jam RKA/TOR Kegiatan
Pariwisata serta petunjuk Teknis informasi E dan Petunjuk
kegiatan pariwisata dan menyerahkan ke Staff Teknis Kegiatan
untuk dikerjakan.

3. |Membuat RKA/TOR dengan menggunakan - Draft RKA/ TOR |1 jam Petunjuk Teknis
petunjuk teknis dari Kasie serta membuat I_Z dan Kegiatan Draft Kegiatan
Paparan materi informasi Dinas pariwisata Prov. 1 Petunjuk Teknis
NTT Kegiatan

4. |Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila va Tidak Draft RKA/ TOR |1 jam Paparan Materi
setuju, memaraf dan disampaikan ke Kabid, \ / dan Kegiatan Draft Kegiatan
Apabila tidak setuju dikembalikan ke Staff Y Petunjuk Teknis

Kegiatan

5. |Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, ) 4 Draft SK Kegiatan |1 jam SK Kegiatan
memaraf dan disampaikan ke Kadis untuk Tanda \ Tidak
tangan serta membuat SK tentang Analisa Pasar
Pariwisata, Apabila tidak setuju dikembalikan ke ys
Kasie.

6. |Mengoreksi pembuatan RKA/TOR apabila setuju, Thdak / Draft SK Kegiatan |1 jam RAB Kegiatan
Tanda Tangan, Apabila tidak setuju dikembalikan \>
ke Kabid.

7. |Membuat Rincian Anggaran KegiatanAnalisa va e Draft RAB 15 menit |RAB Kegiatan dan
Pasar Pariwisata dan Time line Analisa Pasar I_Fr Kegiatan dan Time Time line kegiatan
Pariwisata. ! line Kegiatan

8. |Pembagian Tugas Persiapan Kegiatan Analisa Tidak Draft Pembagian |1 hari Pembagian Tugas
Pasar Pariwisata NTT Tahun 2019 { ° Tugas Kegiatan Kegiatan

9 |Membuat Surat Pemberitahuan ke Kabupaten Draft Surat 2 hari Surat Pemberitahuan
tentang Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata dan - Pemberitahuan dan laporan bulanan

menyerahkan ke kasie serta membuat laporan E dan Laporan
bulanan seksi Analisa Pasar Pariwisata Bulanan
10 |Menggandakan dan mendokumentasikan laporan Dokumentasidan |2 hari Laporan dan
kegiatan SPJ dokumentasi Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Nomor SOP___ 69 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022 ——~_

Tanggal Efektif AL

Disahkan oleh B g

Judul SOP :::;l:unaan PICI}WI Plala Gubernur NTT dan Pameran

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemnur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK 5. Meja

2. Komputer/Printer. 6. Kursi

3. Buku Agenda 7. Telepon Selular

4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Intemet
Keluar

Peﬂngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT
dan Pameran Ekraf tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran dan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
No, Tahap Keglatan Kasle
P Keg Kepala Bidang| Promosi Staf Kepala Dinas |  Arsip Kelengkapan Waktu Output NetITangan
Pariwisata
1 H F] 4 [3 7 8 9 10 11 12
1. |Membuat Program Kerja C} Agenda Kerja 1Jam |Program Kerja
Malai

2. [Membuat Rancangan Rencana Kerja Anggaran Ya Draf RKA dan 1harl  |RKA dan KAK

dan Karangka Acuan Keglatan FD ; KAK
I —

3. |Membuat Petunjuk Teknis Keglatan sebagai Draft Petunjuk 1hari  |Petunjuk Teknis

pedoman pelaksanaan kegiatan I/T—-n“-—- Teknis
Ya

4. |[Merekap Rincian Angggaran Blaya (RAB) dan & = | Dokumen 4 Jam Rinclan
mengoreks| Karangka Acuan Kegiatan (KAK) , ‘—]—] Pelaksana Angggaran
sesual sesual Dokumen Pelaksana Anggaran Anggaran dan Blaya (RAB)
(DPA) = Draft KAK dan Karangka

Acuan Kegiatan

5. [Melakukan koordines| dengan Penyelenggara / Rencana Anggaran 2jam Detail anggaran

EO terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Tidsk Keglatan Pameran Lokal
Y2

€. |Mempersiapkan bahan/administrasi pelaksanaan — BaharVAdministrasl 2 harl Adm surat ,
kerjasama dengan Penyelengggara/EQO dan CA L] b_‘ (Draft Surat MOU, Panduan
berkoordinasi dengan Dinas Teknls Kabupaten > Menyurat, Draft Keglatan,

MOU, draft Buku Ballho,
f"’“j‘f; Baliho, Spanduk)

8. |berkoordinasl dengan Penyelenggara dan MOU dan Baliho, 3herl  |Baliho,
Pencetakan bahan kelengkapan pendukung Spanduk, Umbul- Spanduk, Umbul4
pelaksanaan kegiatan. I i= umbul, Buku umbul dan Buku

Panduan Kegiatan Panduan
Keglatan
9. |Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban = Administrasi dan 10 hari  |Administrasi dan
Pelaksanaan Kegiatan I ;" SPJ SPJ
Tidak :
10.|Evaluasi kegiatan dan Membuat Laporan Ya | j Dokumentasi dan 2hari  |Laporan dan
Kegiatan o Laporan Dokumentasi
9 Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI PROMOSI PARIWISATA

Nomor SOP : 70 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : 14 November 2022
anggal Revisl .
Tanggal Efektif AL P_{?o.‘\\

Disahkan oleh

Judul SOP Pelaksanaan Keg

Secara Daring

Survéi Kecenderungan Wisatawan

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Dearah Provinisi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah
Provinsi Nusa Tenaaara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemenntah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemeintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

3

1 Pendidikan minimal D3
2 Memahami sistematika Pelaksanaan Kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk.
2. SOP Penanganan Surat Keluar.

1. ATK 5. Meja

2. Komputer/Printer. 6. Kursi

3. Buku Agenda 7. Telepon Selular
4. Surat Masuk dan 8. Jaringan Internet
Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Kegiatan Festival Musim Dingin Fatunausus tidak
dipatuhi maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran dan ketidaktepatan waktu
Lpelaksanaan kegiatan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner
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Mutu Baku

SUB KOORDINATOR
. Tahap Kegiatan KEPALA ANALISAPASAR | PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output Keterangan
BIDANG PARIWISATA
1 2 4 5 7 9 10 11 12
Memerintahkan Sub Koordinator berserta staf untuk membuat SK i
4 Panitia Pelaksana Kegiatan . Sk S
| SR———
Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kerja SK Kepala Dinas Parekraf
3 |sebagai dasar dalam pembagian Tugas kegiatan Survei Draf SK 2 jam va.’ﬁ# e
Kecenderungan Wisatawan Secara Daring
Identifikasi Kegiatan Survei Kecenderungan Wisatawan Secara ﬂ ; tharl Daftar kegiatan Survey
4 Daring yang akan dilakukan 1ngram Kacju Kecenderungan Wisatawan
5 Menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi penyelenggaraan E:I Dokumen Pelaksana 1jam Rincian Anggaran Biaya dan
kegiatan Anggaran dan KAK KAK
g
Menyusun instrumen Survei Kecenderungan Wisatawan dan ":I Poin i KW 2harl Dokumen instrumen:BION
. menginputnya pada Google Form I: oin Instumen 8
- Membuat link pengisian Survei Kecenderungan Wisatawan dan Instrumen SKW 1 hari Dokumen data survei

mendistribusikannya

Dipindai dengan CamScanner
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Dokumen pelaksanaan

Kerja sama

Melaksanakan pengambilan data Survei Kecenderungan i

8 Wisatawan Secars Dering hagietan 4 hari Dokumen data survei :ekggd::n "
Melakukan pengolahan data Survei Kecenderungan Wisatawan r_‘ Dokumen hasil olahan data

¥ |secara Daring j Dokumen data survei Thar |0 i

10 Melakukan analisa data Survei Kecenderungan Wisatawan Ej Dokumen hasil clahan 1 harl Dokumen hasil analisa data
Secara Daring data survei survei

11 Melakukan penyajian data Survei Kecenderungan Wisatawan |Dokumen hasil analisa 1 hari Dokumen hasil penyajian data
Secara Daring l— data survei survei

12 Membuat Laporan kegiatan Survei Kecenderungan Wisatawan E:j__j:] mmxﬂmh:::‘?nyaiian - Laporan dan Dokumentasi
Secara Daring kegiatan Kegiatan
Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Survei Kecenderungan Laporan dan Dokumentasi tan Rekomendssi

13 Alaaimasn Kegiatan 2 hari Cata

i ] Update data kecenderungan
14 |Melakukan verifikasi data dan update data secara berkala L': P m';g::i 2 hari un!: it 9

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSINTT
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor SOP : 71 Tahun 2021
Tgl.Pembuatan | : 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi | : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

LINAS "
-
e pp.mwuﬂ{\'-‘p

ERONON

Judul SOP
of Understanding)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

o

® N o wm oa

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kgrjasama

Daerah;

1. Pendidikan minimal Strata 1
2. Memahami tata aturan penyiapan draf MoU kerja sama, baik kerja

sama yang dibangun dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri
3. Memahami Sistem Informasi Kerja Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Bisa mengoperasikan komputer
5. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan

maupun tulisan dengan baik dan benar

Dipindai dengan CamScanner
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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
9.  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara timur 2015-2025.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Tahap II Periode
2018-2022
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas
Paniwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
®  SOP Penyiapan Konsep Kerja Sama (PKS) 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. Term of reference
3. Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN

4. Jaringan internet

Apabila satu atau lebih proses tidak dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

‘ sepenuhnya, maka penyiapan draf MoU kerja sama tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya atau ditunda g ; i

®  Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dipindai dengan CamScanner
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

® Data Rekapan MoU yang telzh dibuat .oleh Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

® Data Rekapan Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat oleh Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Pelaksana Mutu Baku
Secksi Pem- " . ;
No Aktifitas / Kegiatan il S R - oo Ket.
Lembaga Dinas BidangKe- | berdayaan pads | Pemerintab-an | Hukum oD o & | Kelamn
Pemohon Parekraf lembagaan | Masyarakat | BidangKe- | Setda Provinsi Setda EE g engkapan o
Prov. NTT Parekraf Pariwisata lembagaan NTT Prov.NTT o
1 2 3 4 s 6 7 ] 9 10 1 12 13 14 15
1. | Permohonan  pembuatan Surat 1 menit | Surat masuk
Nota Kesepahaman 5% s —
2. | Perintah untuk membuat ® disposisi dari | 7 menit Disposisi
NADI
Nota Kesepahaman e
@ Komputer
3. Menyusun rancangan 4 l ® Komputer 8 jam Konsep
= ® K
naskah MoU -
4. | Memeriksa rancangan /\ ® Komputer 1 jam Konsep
< ® Kertas
naskah MoU
5. | Memeriksa rancangan ® Komputer 1 jam konsep
® Kerta
naskah MoU )
6. | Memeriksa dan menyetujui ® Komputer 1 jam konsep
® Kertas
rancangan naskah MoU

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
< Scksi P g
No |  Akifitas / Kegiatan gt Kyl il B Bire Ket
l.:mbsg! Dinas Badang Ke- h’d.}m pada Pemenntah-an Hukum ‘SD 9 e —— Kelvaran
Pemohon Parciraf lembagaan Masyarakat | Bidang Ke- l Setds Provinsi Sada g (outpuf)
Prov. NTT Parckrafl Pariwisata | lembagaan | NTT Prov.NTT -
1 2 3 4 s 6 ] | 5 9 10 1 12 13 14 15
7. | Penyampaian permohonan Nota Dinas 1jam | Tanda
Konsep Mou Tenuma
buatan
pem MoU |
8. | Pembehasan konsep MoU ® Undangan Jjam | ® Konsep
1 MoU
bersama Tim Kerjasama A S~
. o Rapat ® Duftar
Pemerintah Provinsi NTT ® Kousep MoU Sadir
(TKKSD) @ Ruang Rapat ® Notwlen
® Komputer Rapat
| o poie
9. | Penyampaian naskah MoU | @ Naskah MoU lpm | @ Drspossi
Hasil Pembahasan
3
10. | Pemberitahuan Maksud ] @ Naskah Mol ljam | & Disposisi
persctuju
MoU \> -
11 Ko Ul'd-]nasi mw’ ‘ ® MoU S5han ® Wakm
- MoU ® Korespondens/ penanda-
o sural menyunat anganan
dengan pihak terkzit

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
Scksi P
No | = Aktifias/Kegiaan | gl PR S g as— H:m Kel .
g2 | Dms | BdngKe | berdsyasn | pada | Pemenmaben | Holum | oo Keleoghapan | Waktu o
Pemohon Parckraf lembagaan | Masyarakat | Bidang Ke- | Setda Provinsi Setda (outpuf)
Prov. NTT Parckraf Panwicata lembagaan NTT Prov.NTT
1 2 3 4 [) 6 ] i ' 9 10 ] 12 13 14 15
U !
|
12. | Penetapan waktu ® Surat lhan [ ® Naskah
penandatanganan Undangsn
T ®
13. | Penandatanganan Naskah y ® Venue | han
MoU | ® Dokumentasi
} ® Komsumsi
| ® Naskah Mou
14. | Pemberian Nomor Naskah ; Naskah MoU lhari | Naskah
MoU yang telah di i yang telah di MoU  yang
tandatangani M Wl b
| nomor
15. | Penyampaian MoU ke | Naskah MoU lhari | ® Naskah
|
pihak-pihak terkait , yang telah di beri MoU
nomor yang telah
diben
nomor
® Tanda
lenma
16. | Menerima MoU Naskah  MoU | Than | Tandaterima
] yang telah di ben
nomor

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
. : Kepal Kepal Scksi Pem- | pelaksa Biro Biro
No Aktifitas / Kegiatan T P e A " A N i Sdisien e Keluaran e
- -an iUl
8 . ] gt s et S TKKSD g Kelengkapan | Waktu
Pemohon Parekraf lembagaan Masyarakat | Bidang Ke- | Setda Provinsi Setda (output)
Prov.NTT | Parckmf | Pporiwisata | lembogaan |  NTT | ProvNTT 5
1 2 3 4 s 6 7 ] 9 10 1 12 13 12 15
17. | Pengarsipan : Naskah  MoU | 7menit | Naskoh
Final MoU Final
18. | Monitoring dan evaluasi ® Program/ 1 Hasil .
MoU Kegiatan Final | minggu | evaluasi
(4] A ® Rancanangan berupa
Monev Mml
® Buku Catatan tindak lajut
® Komputer Mok
19. | Persiapan pembuatan ® Mol I ‘:m_ﬂ )
— . ® Komputer minggu erjan)ian
Perjanjian Kerjasama Selesal Kesja sama
sebagai tindak lanjut MoU

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP : 72 Tahun 2022

Tgl Pembuatan | : 14 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

DI N R
PARWASATACAN

PEMERINTAH PROVINSINTT
ERONGN! VREATT

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Judul SOP Pe ;ﬁ Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat | 1. Pendidikan minimal Strata |

dan Nusa Tenggara Timur. Memahami tentang Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata di Desa

2
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah | 3. Memahami tentang Pendapatan Asli Desa
4. Memahami tata cara pendirian Badan Hukum Kelompok

| R

Daerah
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Masyarakat
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan S.  Memahami prosedur integrasi Pokdarwis dalam Pengelolaan Objek
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Wisata di Desa
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

14,

15.

16.
17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan Dan

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

Instruksi Presiden Republik Indonesin Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan
Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi Pedoman
Kelompok Sadar Wisata dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

PermenkuHAM RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

PermenkuHAM RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
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DASAR HUKUM
20.

KUALIFIKASI PELAKSANA

21.

22

23.

24

25.

26.

13

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia Nomor KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona tanggal 18 Januari 1989,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara timur 2015-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Tahap II Periode
2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
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KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

®  SOP Penyusunan RKA-SKPD
®  SOP Monitoring dean Evaluasi Program/Kegiatan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. Term of reference

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
3. Komputer /Printer/Scanmer
4. Jaringan internet
PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Pokdarwis tidak dibina dalam bentuk pemberian Badan Hukum, maka semua program/Kegiatan yang bermaksud
untuk menghibahkan aset kepada Kelompok Masyarakat tidak bisa dilakukan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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. PELAKSANA MUTY BAKU
P pada X
NO. TAHAPAN KEGIATAN Bideng ,’m':" Kepaia Bidang . F— o:;:;:m NepsiaDues | Pokdarwie o Notarts KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
Parsirsr Surhidtastn Parekrat Penghubung e N s y

) - - > 2 ‘ L : : _ - KAK d R}:;Fl | 1h 3 - -

1. |Membuat Konsep Kerangka an nal, ari Rencana Kerja
Acuan Kegiatan (KAK) dan '@ Komputer Bidang
Rancangan Anggaran Biaya
(RAB)

TIDAK
2. |Verifikasi Konsep KAK dan KAK dan RAB Final, 1 hari Staf mengetahui
RAB secara berjenjang - e Komputer, Rapat internal rencana kerja
TIDAK YA YA v Bidang Kelembagaan, serta pasti dalam
YA Rencana Kerja Bidang pencapalan out
put aktifitas

3. |Penandatanganan KAK dan TIDAK Vs Daftar pembagian tugas,|1 hari Surat tugas dan
RAB Komputer dan printer Surat Perintah

YA Perjalanan Dinas
—

4, |Penyerahan KAK dan RAB Komputer, Printer,|1 hari Konsep indikator
untuk proses pencairan dana kertas, Internet pengambilan data
kegiatan

5. |Menerima dana kegiatan Konsep indikator 1 har Konsep indikator

L_P—-_"_‘_l'——.l | pengambilan data pengambilan data

6. |Pemberitahuan Kab/ Kota Ij Konsep indikator 1 hari Konsep indikator
sasaran kegiatan pengambilan data pengambilan data

7. |Membuat rencana kerja KAK dan RAB Final, 1 hari Konsep indikator
eksekusi kegiatan E: Komputer, Rapat internal pengambilan data
berdasarkan KAK dan RAB Bidang Kelembagaan,
yang telah ditandatangani Rencana Kerja Bidang

8. {Memimpin rapat delivery Konsep indikatar(1 hari Konsep indikator
tugas dan tangungjawab I pengambilan data pengambilan data
kepada staf

9. |Persiapan pelaksanaan Konsep indikator| 1 hari Indikator final
kunjungan ke '_l | pengambilan data pengambilan data
Kabupaten/Kota Sasaran

10. |Pembuatan konsep indikator Indikator penganbilan 1 hari Kesamaan
pengambilan data ke ': o data, Rapat Internal persepsi
Kabupaten / Kota — Bidang

11. |Verifikasi dan  approval SPT dan SPPD,Dana 1 hari Tanda terima
indikator pengambilan data TIDAK |/ Perjalanan Dinas,
ke Kabupaten / Kota secara _’Q—P‘. Kuitansi
benjenjang

12. [Memimpin rapat untuk TIDAK SPT, SPPD, Tiket, 5 hari Tersedianya data
menjelaskan bagaimana Pedoman pengambilan sesuai indikator
mengopersionalkan data
pengambilan data
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13. [Penyerahan Surat Tugas Data dari petugas 5 hari Rancgngan data
(ST) dan Surat Perintah pembnagn
Perjalanan Dinas (SPPD) Pokdarwis,
kepada petugas yang telah Tersedianya
ditunjuk T petugas  peng-

14. |Melaksanakan pengambilan 4 hubung, T_ersadla-
data di Kabuupaten/Kota I =9 » | o Tl el | nya Notaris yang
Sasaran bersedia bekerja-

sama

15. |Merekap data yang
dikumpulkan dari perjalanan
Dinas untuk dilakukan
verifikasi dan analisa

16. [Merancang konsep strategi Data hasil verifikasi, 1 minggu |Naskah konsep
pembinaan berdasarkan data [_ _'I Naskah konsep strategi strategi
awal yang terkumpul pembinaan Pokdarwis pembinaan

Pokdarwis

17. |Approval konsep strategi Naskah konsep strategi |1 hari Data identifikasi
pembinaan Pokdarwis di :—-'"‘- pembinaan Pokdarwis ada tidaknya
kabupaten / Kota sasaran Pokdarwis, Nama

18. |Eksekusi strategi pembinaan — Dan lainya
Pokdarwis di Kabupaten/Kota 1 I
sasaran

19. |Pengiriman template Strategi pembinaan final; |1 hari Kesamaan
Anggaran dasar Baha; arahan kepada perstlapsi._ s

(AD)/Anggaran Rumah — staf, Rapat internal Notulensi, Daftar
Tangga (ART) dan  I— l_]::I_F:L bidang hadir rapat
persayaratan lainnya kepada
pemangku kepentingan di
Kabupaten/ Kota

20. |Melakukan kontrol progress Template AD / ART 1 hari Butki tanda terima
pengurusan pengusulan | i berupa screen
badan hukum Pokdarwis shoot

21. Melaksanan rapat monitoring Internet, Peneima
untuk pengambilan langkah l—'j adalah: Kadis Kab/Kota,
pengrusan Badan Hukum Kepala Desa, Ketua
Pokdarwis Pokdarwis, penghubung

dan Notaris

22. |Melakukan koordinasi ke Daftar persyaratan 3 minggu |Laporan per-
Kepala Dinas Kabupaten / [ | pengusulan Badan kembangan
Kota untuk menginformasikan Hukum, No. telefon pengurusan
perkembangan dukungan penghubung

23. |Melakukan koordinasi [:_'1 Materi Rapat, Daftar 1 hari Rumusan langkah
lanjutan dengan penghubung Hadir, Rapat intrenal percepatan
Desa Bidang, Komputer dan

infocus
A . -_— -— — — =z =k
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L2_4'._ Mendorong Desa dan Dan Pembagian
Pokdarwis sasaran untuk tugas koordinasi
melengkapl persyaratan lanjutan
pengusulan Badan Hukum

25. [Menyerahkan persyaratan E——l Pembagian tugas 1 har Umpan balik
pengusulan Badan Hukum ;zcm::zllr:gﬁ:. koordinasi

percepatan

26. (Menerima persyaratan Rumusan langkah 1 harl Umpan ballk
pengsulan Badan Hukum £ percepatan, Cacatan koordinasl

YA penting

27. |Melakukan verifikas dan [_ij Daftar pe;rsy;ruttlun 1bulan  |Umpan balik
pengusulan Status Badan pengusulan Badan
Hukum Pokdarwis Hukum, Panduan out put

coaching

28. |Menyampaikan notifikasi ke Persyaratan pengusulan |1 bulan |Umpan balik
Dinas Pariwisata Provinsi 4 yang telah dibuat oleh
bahwa Sertifikat Badan l'j: Pokdarwis dengan
Hukum telah selesal dibuat gukur;lg;n Kupoala I:Lm.

enghubung Desa dan
Dinas Pariwisata
Kab/Kota
29. [Membuat Kerangka Acuan Sejumlah persayaratan |1 minggu |Notifikasl Data
Perjalanan Dinas ke — lengkap atau
Kabupaten / Kota untuk 1 | daftar kekurangan
penyerahan Sertifikat Badan persyaratan
Hukum
30. |Melaksanakan perjalanan — Persyaratan fix 2 minggu |Tanda terima dari
Dinas ke Kabupaten / Kota | I Kemenku-HAM
sasaran
31. |Menyerahkan Sertifikat Bukti telah selesainya 1 harl Umpan balik
Badan Hukum kepada '—‘:] Sertifikat Badan Hukum
Petugas Provinsi (berupa screen shoot),
smart phone (apps
whtassapp)
32. |Membuat soft file dan copy 1 Komputer, Printer, Kertas |3 harl Surat Tugas,
sertifikat untuk arsip Dinas Surat Perintah
Parlal Ninas
33. |Membayarakan Dana Insentif — Surat Tugas, SPPD, 5 hari Pertangung-
bagi Penghubung juga biaya L & |—] Dana Penghubung dan |awaban
34. |Pengumpulan data hasil Sertikat Badan Hukum |1 hari tanda Terima
perjalanan Dinas untuk l I
pembuatan laporan
pelaksanaan Kegiatan
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—

34. |Penyerahan kembali seluruh Sertikat Badan Hukum |1 han Soft copy
bukti pembayaran keuangan Sertifikat, tanda
kepada Sekretans Dinas Terima
untuk diproses lebih lanjut.

35. |Penyusunan konsep laporan -1
pelaksanaan kegiatan —

38. |Verifikasi konsep laporan r Dana dan format-format |1 hari Kuitansi
pelaksanaan kegiatan dan pembayaran pembayaran,
Penandatanganan Laporan TIDAK N format-format
Kegiatan - keuangan lainnya

yang telah ditanda-
tangani

37. |Penyerahan Laporan SPT, SPPD, tiket 1 har Bukti Tnada
Pelaksanaan Kegiatan perjalanan Dinas, Terima
Percontohan Pembinaan ( [o— ) boarding pass pesawat,

Kelompok Sadar Wisata Kuitansi pembayaran dan
1(!’okdarwis1)_dl Provinsl Nusa format keuangan lainnya
enggara Timur
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Nomor SOP : 73 Tahun 2021

Tgl.Pembuatan | : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi | : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

eatif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR &
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RIWISATAZAY
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF P f.?-l-ﬁ-—ntﬂz‘
e Y

Judul SOP W (need asessment) Sertifikasi
Profesi Sektor Pariwisata dan Sektor Ekonomi
Kreatif

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

1L

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

1. Pendidikan minimal Strata 1
2. Memahami makna, kegunaan serta proses Analisa Kebutuhan

Sertifikasi
Memahami Prosedur Sertfikasi Profesi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; 3.

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 4,7 Memahami metodologi penelitian dan penulisan laporan penelitian
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 5. Bisa mengoperasikan komputer

5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 6. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan

6.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; maupun tulisan dengan baik dan benar

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahunh 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usah Bidang Pariwisata;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

10.

11

12.
13.

14.

15.

16.

10.

11.

12.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia,

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi
Kompetensi Di Bidang Pariwisata;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturaturan Menteri Pariwisata Nomor
11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata ;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara timur 2015-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Tahap II Periode
2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
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13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

®  SOP Penyiapan Konsep Kerjasama (PKS)

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Anggaran
2. Term of reference

3. Kerangka Acuan Penelitian

4. Komputer/Printer/Scanner

5. Jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila satu atau lebih proses tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka penyelenggaraan sertfikasi profesi sektor Pariwisata
dan ekonomi kreatif ditingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata.

®  Pencatatan dilakukan secara elektronik yaitu melalui rools Google Form

®  Hasil analisa dan penyusunan laporan dibuat secara manual dalam bentuk
laporan analisa kebutuha sertifikasi

®  Hasil analisa digunaka dalam perencanaan Sertifikasi Profesi setiap tahun
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PELAKSANA MUTU BAKU
Koordinator Dinas Pariwisata
NO. TAHAPAN KEGIATAN Seksl SDM ::I:;T;:: Kepala Bldang | Tim Anlisa dan ?mff:: Pengumpul dan Ekonomi KETERANGAN
Pariwisata dan Irelombagl:n Kelembagaan Penyusun Kepala Dinas & & Ekonml data Kreatif (sebutan KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
SDM Ekonomi | 0 0008 Parekraf | Laporan Analisa ﬂ:(m:: (Enumerator) | sejenis) Kab/Kota
Kreatif se-NTT
1 |2 3 4 5 [] 7 8 9 10 11
1. |Pembuatan konsep naskah Konsep Analisa
pembuatan Analisa Kebutuhan ( )
(need assessment) Sertifikasi - Ko::z:ter. Ketiutubs (need
Profesi Sektor Pariwisata dan > 1 minggu Ssssesment) Sertifikanl
Sektor Ekonomi Kreatif jeinter Evcieet 8ol
Pariwisata dan Sektor
Ekonomi Kreatif
2. |Pengetikan naskah Analisa E — Komputer,
Kebutuhan kertas 3 hari Konsep Naskah
printer
3. |Verifikasi konsep naskah
pembuatan Analisa Kebutuhan b
(need assessment) Sertifikasi | I
Profes| Sektor Pariwisata dan
Sektor Ekonomi Kreatif serta konsep naskah 1 harl Konsep naskah
pembentukan Tim Analisa
4. |Rapat / Diskusi konsep naskah
pembuatan Analisa Kebutuhan K Kah
(need assessment) Sertifikasi Bna;ep T:sdl 4
Profesi Sektor Pariwisata dan Korn.pu::f : errt'as
Sektor Ekonomi Kreatif untuk i i 3 hari Konsep naskah final
memperoleh indikator == Pier S
pengambilan data multi media, Ruang
rapat
5. |Penyusunan naskah
pembuatan Analisa Kebqluhnn Konsep naskah,
(need assessment) Sertifikasi Komputer, Printer, 2 hari Naskah final
Profesi Sektor Pariwisata dan [ ] Kertas
Sektor Ekonoml Kreatif |
6. |Desiminasi keglatan need Konsep naskah,
assessment kepada seluruh Daftar Hadir, Kesamaan pandangan
pe}abgt struktural dan Komputer, 1 hari (persepsl), Kesatuan
funsgional Printer/Kertas, gerak
Proyektor multi
7. |Penunjukan enumerator Surat Keputusan
melalui sebuah surat i »
Aprip g u Konsep SK 1 hari Kepala Dinas
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kepada pengurus organisasi

Komputer jinjing

8. |Memperhatikan Program /
Kegiatan terkait Analisa
Kebutuhan (need assessment)
Sertifikasi Profesi Sektor Kerangka Acuan
Parwisata dan Sektpr Ekonomi Kerangka Acuan, Kegiatan dan RAB
Kreatif yang telah dibuat satu Rancangan 2 hari yang telah
tahun sebelumnya (H-1) dalam Anggaran Biaya ditandatangani oleh
DPA tahun berjalan untuk Kepala Dinas
membuat kerangka Acuan
Kegiatan dan RAB
S |Pengajuan pelaksanaan Kerangka Acuan, Konsep Surat,
kegiatan I I Rancangan 1 han Pelaksanaan Tugas,
| Anggaran Biaya Konsep SPPD
10. |Eksekusi pelaksanaan Analisa I:l:| o
nsep Surat
Kebutuhan Pelaksanaan Tugas, 1 hani Su;at Pelaksanaan
Konsep SPPD g
11. |Pembuatan indikator Analisa ikator
Kebutuhan (need assessment) T:;hh m:::
m::;:::‘;;mml yang tekah diususun 1 harni Link Google Form
. sebelumnya,
Kr_eatlf kedalam format googie ;: ;ZI Komputer, Internet
12 |Ujicoba pengisian google form T Y — _ ) Link E———
y | | L |_|._| Ekgragiony |§ N S G
1
13. |[Pembuatan surat L 1 i
pemoeanuan o ———
rencana pengambilan data Komputer/Printer! 1 han Surat pemberitahuan
yang ditandatangani Kepala Ej -
Dinas
14, |Pengiriman surat yang berisi : :
link google form kepada Bukti tanda terima fisik
Kabupaten/Kota Surat pemberitahuan| 1 minggu maupun screenshot
dari smartphone
| |
15. |Rapat konsolidasi dengan para .
enumerator Prananingl ustang Kesamaan persepsi
indikator dan cara 1 han para enumerator
T mencari data
16. |Pengambilan data ke L
SPT, SPPD, Format
Kabupaten/Kote termasuk | indikator, Flash disk, | 1 minggu Data

profesi di Kabupaten/Kota
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17. |Pengumpulan data, pemilahan Konsep laporan hasil
data, analisa data dan Osts darl Analisa Kebutuhan
penyusunan laporan hasil °“"'m°l;'t°" Konesp (need assessment)
Analisa chutuhar_s [negd‘ ] peran, 1 minggu Sertifikasi Profesi
assessment) Sertifikasi Profesi Komputeriprinter/ i

) [ Sektor Pariwisata dan
Sektor Pariwisata dan Sektor kertas Sektor Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif

18. | Penyampaian Konsep Laporan Konsep la| hasil
Hasil Analisa Kebutuhan (need An:l‘l?a K‘::r:trt‘lh::
assessment) Sertifikasi Profesi (need asessment)

Seidor F{amsg‘a dan Seldor | I Sertifikasi Profesi 1 minggu Oroft:Perjanjinn- K
Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata e
dan Sektor Ekonomi
Kreatif
19. |[Mempelajari laporan Konsep laporan hasil Konsep laporan hasil
| Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
(need assessment) 1 minggu (need assessment)
Sertifikas! Profesi 9g Sertifikasi Profesi
Sektor Pariwisata Sektor Pariwisata dan
dan Sektor Fkonami if

20. |Menyelenggarakan diskusi
dengan Tim Analisa untuk H K:::ﬁ.lr(‘:f:':::: ,
perbaikan laporan

(need sssessment) Hasil Pengumpulan
Sertifikas| Profesi 1 minggu Data
Sektor Pariwisata

dan Sektor Ekonomi

Kreatif.

21, [Menyampaikan hasil i P "
pengumpulan data Hesi gft:mpu - 1 Hari Bahan laporan

22. [Membuat laperan berdasarkan

Kabupaten/Kota untuk

disampalika: kembali kagada

pemangku kepentingan di i

Kabupaten/Kota [ I I Bahan laporan 1 Minggu Laporan

23. |[Menyampaikan laporan
berdasarkan Kabupaten/Kota Laporan 1 Minggu Laporan Terkirim

24. |Penyusunan usulan Kegiatan
Sertifikasi Profesi berdasarkan i

‘ Usulan iatan
hasil Analisa Kebutuhan (need Serﬁﬁka}:iagrofesi
assessment) Sertifikasi Profesi Pariwisata dan Sektor
Sektor Pariwisata dan Sektor ( Se""') ka0 1Minggu | " Exonomi Kreatit
Ekonomi Kreatif. berdasarkan hasil

Analisa Kebutuhan.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor SOP : 74 Tahun 2021

Tgl.Pembuatan : 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi : 14 November 2022

Tanggal Efektif

Disahkan olch

Judul SOP Sertifika

" ——

ples1 Sekto

Ekonomi Kreatif

r Pariwisata dan Sektor

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif:

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata,

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

L.

2
3
4,
5

Pendidikan minimal Strata 1

Memahami makna, kegunaan serta proses Sertifikasi Profesi
Memahami Prosedur Sertifikasi Profesi

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan
maupun tulisan dengan baik dan benar
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

10.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi
Kompetensi Kerja Nasional

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penctapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor | Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturaturan
Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara timur 2015-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi
Birokrasi Tahap II Periode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi

Nusa Tenggara Timur;
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11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata
naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur
Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreanf Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

® SOP Melayani Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP)

® SOP Penanganan Surat Keluar/Naskah Dinas Lainnya

® SOP Penanganan Surar Masuk/Naskah Dinas Lainnya

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis Dinas Parekraf Provinsi NTT

3. Data capaian indikator RPJMD dan Renstra

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

5. Komputer/Printer/Scanner/kertas

6. Jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila satu ztau lebih proses tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka penyelenggaraan ® Pencatatan dilakukan secara elektronik yaitu melalw tools Google
Serufikasi Profesi Sekior Pariwisata dan Ekonomi kreaTif di tingkat provinsi Nusa Tenggara Form

Timur udak dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata.

® Hasil analisa dan penyusunan laporan dibuat secara manual dalam
bentuk laporan analisa kebutuha sertifikasi
® Hasil analisa digunaka dalam perencanaan Sertifikasi Profesi setiap
tahun
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PELAKSANA MUTU BAKU
Koordinator Dinas Pariwisata
NO. TAHAPAN KEGIATAN Seksl SDM p::.:.i;:: Kepala Bidang | Tim Anlisa dan 's::;:‘sf: Pengumpul dan Ekonoml KETERANGAN
Pariwisata dan x.umug.:-. Kelembagaan Penyusun | Kepala Dinas | a Ek' 1 data Kreatif (sebutan | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
SDM Ekonoml Parekraf Parekraf Laporan Analisa B ERcnm (Enumerator) | sejenis) Kab/Kota
Kreatif Kreatif se-NTT
1 12 3 4 5 6 7 [] ) 10 11
1. |Pembuatan konsep naskah panstpoatin
pembuatan Analisa Kebutuhan
{need assessment) Sertifikasi @ K°:‘§‘""' Kebutuhan (n'::‘-' .
Profesi Sektor Pariwisata dan e owinmus (1o ok Mt
Sektor Ekonomi Kreatif printer VPfofesi Seidor
Pariwisata dan Sektor
Ekonomi Kreatif
2. |Pengetikan naskah Analisa I:—'l Komputer,
Kebutuhan kertas 3 hari Konsep Naskah
printer
3. |Verifikasi konsep naskah
pembuatan Analisa Kebutuhan -
gsr:o':;ssssss?;: :1} Mi:?:ﬁ:::i LI konsep naskah 1 hari Konsep naskah
Sektor Ekonomi Kreatif serta
pembentukan Tim Analisa
4. |Rapat / Diskusi konsep naskah
pembuatan Analisa Kebutuhan Konsep naskah,
(need assessment) Sertifikasi Daftar Hadir,
Profesi Sektor Pariwisata dan Komputer, Kertas,
Sektor Ekonomi Kreatif untuk Printer, Proyeitor | 3herl | Koneep nasiah finel
mempercleh indikator E: multi media, Ruang
pengambilan data rapat
5. |Penyusunan naskah
pembuatan Analisa Kebutuhan Konsep naskah,
(need assessment) Sertifikasi - Komputer, Printer, 2 han Naskah final
Profesi Sektor Pariwisata dan _S Kertas
Sektor Ekonomi Kreatif I
6. |Desiminasi kegiatan need Konsep naskah,
assessment kepada seluruh I ; Daftar Hadir, Kesamaan pandangan
pejabat struktural dan Komputer, 1 han (persepsi), Kesatuan
funsgional Printer/Kertas, gerak
Proyektor multi
7. |Penunjukan enumerator
melalui sebuah surat | I Konsep SK 1 hari w
keputusan
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8. |Memperhatikan Program /
Keglatan terkait Analisa
Kebutuhan (need assessment)
Sertifikas| Profes| Sektor Kerangka Acuan
Pariwisata dan Sektor Ekonomi Kerangka Acuan, Keglatan dan RAB
Kreatif yang telah dibuat satu Rancangan 2 hari yang telah
tahun sebelumnya (H-1) dalam ] I —I Anggaran Biaya ditandatangani oleh
DPA tahun berjalan untuk | | Kepala Dinas
membuat kerangka Acuan
Keglatan dan RAB ’_
R
8. |Pengajuan pelaksanaan | Kerangka Acuan, Konsep Surat,
keglatan Rancangan 1 hari Pelaksanaan Tugas,
| - Anggaran Biaya Konsep SPPD
10. [Eksekusi pelaksanaan Analisa E‘: Konsep Surat
Kebutuhan Pelaksanaan Tugas, 1 hari Surat Pelaksanaan
Konsep SPPD Tuges, SPPD
11. |Pembuatan Indikator Analisa
Kebutuhan (need essessment) T:;k:: L:::I“:::
Sertifikas| Profes| Sektor
Pariwisata dan Sektor Ekonomi| yang t:':h dususun o Link QeogieForm
Kreatif kedalam format google EIE E':I Kor;.pm:'m I:::;M
drive '
12. |Ujicoba pengisian google form Link form
: : google yang
I:: ::] I . | Kk gooph: Kew A telah disesuaikan
13. [Pembuatan surat L 1 1
pemberitahuan tentang ::1?: d‘;:I::::r
rencana pengambilan data K:.irn m‘,m,‘r / 1 han Surat pemberitahuan
yang ditandatangani Kepala I:::I I:j Pu
Dinas .
14. [Pengiriman surat yang berisi
link google form kepada Bukti tanda terima fisik
Kabupaten/Kota Surat pemberitahuan| 1 minggu maupun screenshot
dari smartphone
1 |
15, [Rapat konsolidasi dengan para 3
enumerator e :j $ "".“""" riang Kesamaan persepsi
indikator dan cara 1 hani
mencarl data para enumerator
16. |Pengambilan data ke
b atant et SPT, SPPO, Format|
kepada pengurus organisasi Indikator, Flash disk, | 1 minggu Data
profesi di Kabupaten/Kota

Komputer jinjing
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17. |Pengumpulan data, pemilahan
data, analisa data dan Data dari Konsep laporan hesil
penyusunan laporan hasil enumerator, Konsep Analiss Kabutuhen
Analisa Kebutuhan (need laporan, 1 minggu t's".dnm.';’r:’::’
assessment) Sertifikasi Profesi — Komputer/printer/ ortifkasi
Sektor Panwisata dan Sektor kertas Sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sektor Ekonomi Kreatif
18. |Penyampaian Konsep Laporan
Hasil Analisa Kebutuhan (need K:n":,m'ﬁm:::"
assessment) Sertifikasi Profesi
(need asessmeant)
Sektor Pamm dan Sektor Sertifikasi Profesi 1 minggu Draft Perjanjian Kerja
Ekonomi Kreatif E:I Sektor Pariwisata sama
dan Sektor Ekonomi
Kreatif
19 |Mempeilajan laporan Rensep laporan hasi Ronsep Taporan hasil
E: Analisa Kebutuhan Analisa Kebutuhan
(need messmm!} 1 minggu (need mosumn;)
Sertifikasi Profesi Sertifikasi Profesi
Sektor Pariwisata Sektor Pariwisata dan
dan Sektor Fkanami Sektor Fkonomi Kreatif
20. M
B — Korsepapors s
. slisa Kebutuhan
accae {nead sssesement) Hasil Pengumpulan
Sertifikasi Profesi | 1 minggu Dngu
Sektor Panwisata
dan Sektor Ekonomi
Kreatif.
21. |[Menyampaikan hasil
pengumpulan data Masi Pnnnglumpulan 1 Hari Bahan laporan
22 [Membuat laporan berdasarkan
Kabupaten/Kota untuk
disampaikan kembali kepada
pemangku kepentingan di
Saion [ l ] Bahan laporan 1 Minggu Laporan
23. |Menyampaikan laporan
berdasarkan Kabupaten/Kota Laporan 1 Minggu Laporan Terkiim
24. [Penyusunan usulan Kegiatan
Sertifikasi Profesi berdasarkan Usulan Kegiatan
hasil Analisa Kebutuhan (need Sertifikasi Profesi
assessment) Sertifikasi Profesi La M Pariwisata dan Sektor
Sektor Pariwisata dan Sektor Selesal posan inggu Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif. berdasarkan hasil

Analisa Kebutuhan.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor SOP | : 75 Tahun 2021
Tgl. Pembuatan ‘1 : 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi || : 14 November 2022
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

* PnR:-VF»T*‘“”
EXONOMI KREATH

Judul SOP emﬁka.SI Profesi Sektor Pariwisata
dan Sektor Ekonomi Kreatif
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
I.. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Nusa Tenggara Timur. 2. Memahami makna, kegunaan serta proses Sertifikasi Profesi
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 3. Memahami Prosedur Sertifikasi Profesi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan; 4. Mampu mengoperasikan komputer
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir [ 5. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan maupun
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; tulisan dengan baik dan benar
5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahunh 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usah Bidang Pariwisata;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional,
9.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
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DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

10.

1.

12.

13.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia,

Peraturan Menten Pariwisata Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi
Kompetensi di Bidang Pariwisata;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturaturan Menteri Pariwisata Nomor
11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi Nusa Tenggara timur 2015-2025.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Tahap 1I Periode
2018-2022;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur,
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KETERKAITAN :

PERALATAN PERLENGKAPAN -

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Strategis Dinas Parekraf Provinsi NTT

3. Data capaian indikator RPJIMD dan Renstra

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

®  SOP Melayani Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
®  SOP Penanganan Surat Keluar/Naskah Dinas Lainnya

®  SOP Penanganan Surat Masuk/Naskah Dinas Lainnya

5. Komputer/Primter/Scannerikertas

6. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila satu atau lebih proses tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka penyelenggaraan sertfikasi profesi sektor Pariwisata | ®  Pencatatan dilakukan secara elektronik yaitu melalu /o0ls Google Form
dan ekonomi kreatif ditingkat provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata. ®  Hasil analisa dan penyusunan laporan dibuat secara manual dalam bentuk
laporan analisa kebutuha sertifikasi
®  Hasil analisa digunaka dalam perencanaan Sertifikasi Profesi sctiap tahun
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PELAKSANA MUTU BAKU
Dinas Pariwisata
Seksi SOM dan Ekonomi Tim Analisa dan
TAHAPAN KEGIATAN Pariwisata dan | PalaBidang | o\ oris Kreatif (sebutan Penyusunan KELENGKAPA KETERANGAN
Seksispm | Melembagaan | “p o sejenis) Kab/Kota Laporan Evaluas| N | WAKTU OouTPUT
Ekonomi Kreatit | P arekraf se-NTT Alumnl Pasca Sertifikasl
Sertifikasi Profesi
2 K] 4 5 8 10 8 9 10 "
. |Pengumpulan data alumni

sertifikasi berdasarkan buku
alumni sertifikasi yang dibuat

ED

Buku alumni sertifikasi,
DPA, Komputer, Printer,| 7 harl

Rancangan alumnl yang

3 akan dievaluas
pada tahun sebelumnya

. |Menyusun rancangan evaluasl Rarncengar  mkut Rancangan Evaluasi
pasca sertifikasi o sy~ .| S pasca Sertifikasi serta

Komputer, Printer, Kertas e
/ (RAB)

- |Rancangan Evaluasiipasca V4 Rancangan Evaluasi pasca Rancangan Evaluasi
Sertifikasi serta Rencana e \> Sertfamiserta Rercana | Thar |Peees Serear seth
Anggaran Biaya (RAB) Ya Anggaran Biaya (RAB) (RAB)

Dokumen evaluasl Pasca

" |[Menyelenggarakan rapat untuk ‘: Komputer, Intemet, Infocus,| . |Sertiflkasi yang dilengkapi
membahas indikator evaluasi Daftar hadir, Ruang Rapat dengan daftar pertanyaa

serta daftar nencamatan

- |Penyampaian Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK) dan Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) Evaluasi KAK dan RAB 1 harl m" RAB yang telah
Pasca Sentifikasi guna proses
pencairan dana kegiatan

" |Pencairan dana kegiatan,
penerbitan Surat Tugas dan K EmRAR L. e e
Surat Perintah Perjalanan Dinas ;

- |Penyelenggaraan rapat dengan
para petugas untuk menjelaskan

RAB yang lelah Ketersediaan dana, Surat
bagaimana mengoperasionalkan i s 1 minggu s
indikator Evaluasi Pasca TR P
Sertifikasi I

. |Pengambilan data Evaluasi x
Pasca Sertfikasi I . | Indikator, Daftar Hadir S Pt

J Ruangan rl:. Komputer, 1jam

- |Penyampaian data evakuasi :': Proyelbon mull madin Pengertian lantang cara

alumni sertifikasi m
‘|Menyelenggarakan rapat untuk .

membahas hasil evaluasi serta L’ lSPT“. 4 GPPD,  Dand.l, ringgu

menyusun laporan

.|Penyusunan laporan evaluasi =
pasca sertifikasi profesi ‘j A - Rancangan lagoran

Undangan, Daftar hadir, Evaluasi Pasca Sertifikasl
Komputer
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12 Pen : Rancangan laporan
yerahan laporan perjalanan laporan Evaluasi Pasca

e m Pasca Sertifkasl, [1minggu  |goo
13.|Menerima laporan perjalanan laporan

dinas i dinas tiket,bill hotel 15 menit Tanda terima
14.|Penyampaian laporan evaluasi laporan

.Em;y:_sef‘ﬁ“ﬁ dinas tket,bil hotel e mark Tanda terima
15. ::sr;ea“s";?l l;kpglan evaluasi laporan  Evalussl Pascal . . Tanda terima
16. !.!eﬂeri::;'I ﬁk;;pomn evaluasi laporan  Evaluasl Pascal . Tanda terima
17.

Menjadikan laporan evaluasi

pasca sertifikasi sebagai umpan m laporan  Evaluasi Pascal ., o laporan Evaluasl Pasca

balik penyusunan rencana Sertifikasl Sertifiasi

sertifikasi profesi tahun berikut

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI NTT
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nomor SOP : 76 Tahun 2022
Tgl Pembuatan | : 23 Agustus 2022
Tanggal Revisi | : 14 November 2022
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

A
HHELG807131989031009

Judul SOP i Penyiapan Konsep Perjanjian Kerja Sama (PKS)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat | 1. Pendidikan minimal Strata 1
dan Nusa Tenggara Timur, 2.  Memahami tata aturan penyiapan draf PKS kerja sama, baik kerja
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sama yang dibangun dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah scbagaimana beberapa kali diubah terakhir | 3. Memahami Sistem Informasi Kerja Pemerintah Provinsi Nusa
dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Tenggara Timur
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Bisa mengoperasikan komputer
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif: 5. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia secara lisan
6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; maupun tulisan dengan baik dan benar
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama

Daerah,

Dipindai dengan CamScanner
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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi:Nusa Tenggara timur 2015-2025.
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Tahap II Periode
2018-2022
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman tata naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
KETERKAITAN ; PERALATAN PERLENGKAPAN
®  SOP Penyiapan Draft Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) 1. Lembar Kerja /Rencana Kerja Anggaran
2. Term of reference
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila satu atau lebih proses tidak dilaksanakan sepenuhnya, maka penyiapan draf PKS kerja sama tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya atau ditunda

@ Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dipindai dengan CamScanner
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

® Data Rekapan MoU yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

®  Data Rekapan Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat oleh Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Mutu Baku
N Aktifitas/Kegi — e Ket
- 1 1 ’ ’
o t egiatan Kepala Dinas ik - 230 Pelaksana Pemerintahan Pahak kodm. N
Parckraf Prov. » p ( ’ poda Bidang | Setda Prov.NTT | Ketiga terkait Kelengkapan L
NTT o W wacagin | PKS -
Paniwisata TKKSD)
1 2 4 ] 6 7 3 9 12 13 14 15
| 8 Perintah pembuatan Naskah Perjanjian Surat permohsanan | menit | Surat masuk
Kerja Sama berdasarkan Nota
Kesepahaman  (Memorandum  of
Understanding) yang telah
ditandatangani atau insiasi lain
2. | Pembuatan konsep naskah PKS ® disposisi dari e-NADI | I minggu | Konsep
> ® Komputer naskah PKS
- ® Kertas
3. | Pengajuan konsep naskah PKS Tidak #® Komputer 8jam | Konsep
® Kertas naskah PKS
/ ® disposisi dari e-NADI
4. | Pengajuan konsep naskah PKS - ® Komputer 1jam | Konsep
B :! I # Kertas naskah PKS
#® disposisi dari e-NADI

Dipindai dengan CamScanner
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Mutu Baku

Seksi Pem- -
No Aktifitas/Kegiatan Kepala Dinas Pelaksana | Pemenntahan | Pihak kedua/ Ket.
Kepala Bidang Ke- berdayaan ) . ) i Keluaran
Parckraf Prov. Sndust pada Bidang | Setda ProvINTT | Ketiga terkait Kelengkapan Waktu
NTT e Moyt | iesbegun | Gdnvnsiat PKS i
Pariwisata TKKSD)
1 2 4 3 6 7 ) 9 12 13 14 13
6. | Pembahasan konsep PKS bersama Tim @ Undangan Jjom | @ Konsep
Kerja Sama Pemerintah Provinsi NT . ® o M gt —
® Konsep PKS ® Daftar
® Ruang Rapat Hadir
® Komputer @ Notulen
® Printer Rapat
9. | Penyampaian naskah PKS Hasil ® Nuskah PKS ljam | ® Disposisi
Pembahasan untuk proses <
penandatanganan |
11. | Koordinasi penetapan tanggal . ® PKS Shari | ® Waktu
penandatanganan PKS dengan pihak ® Korespondensi/surat e
. menyurat tanganan
terkait
12. | Penandatanganan PKS A y
13. | Penyampaian Naskah PKS yang telah
ditandatangani untuk proses
pengambilan nomor bersama oleh =\/~|‘
pihak Kedua/Ketiga terkait PKS
termasuk di Biro Hukum

Dipindai dengan CamScanner
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Mutu Baku

. , Seksi Pem- -
No Aktifitas/Kegiatan Kepala Dinas . Pelaksana Pemerintahan Pihak kedua / Ket.
Kepala Bidang Ke- berdayaan : ! ; Keluaran
Parekraf Prov. pada Bidang Setda Prov.NTT | Ketiga terkait Kelengkapan Wakmu
lembagaan Parekral Masyarakat . (outpul)
NTT = Kelembagaan | (Sekretariat PKS
Paniwisata TKKSD)
1 2 4 s 6 7 3 9 12 13 14 15
15. | Penyampaian PKS ke pihak-pihak e Naskah PKS yang telah | 1han | Naskah PKS
terkait di beri nomar yang telah di
T * beri nomor
16. | Menerima PKS 2 Naskah PKS. yang telah | 1har | Tandatenma
diberi nomor
17. | Pengarsipan Naskah PKS Final 7menit | Naskah PKS
' - Final
18. | Monitoring dan evaluasi PKS ® Program/Kegiatan 1 minggu | Hasil
“ Final evaluasi
® Rancanangan Monev berupa
® Buku Catatan rekomendasi
e tindak  lanjut
PKS

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 77 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan|: 23 Agustuus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022
 Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Penerimaan Barang/Ja3z

e
Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1
2.

3.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain

Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur

NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

- Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan Sarjana;

2. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;
4. Memiliki Kewenangan dalam pengadministrasian Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengeluaran Barang

1. Komputer dan Printer 3. Buku Administrasi Barang

2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

terhambat.

Apabila SOP Penerimaan Barang tidak dilaksanakan, maka Admnistrasi Pengelolaan Barang akan

Pedoman pengadministrasian barang dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/jasa selanjutnya.

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
Na. Tahapan Kegiatan i B r Penyimpan Keterangan
P g Penerima | Sub Bagaian | Bendahara enyimp Kelengkapan Waktu Output
Barang Umpeg Barang Barang
1 2 3 4 5 6 8 9 10 13
1. |Menerima barang dari Rekanan/Pihak Il Dokumen lJam Diterimanya
m pengadaan Barang
i
2. |Memeriksa Barang Dokumen 1lJam Diperiksanya
E pengadaan / Barang
surat
3. |Membuat/menandatangani berita acara : Berita Acara 1lam Ditandatangani-
serah terima barang I ll nya berita acara
4. |Menyimpan barang ‘ Buku Inventaris lJam  |Tersimpannya
[ I barang barang
5. |Membuat kartu kendali ruangan ! Lemari Gudang 1lJam Tersedianya
I l kartu kendali
ruangan
6. |Menempatkan barang sesuai kartu kendali | Barang, Kartu 1Jam Tertatanya
fuangan Kendali barang dalam

Selesai

ruangan kerja

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP . 78 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021

Tanggal Revisi . 14 Novemeber 2022
Tanggal Efektif __|:

Disahkan oleh KepélatbiaasHathy yal i Kreatif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

HP. 1968
U= o
Judul SOP Pemeliharaan Kantor-daiRumah Dinas

Dasar Hukum : Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal sarjana

2. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi |2, Mampu mengoperasikan komputer
2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubermur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubermnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : |Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer dan Printer 3. Buku Kontrol Aset
2. ATK

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan tidak terpeliharanya rumah |Buku Kepegawaian dan Aset
dan kantor dinas

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Keteranga
No.
Tahap Kegiatan o Umum & Sekretaris Bendahara | Kelengkapan | Waktu Output n
Pelaksana
Kepeg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Melakukan  pengecekan  secara Barang :
menyuluruh pada bangunan kantor @ inventarisasi | . T:rdata:ya .
dan rumah dinas - e yong
ada
2. |Mendeteksi kerusakan bangunan Barang . A
kantor dan rumah dinas inventarisasi _ | Diketahuinya
2 Hari | setiap kerusakan
yang ada
3. |Membuat dan menyerahkan laporan Data kerusakan S
mengenai kerusakan yang ada i @laporan
g yang 15Menit |\ erusakan
4. |Mempelajari laporan dan menyetujui Laporan )
untuk diteruskan ke Sekretaris kerusakan | 30 Menit | Persetujuan
laporan
5. |Sekretaris memberikan persetujuan e Laporan
dan penandatanganan laporan untuk kerusakan 30 Menit Persetujuan
diberikan kepada Bendahara e laporan
6. |Bendahara melakukan proses Laporan
pencairan dana guna perbaikan persetujuan dan 30 Menit | Diterimanya dana
kwitansi - guna perbaikan
pengeluaran
7. |Melaksanakan perbaikan sesuai Peralatan dan Bangunan Kantor
dengan kebutuhan periengkapan : dan Rumah
(Cselesal ) untuk perbaikan | 4har- | pa ga0at
selesal |} erfungsi dengan
baik

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP : 79 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan|: 23 Agustus 2021
Tanggal Revisi : 14 November 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

.\.Wf.
3 ‘w‘\
AR ke

Judul SOP Penanganan Laporas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi

2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap |l Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubermnur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

ol

10.

1. Pendidikan Minimal Diploma lil;
2. Menguasai Penggunaan Microsoft Office;

3. Memahami aturan dan ketentuan pengéendalian gratifikasi;
4. Mengetahui dan memahami prosedur kegiatan.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk.

1. Komputer/Laptop
2. Buku Administrasi Barang/Jasa.

3. Buku Regulasi;

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan kekurangan kebutuhan atau
kekurangan fasilitas penunjang kinerja para staf

Disimpan dalam bentuk data manual dan elekironik

Dipindai dengan CamScanner
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Pelaksana

Mutu Baku

No. ta t
VAT Pelapor UPG KPK Kelengkapan Waktu Output Svetacang)
'} 2 3 4 S 6 7 8 9
1. |Mengisi pelaporan gratifikasi Konsep formulir Formulir gratifikasi,
gratifikasi dokumen dan
- kelengkapan lain
2. |Menyerahkan formulir isian gratifikasi kepada E': Disposisi/ Disposisl/ penugasan
UPG penugasan
3. |Menerima formulir isian gratifikasi ’] Disposisi/ Disposisl/ penugasan
penugasan
4. |Menganalisis dan mengadministrasikan laporan g Formulir gratifikasi, Disposisl/ penugasan
penerimaan gratifikasi, memverifikasi dokumen dan'
kelengkapan dokumen dan mereview dokumen kelengkapan lain
5. |Membuat laporan pelaporan gratifikasi Konsep laporan Laporan gratifikasi
gratifikasi
6. |Meneruskan laporan pelaporan gratifikasi kepada Disposisi/ Disposisi/ penugasan
KPK penugasan
7. |KPK memverifikasi kelengkapan, menganalisis A Disposisi/ Surat Keputusan
dan menerbitkan surat keputusan penetapan penugasan penetapan status
status kepemilikan gratifikasi, serta
meneruskannya kepada UPG 1
8. |UPG menerima hasil penetapan status Disposisi/ Disposisl/ penugasan
kepemilikan gratifikasi dari KPK penugasan
9. |UPG menyampaikan hasil penetapan status Surat Keputusan Disposisl/ penugasan
kepada pelapor penetapan status
10. |UPG memfasilitasi barang/uang gratifikasi untuk . Barang/ uang Barang/ uang gratifikasi
diserahkan kepada KPK sesuai dengan gratifikasi

penetapan status kepemilikan gratifikasi

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor SOP : 180 Tahun 2022
[ Tanggal Pembuatan : {14 November 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif
|Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Judul SOP Pelayanan Padaan Terpadu

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan Minimal SLTA;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan 2. Menguasai Alur Pelayanan Tamu;

3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025|3. Menguasai Komputer.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerarapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

9. Peraturan Gubernur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosédur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

10. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organ|sasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

L

Tenggara Timur.
Keterkaitan : F’enlaunlperlengkapan 2
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku Tamu
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Barcode Pengunjujng
3. Ruang Tunggu
4. Barcode Survey Kepuasan Masyarakat
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penanganan Penerimaan Tamu Tidak Dilaksanakan dengan baik akan berdampak pada 1. Buku Tamu
Penilaian Pelayanan Publik 2. Data Ektronik (Google Driver)

Dipindai dengan CamScanner
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Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahapan Kegiatan Ket
P 9 Front Office | Tamu :::::::‘ Kelengkapan Waktu Output e S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Mempersilahkan Tamu untuk Duduk diruang ( Mulai )

tunggu dan meminta kepada Tamu untuk Bk Tanme il Buku T

Mengisi Buku Tamu / Barcode Pengunjung S " e
2. |Mengisi Buku Tamu/Barcode Pengunjung v

lalu diserahkan kepada Front Office _l‘_ | Buku Tamu 5 menit Data Tamu
3. |Melaporkan Kedatangan Tamu Kepada — Laporan

Kasubag Kepegawaian dan Umum I: _J Data Tamu 5 menit kedatangan

Tamu

4. |Melakukan konsultasi dengan sekretaris / |

Kepala Dinas, memberikan arahan, jika tidak /

berkenan maka Tamu ditolak, jika berkenan Tk —\> La Ked

maka dipersilahkan tamu untuk menemui ¥ porar}amuatangan 10 menit Arahan

Kepala Dinas / Sekretaris / Kepala Bidang 2

atau Pejabat / PNS yang dituju
S. |Mengantarkan Tamu untuk bertemu pejabat L Mencanter T

sesual dengan tujuan kedatangan ( Selesal ) Arahan 5 menit ng Tujua:mu

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Nomor SOP : 81 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan |: 14 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pelayanan Per|

Digital

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
NTT Tahap Il priode 2018-2022.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggar Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

arganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

3.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer
4

. Memahami Teknis Pengelolaan Retribusi

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pengelolaan Retribusi

1. ATK 4. Buku Agenda Surat Keluar
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer. 5. Stampel
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelayanan penjinan dan sewa lokasi Pantai Lasiana secara Digital tidak dilakukan sesuai SOP,
maka akan berpengaruh kepada penerimaan PAD yang tidak optimal.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Tahap Kegiatan Pejabat Kepala UPT Ad| Kepala Kepala
Masyarakat Pedalaars Hoc Bidang Dinas Kelengkapan Waktu Output
2 B 4 5 6 4 _8 9 10
1 [Masyarakat mengajukan permohonan Permohonan
perijinan dan sewa lokasi pantai C Mulai ) Poster Bercode, perijinan dan sewa
lasiana secara digital dengan Akun Whatsapp, 15 menit lokasi di Objek
melakukan scan barcode yang ada di ATK, Komputer. Wisata Pantai
pantai lasiana Lasiana
2 |Staf pelaksana melakukan pencatatan v per'if'an'al n”adl amn”:m"
:gggr;llaga:r;isallnas yang akan dipakai | | ATK, Komputer 10 menit lokasi di Objek
y Wisata Pantai
laciana
3 |Staf pelaksana melaporkan wr_l
permohonan perijinan dan sewa lokasi | I ATIC Womontes 10 menit Disposisi Sub
di pantai lasiana secara digital kepada S Koordinator
Sub koordinator
4 |Sub Koordinator melaporkan
permohonan perijinan dan sewa lokasi 0 ) Disposisi Kepala
di pantai lasiana secara digital kepada Surat L bidang
Kepala Bidang untuk ditindak lanjuti
5 |Kepala Dinas menelaah, mengoreksi.
Apabila setuju menandatangani dan v
menindaklanjuti surat keluar. Apa bila Tidak ] Persetujuan Kepala
tidak setuju dikembalikan kepada . < > Surat 10 menit s
Kepala Bidang untuk diperbaiki. '
Ya
6 |Pejabat Pelaksana memproses 1
pembayaran sewa lokasi, lalu )
mendokumentasikan, mengarsipkan Surat 1Smenit | Laporan Keuangan
dan mendistribukan laporan kegiatan
7 |Masyarakat menerima sirat ijin ' -
menggunakan lokasi pantai lasiana Menggsuf:tk‘_i‘r""mﬂ
el 1Smenit | opiek wisata Pantai
Lasiana

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonom: / Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisala

7. Peraturan Menten Pariwisata dan Ekonom: / Kepala Badan paniwisata dan Ekonomi Kreatif Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perisinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedornan Penyusunan dean Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemarintahan

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Peryusunan Perangka! Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomcr 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10.

Memiliki pemahamran tentang mekanisme perizinan melalul 0SS
Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer

Nomor SOP : 82 Tahun 2022
Tanpgal Pembuatan |: 14 November 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif P ot 2 z
Disahkan oleh (opila-Digds Pavy eatlf
\ ur b
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR O‘N‘.';]\ann
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PARMIS. e amie
SEKRETARIAT DINAS R
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI d
—NE
Judul SOP Proses Perizinan Berysal
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Memiliki kemampuan berkomunikasl yang baik
2. Uncang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tertang Kepariwisataan 2. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Uncang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha
4 4
5.

11. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomcr 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur
12. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomer 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekcnomi Kreatif Provirsi Nusa
Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer. 4. Jaringan Internet/Wifi
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK 5. Buku Register Monitoring
3. SOP Pelayanan Publik 3. Printer 6. Checklist kelengkapan dokumen izin
Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika Pelaku Usaha tidak melakukan Proses Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka tidak bisa melakukan
kegiatan isaha keparniwisataan

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

) Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Pemohon 0ss Pengguna | Verifikator | Kepala | Sekretaris | Kepala Kelengkapan | Waktu Output
Hak Akses Bidang Dinas Dinas
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12
1 |Mengajukan Permohonan Dokumen Formulir OSS
Perizinan Berusaha Berbasis ‘ Mulai ) Persyaratan sesuai
Resiko melalui Portal OSS peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
2 |Melakukan pengecekan dan I_I Formulir OSS 1jam | 1 Berkas
mencetak daftar Permohonan | ] Permohonan

Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko pada Portal OSS
2 |Mendistribusikan berkas '—l Berkas Permohcnan|1 jam |Berkas Permohonan
permohonan sesuai seklor 1 I

pariwisata dan ekonomi kreatif

3 |Melakukan verifikasi beriias

Berkas Permohcnan|1 hari  |Cek list
Permohonan Perizinan ’j kerja  |kelengkapan
Berusaha Berbasis Resiko dan persyaratan
diberikan kepada Tim Teknis
4 |Evaluasi data permohonan dan 3 Cek list 2 hari |Berkas Permohonan
membuat format pemenuhan E | kelengkapan kerja  |Terverifikasi dan
komitmen pelaku usaha 4 persyaratan pemenuhan

(melakukan pengecekan

komifmen pemohon
langsung di lokasi, jika

diperiukan) TIDAK
5 |[Memberikan data pemenuhan /‘ ' Berkas Permohcnan|1 hari  |Berkas permohonan
komitmen Terverifikasi dani  |kerja  |terverifikasi
YA pemenuhan

komitmen pemohon

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Pemohon 0ss Pengguna | Verifikator K_epala Sekfetaris I(e_pala Kelengkapan Walktu Output
Hak Akses: Bidang Dinas Dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 |Rekomendasi Teknis Eﬁ_| Berkasi permohonan |30 menit| Rekomendasi
terverilikasi Teknis
.—"

7 |Memverifikasi Persyaratan N\ Rekomendasi 1jarn |Rekomendasi feknis
Pemenuhan Komitmen dan Tidak L™ 4 Ya Teknis: terverifikasi
Rekomendasi Teknis 1

8 |Memverifikasi Persyaratan /\ Rekomiendasi teknis|1 jarn | Surat persetujuan
Pemenuhan Komitmen dan Y terverilikasi atau penolakan
Rekomendasi Teknis — \g/ 5 permohanan

terverifikasi

9 |Memvalidasi Persyaratan Surat persetujuan (1 jarn  |Surat persetujuan
Pemenuhan Komitmen dan atau penolakan atau penolakan
Rekomendasi Teknis permo honan permohonan

terverilikasi tervalidasi
10|Melakukan input pada sistem : Surat persetujuan |1 jara | - Input data pada
OSS ferkait pemenuhan atau penolakan sistem OSS
komitmen dan rekomendasi permoonan - Database kegliatan
teknis: tervalidasi verifikasi perizinan
OSS RBA
11|Menotifikasi Proses Perizinan Input cata pada 1jarn  |Notifikasi pada
Berusaha Berbasis Resiko |; | sistem OSS sistem OSS
12{Menginformasikan ke pelaku Notifikasi pada 30 Pemberitahuan
usah& Permohonan Perizinan Selesai sistem OSS menit |untuk pemohon
Berusaha Berbasis Resiko perizinan
berlahu efektif

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREEATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA
$SEKSI SARANNA DAN PRASARANA PARIWISATA

Nomar SOP : 83 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : 14 November 2022

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disatkan oleh

Judul SOP

Tata Cara Penerimaan-Tamu di Cottage

Dasiar Hukum :

Kualifikasi pelaksanai:

1. Undang - undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahurr 201(l tenteing Grand Desigin Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteiri PAN dan RE Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerirtahan.

4. Peraturan Daerzih Provinsi Nusia Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Penyusunan Perangkat Daerah Frovinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il priode 2018-2022.

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timui Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas dil Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggar Timur Nomcr 44 Tahun 2020 tentang Perubalan atas
Peraturan Gube mur Nusa Tenggara Timur Nomror 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Stancar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggarai Timur.

8. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 20 Tahur 2022 tentang Kedud skan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Ciinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur..

1. Pendidikan minimal Diploma lll

2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK 4. Buku Agerida Surat Keluar
2. SOP Penangan:n Surat Masuk. 2. Komputer. 5. Stampel
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jikz: tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaari kegiatan Penerimaan tamu

cottage

Disimpan dalam bentulc Hardcopy dan 3oft file

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

No.

PELAKSANA MUTU BAKU
Tahagi Kegiatan
Tarmnu Bellboy Reception/Front desk | Kelengkapan Waktu Output
1 2 F 4 [ 8 9 10
1. |Tamu tiba diiCottage Pariwisata: Estate ' Perr¥_aar:1nt:1ulan 5 Menit Tenaksan:;\::elayanan
2. | Bellboy menyambut kedatangan tamu yang baru sampai di L
cottage, dengan membuka pintu kendaraan tamu dan menanyakan }\ -
apakah tamu tersebut membawa barang bawaan/Jika tamu Coper/barang v ’ ’
tersebut merniliki barang bawaan, maka bellboy akan memeriksa Tidak V lainnya T-zhen romentanme Polayse Prins
barang bawzan tamu tersebut dan menawarkannyal untuk
dibawakan.
3. |Bellboy akart mengarahkan tamu tersebut ke bagian reception atau I:h
front desk urituk melakukan check-in atau registrasi. Idertitas Tamu 2 Menit Tersedianya Pelayanan Prima
4. |Petugas reception terlebih dahulu mengucapkan salam dan
menanyakarn nama tamu tersebut. L
Selanjutnya, reception akan menanyakan beberapa pertanyaan = j , ) ,
kepada tamu mengenai apakah tamu tersebut sudzsh melakukan I— Pertanyaan ZMenit Tersedianya Pelayanan Prima
reservasi kamar sebelumnya dan jika sudah, melalui apa
pemesanan kamamya.
5. | 1. | reception memberikan formulir untuk melakuitan registrasi. “_.1 Berkas Formulir & Menit Tarsediannya Formuiir
2. |reception akan memeriksa Kembali formulir tersebut dan
meminjam paspor dan identitas dari tamu tersebut dan Berkas Formulir SMont Teruediannya Identitas dan
memberikan guest card, breakfast coupon, weicome drink dan Kdentias &Menit Cupon
coupon:dan kunci kamar k2 pada tamu.
3. |Setelalr semua persyaratan sudah dilengkapi maka receptiort Kelengkapan
akan menjelaskan informasi dan fasilitas yangi ada di hotel _H ': persyaratan/Dok Z£Menit Tersediannya Dokumzn
tersebut umen
6. |Bellboy mengantar tamu ke kamamya
! ’ . Mengantar & Menit Dokumentasi, Mengarsipkan
Tamu ke kamar Dokumen/Laporan Kegiatan
7. |Tamu Sampai ke Kamar ( Selesai ’

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Nomor SOP : 84 tahun 2022

Tanggal Pembuatan

: 14 November 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BIDANG DESTINASI PARIWISATA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

e

Judul SOP

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il priode 2018-2022,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT,

Peraturan Gubemur Nusa Tenggar Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal Diploma llI
2. Menguasal Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Peralatan/periengkapan :

Keterkaitan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK 4. Buku Agenda Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer. 5. Stampel
3. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menganggu pelaksanaan kegiatan Penetapan

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Soft file

Destinasi Wisata Baru

Dipindai dengan CamScanner

: Penyediaan Akomodas'l_ Pada Destinasl Wisata Baru



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

MUTU BAKU

PELAKSANA
: Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata POKMAS
- Tshap Faghetsn Bidang Teknis Kab/Kota dan dan Ekonomi Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Haisangen
Pemerintah Desa | Kreatif Prov. NTT | Pembangunan

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1. |Bersurat dan melakukan DPA-SKPD 2 Minggu Koordinasi

Koordinasi ke ‘ Mulal ' Tahun 2021
Kabupaten/Kota Sasaran PE,
Dinas Pariwisata
Kabupaten/Kota dan
Desa/Kelurahan Lokasi
Sasaran untuk Permintaan
Persiapan Lokasi Tanah
Pembangunan/Kelompok dan
Sasaran Penerima.

2. |Penentuan/Penunjukan dan Pemprov, 2 Minggu Legalitas
Pemeriksaan Dokumen v Pemdes dan POKMAS, (SK
Administrasu Legalitas | ___ll Dispar Pokmas, Struktur
Pokmas POKMAS Pelaksana h Kabupan/Kota, Organisasi
Pekerjaan. ATK, Pokmas)

Komputer/Laptop
Dokumen

3. |Persiapan Administrasi MOU, ATK, 2 Minggu Dokumen MOU
Kontrak  Swakelola dan Tidak /:\ Y Komputer/Laptop dan Kontrak
Penandatanganan MOU dan Dokumen MOU Swakeloa
Kontrak Swakelola. \/ dan Kontrak diandatangani

Swakelola
4. |Pelaksanaan Pembangunan Pokmas 5 Bulan Cottage/homestay
Fisik/Fasilitasi Homestay. Pelaksana dan Resto
I:‘j Pekerjaan, Bahan
Baku, Tahapan
Pencairan
Keuangan
5. |[Monev Pemeriksaan Fisik Gambar, RAB, 2 Minggu Dokumentasi,
Pekerjaan dan Administrasi. Dokumen Mengarsipkan dan
( Sclcsai ) Kontrak, Tim Mendistribusikan
Teknis dan Tim Laporan Kegiatan
PPHP

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP : 85 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan : 14 November 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : /‘“—:\‘\

Disahkan oleh "has Parvisa nEkonxKreatrf

fa U uda
9031009

N};J 7268

Judul SOP Penyusunan Laporan Kétemngam” ertanggungjawaban (LKPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasl pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l periode 2018-2022

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal Diploma lll
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Rencana Kerja 1. Komputer.

2. SOP Perjanjian Kinerja 2. ATK

3. SOP Penyusunan LKIP 3. Printer

4. SOP Penyusunan LPPD 4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

LKPJ sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP,
maka proses penyusunan LKPJ ini tidak berjalan lancar.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana
No Tahap Kegiatan Kepala Dinas| Sekretaris Sub Koordinato Fungsional Kepala Arsiparis Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dinas PDE Umum Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11
1 |Menugaskan Sekretaris Dinas untuk Disposisi Surat 30 menit Disposisi Surat
menyusunan LKPJ Dinas Pariwisata dan (Mulai_)
Ekonomi Kreatif
2 |Menugaskan Kasubag PDE untuk Disposisi Surat 30 Menit Disposisi Surat
penyusunan dokumen LKPJ
3 |Membuat format pengumpulan data dan ) Disposisi Surat 1 Hari Format Penyusunan LKPJ
informasi kinerja dari masing-masing LL'—‘ Dinas
bidang dan sekretariat.
4 |Menyampaikan format pengumpulan data F?r'rr\at Penyusunan LKPJ |30 Menit ng-mt Penyusunan LKPJ
dan informasi kepada masing-masing Dinas Dinas
bidang dan sekretariat. I T
Mengisi format pengumpulan data dan Format Penyusunan LKPJ |1 Minggu Data dan Informasi kinerja
informasi Kinerja. ¥ ¥ Dinas bidang sesuai Format
[ ] I penyusunan LKPJ
5 |Menghimpun format data dan informasi il Data dan Informasi kinerja 1 Hari Data dan Informasi kinerja
- : : : : bidang sesuai Format bidang sesuai Format
:rener]a ::: masing-masing bidang dan sy s it
6 |Menganalisa dan mengevaluasi data dan Data dan Informasi kinerja 1 Minggu Draft LKPJ Dinas
int o bidang sesual Format
informasi kinerja yang telah terkumpul l I eamen kR
7 |Membuat dokumen LKPJ Draft LKPJ Dinas 1 Minggu Draft Dokumen LKPJ
Dinas
8 |Menyampaikan Dokumen LKPJ Dinas Draft Dokumen LKPJ Dinas |1 Jam Draft Dokumen LKPJ
Parekraf untuk dikoreksi Dinas
 —
Mengoreksi Dokumen LKPJ Dinas + Draft Dokumen LKPJ Dinas |2 Han Dokumen LKPJ Dinas
Parekraf Ya _<> TIDAK
10 |Penandatanganan Dokumen LKPJ oleh ! Dokurmen LKPJ Dinas 1 Jam Dokumen LKPJ Dinas
Kepala Dinas I Il
11 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran Dokumen LKPJ Dinas 30 Menit Surat Pengantar
Surat sekaligus Pengiriman
12 |Penggandaan Dokumen LKPJ Surat Pengantar 1 Jam Dokumen LKPJ Dinas
13 |Pengiriman Dokumen LKPJ kepada Biro Dokumen LKPJ Dinas 30 Menit Arsip Dokumen LKPJ
Pemerintahan dan pengarsipan (_Selesai ) .

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Dasar Hukum :

Nomor SOP : 86 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

: 14 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

P -

Disahkan oleh Kepal@Dinas Pariw]5ai) i Kreatif
/Hf’ vinsi f Timur, L
i

Wina \!B' 42 Muda
zﬁ,;%'agoawog

Judul SOP

Penyusunan Pembi@nﬁ’ Kerja Anggaran (RKA)

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap Il periode 2018-2022

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal D3
2. Menguasai Komputer

Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. Printer
4. Infokus
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Renstra OPD akan dijadikan sebagai Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan
Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana

Mutu Baku

No Tahap Kegiatan Kepala Sekretaris pub Koordinato{ Fungsional Kepala Keterangan
i Dinas PDE i Bidang Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 11 12
Memerintahkan penyusunan Perubahan Surat Masuk Disposisi Surat | SOP Alur surat
Rencana Kerja Anggaran Dinas Parekraf masuk dan surat
1 - keluar
2 |Menugaskan Sub Koordinator PDE untuk Disposisi Surat 30 Disposisi Surat
menyusun Dokumen Perubahan Rencana Menit
Kerja Anggaran Dinas Parekraf
3 |Membuat format pengumpulan data dan 4 Disposisi Surat 30 Format
informasi Perubahan Rencana Kerja Menit | Penyusunan
Anggaran dari masing-masing bidang dan Perubahan
sekretariat Rencana Kerja
4 |Menyampaikan format pengumpulan data ' Format Penyusunan 15 Format
dan informasi tentang Perubahan Rencana Perubahan Rencana Kerja| Menit Penyusunan
Kerja Anggaran kepada masing-masing [——l L__] Anggaran Dinas Perubahan
bidang dan sekretariat. Rencana Kerja
Anggaran Dinas
5 |Mengundang para Kabid dan Sekretaris 3 Format Penyusunan 30 |Undangan Rapat SOP
dan Kepala Dinas untuk Rapat Perubahan Rencana Kerja| Menit Pelaksanaan
Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas Rapat
Anggaran.
6 |Melaksanakan Rapat Pembahasan T 3 3 s ¥ ¥ Undangan Rapat 2Jam | Draft Usulan
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan
l - ] l T ] r T J [ T ] |;|J Rencana Kerja
1 Anggaran
7 |Menghimpun format data dan informasi Draft Usulan Perubahan | 1 Jam | Draft Usulan
Rencana Kerja Anggaran dari masing- Rencana Kerja Anggaran Perubahan
masing bidang dan sekretariat. Rencana Kerja
':——T Anggaran dari
bidang dan
9 Membuat Konsep Perubahan Rencana 3 Draft Usulan Perubahan | 1Jam | Draft Usulan
Kerja Anggaran - | Rencana Kerja Anggaran Perubahan
. dari masing-masing bidang Rencana Kerja
dan Sekretariat Anggaran dari
10 |Mengoreksi Konsep Dokumen Perubahan \ TIDAK Draft Usulan Perubahan | 1 Jam Dokumen
Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Anggaran Perubahan
dar masing-masing bidang Rencana Kerja
dan sekretariat Anggaran Dinas

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

11 |Menyampaikan Konsep Dokumen Dokumen Perubahan 10 Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Anggaran Rencana Kerja Anggaran | Menit Perubahan
kepada Kepala Dinas untuk memintakan Dinas Rencana Kerja
persetujuan Anggaran Dinas
12 |Menelaah Dokumen Perubahan Rencana 9 Dokumen Perubahan |5 Menit Dokumen
Kerja Anggaran, apabila sudah sesuai maka \ Rencana Kerja Anggaran Perubahan
ditandatangani namun apabila belum sesuai Tidak Dinas Rencana Kerja
dikembalikan untuk diperbaiki Anggaran Dinas
Ya
13 |Pembuatan Surat Pengantar, Penomoran Dokumen Perubahan 10 | Surat Pengantar SOP
Surat sekaligus Pengiriman Rencana Kerja Anggaran | Menit Penanganan
Dinas surat masuk dan
14 |Penggandaan Dokumen Perubahan Surat Pengantar 30 Dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas . Menit Perubahan
Rencana Kerja
Anggaran Dinas
15 |Pengiriman Dokumen Perubahan Rencana Dokumen Perubahan 10 Dokumen
Kerja Anggaran Dinas kepada Badan b Rencana Kerja Anggaran | Menit Perubahan
Keuangan dan pengarsipan m Dinas Rencana Kerja
Ananaran Dinas

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB KOORDINATOR SUBSTANS! PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP - 87 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

14 Novemnber 2022
Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif

e 2
7 da

Disahkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang| Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20714 tentang Pomerintahan Daerah

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nus.a Tenggara Timur

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatixa Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan
Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

=

Judul SOP Pengelolaan Websita Dinas Pariwisata dafrEkonomi Kreatif Provinsi NTT
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenang Katerbukaan Informasi Publik 2. Memahami tujuan palayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten'ang Pslayanan Publik 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik berbasis ele
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 4. Memiliki kemampuan dalam menulis informasi dalam bentuk artikel dan laporan,
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 22010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan komputer
6.
7.

2. SOP Kegiatan masing-masing Bidang/Sekretariat lingkup Dinas Parekraf Provinsi NTT

Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan::
1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan 1. Komputer. 4. Jaringan Internat/Wifi

2. ATK.
3. Printer

5. Transportasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika pengelolaan tidak dilakukan sesuai prosedu* maka informasi website tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pelaksana Mutu Baku
Anggota Tim
No g Kugtn Kepala Dinas nggemln Pejabat Bldang | 41, website|  validator Kelengkapan Waktu Output
| Sekretariat
Website
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Penetapan Pengelola Admin Website 3 Draf SK, Juknis, KAK,| 2 hari | SK Tim Pengelola website Dinas
Dinas oleh Kepala Dinas @ sopP Parekraf NTT, KAK, Juknis
2 |Pengumpulan dan penyusunan informasi SK Tim pengelola, | 2 hari | Informasi berupa artikel, foto,
(artikel, foto, video, data) yang dilakukan KAK, Juknis, video, data
anggota tim website di masing-masing 1 Komputer, printer,
bidang/sekretariat dan menyampaikan ke lﬂr’ kamera, HP, alat
atasan langsung untuk proses filtering transportasi
4 |Atasan langsung melakukan filtering dan J Informasi yang sudah| 1 Jam Informasi yang layak
memverifikasi informasi, Jika informasi /\ dilakukan filtering dipublikasikan
sudah memenuhi syarat/layak
dipublikasikan akan dikirim ke admin TIDAK YA
website, jika belum sesuai dikembalikan
ke Tim Pengelola Website untuk
dilengkapi
5 |Admin website melakukan editing Informasi yang layak | 3 jam Informasi yang sudah siap
terhadap informasi yang akan diupload ke 1 dipublikasikan diupload
website I__.l
6 |Pejabat validasi / validator melakukan 1 Informasi yang sudah| 30 Informasi hasil validasi yang
valdiasi akhir terhadap informasi yang Ej siap diupload menit sudah siap di upload
akan diupload ke website
7 |Informasi yang sudah melalui proses Hasil validasi yang |5 menit| Informasi telah terpublikasi di

filtering, editing dan validasi segera
diupload ke website

h
( Selesai ,

sudah siap di upload

website dinas

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dasar Hukum :

Nomor SOP : 88 Tahun 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Pembuatan : 14 November 2022

 Tanggal Efektif

Disahkan oleh

e
/7(01 AH P‘?;\A

Judul SOP Pemantaun Kinerja Be\hw

Kualifikasi pelaksaﬁ_
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Eselon I/ Eselon lIl/ Eselon IV
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Para Pejabat Struktural dan Sub Koordinator Substansi
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasl 2010-2025
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT
Tahap |l Periode 2018-2022
12. Peraturan Gubemur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT
13. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
14. Peraturan Gubernur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK/Printer
3. Berita Acara
4. Stempel.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila pemantauan kinerja secara berkala tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan berdampak pada kinerja 1. Pada Agenda Berita Acara

pegawai yang tidak terkontrol dengan baik.

2. Disimpan sebagal data elektronik dan manual.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Mutu Baku

Pelaksana
i Ket
ai TeanmiKeotston Tim saKip| K3%029 | seidis | Kadis Kelengkapan Waktu Output srangen
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Mempersiapkan bahan pemantauan  kinerja Dokgmen Rensgra." 10 menit |Tersedianya bahan
berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, IKU, ( Mulai ) Renja, IKU, Perjanjian kinerja
Perjanjian Kinerja Kinerja
2. |[Mencatat dan melaporkan atas pemantauan kinerja Pulpen, kertas, 45 menit |Catatan hasil
dengan membuat konsep berita acara pemantauan komputer, printer, pemantauan dan
formulir pemantauan, konsep berita acara
berita acara, alat
dokumentasi
3. |Penelitian ulang dan peninjauan atas pemantauan Pulpen, kertgs, 30 Menit Va!i.di'tas data atas
kinerja, apabila benar/sesuai maka diberikan paraf komputer, printer, peninjauan .
dan pengajuan kepada Sekdis, dan diverifikasi ulang forrpullr pemantauan, pemantauan kerja
oleh Kadis serta diproses tanda tangan, jika Ze:ta ac*:rar_ alat
benar/salah maka diberikan ke Kasubag Umum yang e
kemudian diberikan ke tim SAKIP
4. |Menindaklanjuti atas laporan hasil pemantauan Pu_lpen, buku, tanda 20 menit |Berita acarayang
dengan membuat berita acara pemantauan yang terima telah ditandatangani
telah ditandatangani Kadis ¢
5. |Membuat dokumen pemantauan Map, snelhecter, arsip, 30 menit |Dokumen
pulpen, kertas pemantauan
6. |Menyerahkan dokumen pemantauan untuk diarsip : Buku laporan, hasil 15 menit |Dokumen
pemantauan yang
tersimpan

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP : 89 Tahun 2022
Tanggal Pembuatan : 14 November 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

31009

Judul SOP : Penanganan Bentur

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lemabaran NegaraRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3851)
. Peraturan Pemernintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025
. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi NTT Tahap |l pericde 2018-2022
9. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

(400 N & ]

10.

1. Pendidikan minimal S-1 Hukum
2. Menguasai Peraturan tentang Disiplin Pegawai

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa

Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK.
3. SOP Gratifikasi 3. Printer

4. Infokus

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Penanganan Benturan Kepentingan akan dijadikan acuan dalam pemberian sanksi apabila ada indikasi
KKN. Apabila tidak dilaksanakan, maka dapat menyebabkan KKN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

LR ]

Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Keterangan
P Reg o Ketua Tim Kepala inspektorat |\ kapan| Waktu —
Penanganan BK Dinas Daerah
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1 |Penyampaian Surat Pemyataan Potensi ‘
Benturan Kepentingan disertai dengan m s”"‘;:t:;':p“" 5 Menit Disposisi Surat
Bukti-Bukti Konkrit kepada Ketua Tim Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan |
= Memeriksa Kebenaran Pelaporan Pegawali
terkait Potensi Terjadinya Benturan Disposisi Surat 2 Hari Disposisi Surat
Kepentingan Tidak
3 2 Ya
Melaksanakan Rapat Bersama Tim Kerja 3
Penanganan Benturan Kepentingan untuk I L‘ﬁ Disposisi Surat 2Jam Notulen Rapat
LF’men.-si terjadinya Benturan Kepentingan
4
Menyampaikan Hasil Rapat kepada |—j Laporan Indikasi
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Notulen Rapat 1.Jam Benturan
untuk di Tindak Lanjuti Kepentingan
5
Membuat Laporan untuk di Sampaikan S Laporan Indikas| Tanda Terima
kepada Inspektorat Daerah Ll ,(Bem“""mm it Dokumen
6 |Inspektorat memverifikasi kelengkapan,
menganalisis, dan menerbitkan surat L Laporan Indikas!
keputusan penetapan status Benturan I | Benturan 5 Hari Surat Keputusan
Kepentingan dan diteruskan kepada OPD Kepentingan
terkait
7 |Organisasi Perangkat Daerah menerima b
hasil penetapan status Benturan Selesai Surat Keputusan 1 Jam Surat Keputusan
Kepentingan dari Inspektorat

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

|Nomor sOP - 90 Tahun 2022

Tanggal Pembuatan

: 14 November 2022
Tanggal Revisi :

i
AN r"olz;q\\ /1

Tangagal Efektif P
|Disahkan oleh ariomi Kreatif
ur.b
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT DINAS
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Pengelolaan Info

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawal Negeri Sipil

Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasl Birokrasi 2010-2025

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan Daerah

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT

rWON -
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1. Pendidikan Minimal SLTA;

2. Menguasai Komputer,;
3. Memiliki Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang standar pelayanan publik dan

pelayanan informasi publik.

11. Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT
Tahap Il Periode 2018-2022
12. Peraturan Gubemnur NTT Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT
13. Peraturan Gubemur NTT Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
14, Peraturan Gubemur NTT Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK/Printer
3. Berita Acara
4. Stempel.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan publik akan mengalami hambatan dan tidak berjalan
sesuai standar.

1. Pada Agenda Berita Acara
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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No. Pelaksana Mutu Baku
i Keterangan
SetRpaa eyt TIM Pendukung | TIM Sekretariat PPID Kelengkapan Waktu Output ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menyediakan data dan informasi publik Pengumpulan data 1 hari Laporan
sesuai aturan data informasi publik (DIP) ( Mulai ) sesuai DIP Pengumpulan data
sesuai DIP
2. |Menyerahkan daftar Informasi dan fisik Laporan Pengumpulan 1 hari Tanda terima dan
informasi dalam format digital dan cetak | ] data sesuai DIP kartu kontrol
ke tim sekretariat
3. |Mengklasifikasikan dalam kategori Tanda terima dan kartu 1jam Laporan klarifikasi
informasi publik yang dalam | I kontrol dan ketersediaan
penguasaannya sesuai ketentuan data
4. |Mendokumentasikan daftar dan fisik Laporan klarifikasi dan 1 jam Lapora klarifikasi
informasi publik yang dikuasai dengan ketersediaan data dan ketersediaan
baik sesuai ketentuan dalam UU data
kearsipan
5. |Menerima daftar informasi publik dan fisik Lapora klarifikasi dan 30 menit | Tanda terima dan
informasi publik dengan baik ketersediaan data kartu kontrol
6. |memuverifikasi kelengkapang dan Tanda terima dan kartu 1 jam Lapora klarifikasi Adas proses
kesesuaian informasi publik dengan TIDAK kontrol dan ketersediaan siklik
kentetuan yang ada ' data
YA
7. |Melaporkan hasil verifikasi ke PPID Lapora kiarifikasi dan 1jam | Laporan bulanan
ketersediaan data ketersediaan
informasi
8 |Menetapka klarifikasi informasi Laporan bulanan 1 bulan DIP yang Diatur dalam
ketersediaan informasi diperbaharui setiap | SOP khusus
YA bulan penetapan DIP
9. |Menyajikan informsi publik yang bersifat DIP yang diperbaharui 1 hari Laporan bulanan
terbuka pada database atau website setiap bulan ketersediaan
informasi
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10. [Membuat laporan pengelolaan dan A4 Laporan bulanan 1 hari Laporan bulanan
pemeliharaan informasi publik LT_'_ ketersediaan informasi ketersediaan
informasi
11. |Menerima laporan pengelolaan informasi Laporan bulanan 1 jam Laporan Masukan dari tim
publik ketersediaan informasi pengelolaan pertimbangan
TIDAK informasi
12. |Melaporkan kepada atasan PPID ‘LYA Laporan pengelolaan 1jam Laporan
informasi pengelolaan
E informasi
13. |Melakukan evaluasi berdasarkan Laporan pengelolaan 6 bulan Monev laporan Arsip
masukan hasil monev pelaksanaan informasi pengelolaan
pengelolaan informasi publik informasi
14. |Memantau pelaksanaan pengelolaan Monev laporan 6 bulan Monev laporan Arsip
informasi publik dan melakukan monev pengelolaan informasi pengelolaan
informasi
15. |Dari hasil evaluasi dan masukan publik, Monev laporan 6 bulan Monev laporan Arsip
menetapkan informasi publik yang pengelolaan informasi pengelolaan
bersifat terbuka namun belum informasi
IGGARA 'nmuaa/

Q-
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LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR

Asal Surat : Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Tanggal
Pengajuan 30 Loz 2029
Perihal : Mmbmﬁmnmw Mas VeRumugpy GURRug Losa me:.:u
o OReBAS wrlarL vag Aot CEMER e taks
Dases Dheauncats, Caes Crosiomn M\:‘?&mu H\u: ‘Q?»’e‘m T ,
KEPALA BIRO Diteruskan kepada : Asislen@l 1/ m
HUKUM Diteruskan Tgl/Jam |: 20 VosMwR. aona
Pengelola/Paraf T P
O Asisten I Diterima Tgl/Jain Dikewmbalikan untuk diperbaiki
Diteruskan kepada | : Tanggal/Jam :
O Asistenl O Sckretaris Daerah
Dit kan Tgl/J Diserahkan kembali
iterus am
O Asisten III Tanggal/Jam
Pengelola/Paraf
SEKRETARIS Diterima Tgl/Jam :2/un (“«' 15 ) Dikembalikan untuk diperbaiki
DAERAH Diteruskan kepada i Tanggal/Jam
O Gubernur
d Wakil Gubernur Diserahkan kembali
Tanggal/Jam
Diteruskan Tgl/Jam [: %/t 2 (d )
Pengelola/Paraf ¢
WAKIL Diterima Tgl/Jam 3 Dikembalikan untuk diperbaiki
GUBERNUR Diteruskan kepada Tanggal/Jam :
0O Gubernur
- Diserahkan kembali
i T} :
Diterus! gl/Jam Taniggallifan
Pengelola/Paraf
GUBERNUR Diterima Tgl/Jam Dikembalikan untuk diperbaiki
Pengelola/Paraf Tanggal/Jam
Diserahkan kembali
Tanggal/Jam
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